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ABSTRAK
Kehadiran perusahaan pertambangan emas banyak memberikan sumbangan ekonomi terhadap daerah Tapanuli Selatan. Sumbangan tersebut adalah keterlibatan masyarakat menjadi tenaga kerja yang terbuka lebar sebagai akibat kehadiran tambang emas serta berbagai peluang usaha yang terbuka lebar sebagai akibat peranan kehadiran tambang emas tersebut. Selain berperan terhadap ekonomi masyarakat, pertambangan tersebut juga memberikan dampak sosial terhadap masyarakat, seperti interaksi sosial adanya pendatang baru.
Rumusan masalah yang diajukan : dampak sosial ekonomi bagi masyarakat dengan adanya hukum sebagai sarana pemberdayaan CSR dalam kegiatan  pertambangan emas di Tapanuli Selatan, implementasi pengentasan kemiskinan berdasarkan hukum melalui sarana pemberdayaan CSR dalam kegiatan pertambangan emas di Tapanuli Selatan, serta strategi yang ideal untuk mengentaskan kemiskinan melalui hukum sebagai sarana pemberdayaan CSR dalam kegiatan pertambangan emas di Tapanuli Selatan.
Metode penelitian dalam penulisan tesis ini adalah metode socio-legal research, dalam penelitian ini ada tahapan implementasi atau penerapan hukum di lapangan (law in action). Spesifikasi pada penelitian ini ialah deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara menyeluruh/mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.
Hasil studi ini menunjukkan bahwa : Penerapan CSR perusahaan melibatkan masyarakat sekitar, baik sebagai subyek maupun objek program. Masyarakatlah yang paling merasakan dampak dari berbagai aktivitas produksi yang dilakukan dan dampak tersebut terjadi terutama dampak sosial, ekonomi, budaya dan juga lingkungan hidup; PT. Agincourt Resources dalam mengimplementasikan program Corporate Social Responsibility di Kecamatan Batang Toru menerapkan konsep melibatkan tanggungjawab kemitraan antara pemerintah, lembaga, sumberdaya komunitas, juga komunitas lokal (setempat). Kemitraan tersebut merupakan tanggungjawab bersama secara sosial antara stakeholders dalam pengentasan kemiskinan. Program yang dijalankan oleh PT. Agincourt Resources diklasifikasikan ke dalam beberapa bidang, yakni : bidang kesehatan, bidang pendidikan dan pelatihan, bidang infrastruktur, bidang pengembangan usaha lokal, dan bidang hubungan masyarakat; Dalam rangka program pengentasan kemiskinan, perusahaan turut mengambil peran sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi jangka pendek, menengah dan panjang dalam pengelolaan pertambangan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat setempat dan menangani isu-isu sosial yang terdapat dalam masyarakat, dengan menerapkan pendekatan strategic SCR. Dari segi pemerintah, proses regulasi yang menyangkut kewajiban CSR perlu memenuhi pembuatan peraturan yang terbuka dan akuntabel.

Kata Kunci : Pengentasan Kemiskinan, Hukum Sebagai Sarana Pemberdaya CSR, 
Corporate Social Responsibility, Pertambangan Emas.
ABSTRACT
The presence of many gold mining companies contributing to the economy against the South Tapanuli area. The donation is the community involvement into the workforce is wide open as a result of the presence of a gold mine as well as various business opportunities are wide open as a result of the role of the presence of the gold mine. In addition to acts against the economic community, the mines also gives the social impact on the community, such as the social interactions the presence of newcomers.
The outline of the proposed issue: socio-economic impact for the community with the law as a means of enforcement of CSR activities in gold mining in South Tapanuli, implementing poverty reduction based on legal empowerment through the means of CSR activities in gold mining in South Tapanuli, as well as the ideal strategy to alleviate poverty through the law as a means of enforcement of CSR activities in gold mining in South Tapanuli.
Research methods in the writing of this thesis is the method of socio-legal research, in this study there are stages of implementation or application of the law on the courts (law in action). The specs on this research is a descriptive analytical means that research results it seeks to describe thoroughly/depth about a situation or symptoms are examined.
The results of this study showed that: The application of CSR companies involving the local community, both as a subject or object of the program. The most Masyarakatlah feel the impact of the various production activities undertaken and the impact occurred mainly the impact of social, economic, cultural and also the living environment; PT. Agincourt Resources in implementing the program of Corporate Social Responsibility in Batang Toru apply concepts involving the responsibility of partnership between Governments, agencies, community resources, as well as the local community (local). The partnership is a shared responsibility between the social stakeholders in poverty reduction. The program is run by PT Agincourt Resources are classified into several fields, namely: health, education and training, the field of infrastructure, local enterprise development fields, and the fields of community relations; In the framework of poverty alleviation programs, the company undertook to take on the role as already provided for in the applicable legislation, in addition to that, the company should have a strategy for the short term, intermediate and long in mining management in order to deliver the highest possible benefits against local communities and addressing social issues contained in the society, by implementing strategic approach SCR. In terms of Government, the regulatory process related to CSR obligations need to meet regulation which is open and accountable.

Keyword : Poverty Reduction, The Law As A Means Of Pemberdaya Of CSR, 
  Corporate Social Responsibility, Gold Mining.
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BAB I
PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah
Sumber daya alam di Indonesia merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangat melimpah baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Oleh karena itu, harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dengan memperhatikan kelestarian hidup sekitar sehingga terdapat keseimbangan dalam menjaganya dan apabila hilangnya ketersediaan sumberdaya tersebut akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini.
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) ditentukan bahwa bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berkenaan dengan makna dari kalimat dikuasai oleh negara, bahwa negara berdaulat atas kekayaan sumber daya alam, tetapi tujuan akhir dari pengelolaan kekayaan alam adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah berupa sumber daya bahan tambang mineral dan batubara. Pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

1

1

Adapun salah satu kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam adalah kegiatan penambangan emas/bahan galian. Kegiatan pertambangan emas ini dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Contohnya saja dampak positif yang terjadi antara lain peningkatan pendapatan masyarakat sedangkan dampak negatif yang terjadi perubahan estetika lingkungan seperti penurunan kualitas tanah, kualitas air, timbulnya debu serta kebisingan dan lain-lain.
Kegiatan pertambangan bahan galian berharga dari lapisan bumi telah berlangsung sejak lama. Selama kurun waktu 50 tahun, konsep dasar pengolahan relatif tidak berubah, yang berubah adalah skala kegiatannya. Mekanisasi peralatan pertambangan telah menyebabkan skala pertambangan semakin membesar.
Perkembangan teknologi pengolahan menyebabkan ekstraksi bijih kadar rendah menjadi lebih ekonomis, sehingga semakin luas dan semakin dalam mencapai lapisan bumi jauh di bawah permukaan. Hal ini menyebabkan kegiatan tambang menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar dan bersifat penting. Pengaruh kegiatan pertambangan mempunyai dampak yang sangat signifikan terutama berupa pencemaran air permukaan dan air tanah.[footnoteRef:1] [1:  Arif, Perencanaan Tambang Total Sebagai Upaya Penyelesaian Persoalan Lingkungan Dunia Pertambangan Indonesia, Makalah Seminar Pertambangan, Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2007, hlm. 5.] 


Di samping itu kegiatan pertambangan ini merupakan proses pengalihan sumber daya alam menjadi modal nyata ekonomi bagi negara maupun masyarakat. Dalam proses pengalihan tersebut harus memperhatikan interaksi antara faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup sehingga dampak yang terjadi dapat di antisipasi sedini mungkin.[footnoteRef:2] [2:  Soelistijo Ukar W, Pengembangan Sumber Daya Mineral dan Energi Sebagai Sarana Penggerak Mula Dalam Pengembangan Wilayah, Orasi Pengukuhan Ahli Peneliti Utama Bidang Ekonomi Mineral, Energi dan Pengembangan Wilayah, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2005, hlm. 36.] 

Sumber daya mineral yang berupa endapan bahan galian atau emas memiliki kekhususan dibandingkan dengan sumber daya yang lain yaitu wasting assets atau di usahakan ditambang. Dengan begitu bahan galian atau emas tersebut tidak dapat diperbaharui kembali ataupun tumbuh kembali.
Dengan demikian, kegiatan pertambangan merupakan industri pertambangan yang dasarnya tanpa ada daur ulang. Hal itu juga kegiatan pertambangan akan selalu berhadapan dengan keterbatasan, baik lokasi, jumlah, jenis maupun mutu material yang dihasilkan, dan juga selalu berhadapan dengan keselamatan kerja serta menjaga kelestarian lingkungan hidup disekitarnya. Sehingga dalam mengelola sumberdaya mineral dan batubara diperlukan penerapan sistem penambangan yang sesuai dan tepat, baik ditinjau dari segi teknik maupun ekonomis, agar perolehannya dapat sebesar-besarnya.[footnoteRef:3] [3:  Prodjosoemanto, Dasar-dasar Pengelolaan Lingkungan, Makalah Teknik Reklamasi Pada Lahan Bekas Tambang PT. Bukit Asam, 2006, hlm. 12.] 


Pada awal Orde Baru, pemerintahan saat itu memerlukan dana yang besar untuk kegiatan pembangunan, di satu sisi tabungan pemerintah relatif kecil, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah mengundang investor-investor asing untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya di Indonesia. Salah satunya sektor Pertambangan yang merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi,dan migas).
Adanya kegiatan pertambangan ini mendorong pemerintah untuk mengaturnya dalam Undang-Undang (UU). Undang-Undang (UU) yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Pengusahaan Pertambangan. Dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan adanya pengaturan ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif yang timbul dalam proses penambangan berlangsung.
Kegiatan pertambangan merupakan suatu kegiatan yang meliputi: Eksplorasi, eksploitasi, pengolahan pemurnian, pengangkutan mineral/bahan tambang. Industri pertambangan selain mendatangkan devisa dan menyedot lapangan kerja juga rawan terhadap pengrusakan lingkungan.



Banyak kegiatan penambangan yang mengundang sorotan masyarakat sekitarnya karena pengrusakan lingkungan, apalagi penambangan emas tanpa izin yang selain merusak lingkungan juga membahayakan jiwa penambang karena keterbatasan pengetahuan si penambang dan juga karena tidak adanya pengawasan dari dinas instansi terkait.[footnoteRef:4] [4:  Yudhistira, Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Daerah Kawasan Gunung Merapi. Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 1.] 

Sektor ini merupakan salah satu sektor yang dapat dikembangkan dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesisa asalkan dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Pembangunan sektor haruslah diselenggarakan secara terpadu dengan pembangunan daerah demi kesejahteraan sosial serta peningkatan taraf hidup masyarakat.[footnoteRef:5] [5:  Saleng Abrar, Hukum Pertambangan,UII, Yogyakarta, 2004, hlm. 17. ] 

Pelaksanaan pertambangan emas di Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dimulai sejak pada tahun 1997 yang ditemukannya cadangan emas melalui proses pengambilan contoh endapan sungai oleh Normandy Anglo Asia Ltd. Sejak saat itu pemerintah memberikan kontrak karya kepada perusahaan PT. Agincourt Resources (PT. AR) Martabe untuk pertambangan emas, dan perusahaan mulai aktif melakukan kegiatan kira-kira pada tahun 2002.


Perusahaan melakukan berbagai kegiatan eksplorasi di Tapanuli Selatan.[footnoteRef:6] Pada tahun 2016 bulan November, perusahaan pertambangan tersebut mulai melakukan eksplorasi di daerah Tapanuli Tengah guna untuk mencari dan meneliti potensi emas yang ada di daerah tersebut. [6:  http://www.agincourtresources.com/id/lingkungan-hidup/ diakses pada tanggal 11 Oktober 2016.] 

Kehadiran perusahaan pertambangan emas ini banyak memberikan sumbangan ekonomi terhadap daerah Tapanuli Selatan. Sumbangan tersebut adalah keterlibatan masyarakat menjadi tenaga kerja yang terbuka lebar sebagai akibat kehadiran tambang emas serta berbagai peluang usaha yang terbuka lebar sebagai akibat peranan kehadiran tambang emas tersebut. Selain berperan terhadap ekonomi masyarakat, pertambangan tersebut juga memberikan dampak sosial terhadap masyarakat, seperti interaksi sosial adanya pendatang baru.
Perusahaan pertambangan yang ada di daerah Tapanuli Selatan telah menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) berupa alat-alat pendukung produktifitas pertanian seperti traktor tangan (hand trakctor) dan mesin perontok padi yang bertujuan untuk meningkatkan produksi padi yang diserahkan bertempat di kantor Kecamatan Batangtoru.[footnoteRef:7] [7: http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/01/26/9113/pt-agincourt-resources-bantu-petani/#.WDRqseZ97IU diakses pada tanggal 10 Oktober 2016.] 

Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan pemerintah Indonesia khususnya pemerintah Daerah Tapanuli Selatan untuk mendatangkan devisa. Selain mendatangkan devisa industri pertambangan juga menyedot lapangan kerja sedangkan bagi Kabupaten dan Kota merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Itu terbukti dari data tahun 2014 dan 2015 penerimaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menunjukkan peningkatan. Pada tahun anggaran 2015 pendapatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tercatat sebesar 1.088,60 milliar, angka ini naik sebesar 22,20 persen (%) dibanding tahun sebelumnya.[footnoteRef:8] [8: https://tapanuliselatankab.bps.go.id/backend/pdf_publikasi/Indikator-Kesejahteraan-Rakyat Kabupaten-Tapanuli-Selatan-2015.pdf. diakses pada tanggal 9 Oktober 2016.] 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengentasan Kemiskinan Melalui Hukum Sebagai Sarana Pemberdayaan CSR (Corporate Social Responsibility) Dalam Kegiatan Pertambangan Emas Di Tapanuli Selatan”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut :
1. Apa dampak sosial ekonomi bagi masyarakat dengan adanya hukum sebagai sarana pemberdayaan CSR dalam kegiatan  pertambangan emas di Tapanuli Selatan?
2. Bagaimanakah implementasi pengentasan kemiskinan berdasarkan hukum melalui sarana pemberdayaan CSR dalam kegiatan pertambangan emas di Tapanuli Selatan?
3. Bagaimana strategi yang ideal untuk mengentaskan kemiskinan melalui hukum sebagai sarana pemberdayaan CSR dalam kegiatan pertambangan emas di Tapanuli Selatan?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
1) Untuk mengetahui dan menganalisis dampak sosial ekonomi bagi masyarakat dengan adanya hukum sebagai sarana pemberdayaan CSR dalam kegiatan pertambangan emas di Tapanuli Selatan.
2) Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pengentasan kemiskinan berdasarkan hukum melalui sarana pemberdayaan CSR dalam kegiatan pertambangan emas di Tapanuli Selatan.
3) Untuk mengetahui strategi yang ideal untuk mengentaskan kemiskinan melalui hukum sebagai sarana pemberdayaan CSR dalam kegiatan pertambangan emas di Tapanuli Selatan.

2. Manfaat Penelitian
Apabila tujuan penelitian tersebut di atas tercapai, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun secara praktis.
1. Manfaat Teoritis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnya dan di bidang Hukum Ekonomi dan Teknologi pada khususnya.


2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan informasi yang akurat dan berguna bagi segenap insan pendidikan di tanah air dan masa depan kemajuan pendidikan di Indonesia dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan studi akademis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

D. Kerangka Pemikiran
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah Pertambangan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran
1. Kerangka Konseptual
1) Hakikat Kemiskinan
a. Pengertian Kemiskinan
Kemiskinan secara umum dapat diartikan sebagai kondisi individu penduduk atau keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasarnya secara layak. Namun beberapa institusi atau pihak yang telah menetapkan acuan dalam penentuan kriteria penduduk miskin. Kemiskinan juga dapat didefinisikan sebagai suatu standar hidup yang rendah yaitu suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.[footnoteRef:9] [9:  Suparlan, Kebudayaan Kemiskinan dalam Kemiskinan di Perkotaan, Yayasan Obor Indonesia- Sinar Harapan, Jakarta, 1984, hlm. 6. ] 

Kemiskinan merupakan suatu konsep yang multidimensional artinya kemiskinan tidak hanya dapat dilihat dari sisi ekonomi tapi juga dapat dilihat dari segi sosial, budaya, dan politik. Definisi kemiskinan ini semakin berkembang sesuai dengan penyebabnya. Papilaya mengemukakan pendapat bahwa pada awal 1990-an definisi kemiskinan telah diperluas tidak hanya berdasarkan tingkat pendapatan tetapi mencakup ketidakmampuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan perumahan.[footnoteRef:10] [10:  Papilaya, Akar Penyebab Kemiskinan Menurut Rumah tangga Miskin dan Strategi Penanggulangannya (Kasus di Kota Ambon, Provinsi Maluku), Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2006, hlm. 32.] 

Krisnamurthi menyebutkan definisi kemiskinan yang memadai harus mencakup berbagai dimensi, antara lain :
a) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (Pangan, Sandang, dan Papan).
b) Ketidakmampuan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi).
c) Tidak ada jaminan masa depan karena tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga.
d) Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual dan massal.
e) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumberdaya alam.
f) Tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat.
g) Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
h) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
i) Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial seperti anak terlantar, wanita tindak kekerasan rumah tangga, janda, kelompok marginal dan terpencil.[footnoteRef:11] [11:  Krisnamurthi, Penanggulangan dan Pengurangan Kemiskinan dalam 22 Tahun, Studi Pembangunan Pengurangan Kemiskinan Pembangunan Agribisnis dan Revitalisasi Pertanian LPPM IPB, Bogor, 2010, hlm. 57.] 

Sedangkan menurut Jhon Friedman, kemiskinan diartikan sebagai kecilnya peluang untuk mengakumulasikan basis kekuatan sosial, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
a) Sumber-sumber keuangan seperti tanah, perumahan, perlatan dan lainnya.
b) Modal produktif seperti tanah, perumahan dan lainnya.
c) Organisasi sosial dan politik untuk mencapai kebutuhan bersamaan.
d) Jaringan-jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan seperti barang-barang, pengetahuan, informasi, keterampilan dan lainnya.[footnoteRef:12] [12:  Suara Merdeka, 20 Juni 1991, hlm. vi.] 


b. Tolak Ukur Kemiskinan
Tolak ukur yang dipakai dalam menentukan kemiskinan yaitu dari tingkat pendapatan kepala keluarga per bulan atau per tahun. Di Amerika rakyat miskin semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut laporan Biro Sensus Amerika Serikat yang dilansir Detroit Free Press, angka kemiskinan keseluruhan di Amerika telah meningkat menjadi 15,1 persen (15,1 %) dari 14,3 persen pada tahun 2014. Dapat dilihat bahwa tolak ukur kemiskinan di amerika ditetntukan dari pendapatan tahunan yang kurang dai US$ 22,314 untuk satu keluarga yang terdiri dari empat orang atau 11,39 US$ untuk satu orang atau pendapatan kurang dari US$ 30 per hari.[footnoteRef:13] [13: Kompasiana, 26 Juni 2015, hlm. 5.] 

Merujuk pada data badan Pusat Statistik (BPS) Per maret 2011, jumlah penduduk miskin sebesar 30,02 juta orang atau 12,49% dari total seluruh penduduk Indonesia. Jika dibandingkan data Maret 2010, di mana penduduk miskin adalah 31,02 juta orang atau 13,33%, maka terjadi penurunan 1 juta orang dalam setahun. Jumlah penduduk miskin 30,02 juta jiwa yang berada dibawah garis kemiskinan adalah jumlah yang masih sangat besar, ini belum ditambahkan dengan sedikit di atas garis kemiskinan atau near poor  yang bisa mencapai jjumlah yang sama. Tahun sebelumnya, jumlah warga yang tergolong near poor mencapai 29,38 juta. Near Poor ini menurut Badan Pusat Statistik ukurannya adalah 1,2 kali dari garis kemiskinan.


Menurut kesimpulan penelitian pusat studi Institut Teknologi Bandung pada tahun 1992, walaupun Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah, akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa sebanyak 61,6% rumah tangga petani di Indonesia tergolong miskin dengan kriteria pendapatan Rp. 50.000 (sekarang diperkirakan 500 ribuan), atau kurang per bulan per keluarga.[footnoteRef:14] [14:  Soemitro, Ronny H, Prespektif Sosial Dalam Pemahaman Massalah-Masalah Hukum, Agung Press, 2009, Semarang, hlm. 63.] 

Definisi miskin menurut versi Amerika Serikat yang melihat pada penghasilan tentu berbeda dengan definisi miskin versi Indonesia yang berpedoman pada kemampuan membiayai kehidupannya.jika tolak ukur miskin versi Amerika Serikat adalah mereka yang berpenghasilan dibawah US$ 30 atau setara Rp. 270.000, per hari (Rp. 8.100.000, per bulan/kurs Rp. 9000 US$) makan dapat dikatakan Pegawai Negeri Sipil Indonesia masuk dalam kategori miskin. Namun, pendekatan kemiskinan di Indonesia dengan tolak ukur pengeluaran sebesar Rp. 233740 per bulan ( Equivalen US $ 25, 97 per bulan ) tentunya tidak dapat dibandingkan dengan standar kehidupan di Amerika Serikat.[footnoteRef:15] [15: http://www.kompasiana.com/donikatok/kemiskinan-dari-mana melihatnya_550b3f878133117913b1e518 diakses pada 24 Februari 2017.] 


Menurut Badan Pusat Statistik, keluarga yang sama sekali tidak mempunyai kemampuam untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga yang layak bagi kemanusiaan dengan ciri-ciri atau kriteria sebagai berikut :
a) Pembelanjaan rendah atau berada di bawah garis kemiskinan, yaitu kurang dari Rp. 175,324 untuk masyarakat perkotaan, dan Rp. 131,256 untuk masyarakat pedesaan per orang per bulan di luar kebutuhan non pangan.
b) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah dan tidak ada keterampilan.
c) Tidak memiliki tempat tinggal yang layak huni, termasuk tidak memiliki MCK.
d) Pemilikan harta sangat terbatas jumlah atau nilainya,
e) Hubungan sosial terbatas, belum banyak terlibat dalam kegiatan masyarakat
f) Akses informasi (koran, televisi dan internet) terbatas.
Menurut Sajogyo garis kemiskinan yang realistik dan lebih relevan adalah berdasarkan konsumsi minimal yang diartikan kebutuhan kalori yang layak (saat ini sekitar 2100 kalori). Pendapat Sajogyo ini pada masa berikutnya banyak mendapat kritikan dari both dan sundrum, karena dalam kenyataanya beras tidak merupakan bahan kebutuhan pokok penduduk pedesaan yang miskin terutama di pulau jawa.

c. Jenis Kemiskinan
Adapun jenis-jenis kemiskinan secara sederhana dan yang umum digunakan dapat di bedakan menjadi tiga yaitu :
a) Kemiskinan Absolut 
Sesorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yag cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.
Kesulitan utama dalam konsep ini adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua haltersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja tetapi juga tingkat kemajuan suatu negara dan faktor ekonomi lainnya.
b) Kemiskinan Relatif
Seseorang tergolong Kemiskinan relatif ini apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bilatingkat hidup masyarakat berubah hingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat di kategorikan miskin.
c) Kemiskinan Kultural
Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya.[footnoteRef:16] [16: http://mahasiswamahasiwa.blogspot.co.id/2015/02/jenis-jenis-kemiskinan-dan-penyebab.html diakses pada 17 Februari 2016.] 


d. Penyebab Timbulnya Kemiskinan
Gunnar Myrdal mengajukan konsepsi hubungan kausal sirkuler yang kumulatif sebagai landasan untuk menjelaskan terjadinya ketidakmerataan ekonomi nasional maupun internasional. Konsepsi Gunnar Myrdal didasarkan pada konsepsi lingkaran tak berujung pangkal (vicious circle) C.E.A Winslow. Selanjutnya dikemukakan bahwa kemiskinan dan penyakit membentuk lingkaran kemiskinan yang tak berujung pangkal. Orang-orang menjadi sakit karena mereka miskin. Mereka menajdi miskin karena mereka sakit dan mereka semakin sakit karena mereka semakin miskin. Pernyataan Winslow ini adalah suatu pernyataan proses yang sirkuler dan komulatif yang terus menerus menurun  ketingkat yang lebih rendah yaitu dimana satu faktor negatif menjalankan dua peranan sekaligus yaitu menjadi sebab dan akibat dari faktor-faktor negatif lainnya.[footnoteRef:17] [17:   Soemitro, Ronny H, Studi Hukum dan Kemiskinan, Tugu Muda, Semarang, 1989, hlm. 45.] 

Adapun faktor penyebab kemiskinan secara manusia dan non manusia. Faktor penyebab kemiskinan secara manusia yaitu:
a) Sikap dan pola pikir serta wawasan yang rendah.
b) Kurang keterampilan.
c) Pola hidup konsumtif.
d) Sikap apatis.
e) Rendah diri.
f) Adanya gep antara kaya dan miskin.
g) Belenggu adat dan kebiasaan.
h) Adanya teknologi baru yang hanya menguntungkan kaum tertentu.
i) Adanya perusakan lingkungan hidup.
j) Pendidikan rendah.
k) Populasi penduduk yang tinggi.
l) Pemborosan dan kurang menghargai waktu.
m) Kurang motivasi mengembangkan prestasi.
n) Kurang kerjasama.
o) Pengangguran dan sempitnya lapangan pekerjaan.
p) Kesadaran politik dan hukum.
q) Kurangnya tenaga terampil bertumpun dikota.
Faktor penyebab kemiskinan secara non manusia :
a) Faktor alam, lahan tidak subur.
b) Keterampilan atau keterisolasi desa.
c) Sarana perhubungan tidak ada.
d) Kurang fasilitas umum.
e) Langkanya modal.
f) Tidak stabilnya harga hasil bumi.
g) Industrialisasi sangat minim.
h) Belum terjangkau media informasi.
i) Kurang berfungsinya lembaga-lembaga desa.
j) Kepemilikan tanah kurang pemerataan.[footnoteRef:18] [18:  http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-kemiskinan-jenis-faktor.html diakses pada 17 Februari 2017.] 


Satjipto Rahardjo berpendapat, bahwa kemiskina sekarang bukan disebabkan oleh faktor individual atau alam, melainkan disebabkan oleh proses-proses serta institusi yang terdapat dalam masyarakat. Hukum dapat dimasukkan dalam institusi tersebut disamping institusi-institusi lainnya. Hal ini dapat dimengerti karena di dalam negara yang berdasarkan hukum, maka warga negara yang ingin meningkatkan kesejahteraan harus berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, mereka tidak dapat bertindak melalui dan mengikuti proses alami, melainkan dituntut untuk dilakukan melalui jalur hukum yang telah di tetapkan. Dalam hal ini hukum dapat menjadi penghambat atau kendala pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan menimbulkan kemiskinan. Misalnya tindakan yang secara ekonomi adalah sah untuk dilakukan, tetapi oleh hukum dapat dimungkinkan dan dinyatakan dilarang, atau untuk melakukannya harus ditempuh melalui prosedur hukum tertentu.[footnoteRef:19] [19:  Satjipto Rahardjo, Memikirkan Hubungan Hukum dan Kemiskinan, Gema Keadilan, Nomor 1 Tahun Ke 15, 1991, hlm. 21.] 


2) Pengertian Hukum
Pengertian hukum itu diangkat dari pengertian sehari-hari dan ada pula yang diciptakan secara khusus sebagai suatu teknik seperti contoh jual-beli, penganiayaan dan ganti rugi. Akan tetapi ada perbedaan antara keduanya dimana pengertian hukum itu memiliki batas-batas dan mempunyai isi yang jelas serta dirumuskan secara pasti.Hukum bukanlah institusi yang kaku dan kolot, jika demikian adanya maka kondisi tersebut bisa dikatakan sebagai ajang kematian hukum.[footnoteRef:20] [20:  Suteki, Desain Hukum Di Ruang Sosial, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm. ix.] 

Pengertian hukum merupakan suatu kategori tertentu dalam konteks berpikir secara hukum dan oleh karenanya hanya boleh diartikan dalam konteks itu saja.[footnoteRef:21]Adapun pendapat-pendapat yang lain seperti Soerjono soekanto dan Purnadi purbacaraka menyebutkan arti yang diberikan masyarakat pada hukum yaitu : [21:  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 43.] 

a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.
b. Hukum sebagai disiplin yakni suatu sistem ajaran tentang gejala yang dihadapi.
c. Hukum sebagai kaidah yakni pedoman sikap yang pantas.
d. Hukum sebagai tata hukum yakni terstruktur/kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu (hukum positif tertulis).
e. Hukum sebagai petugas pemerintah.
f. Hukum sebagai penguasa yakni hasil proses diskresi tentang keputusan penguasa.
g. Hukum sebagai proses pemerintahan yakni hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok sistem kenegaraan.
h. Hukum sebagai perikelakuan teratur.
i. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai yakni jalinan konsepsi abstrak tentang apa yang baik dan buruk.[footnoteRef:22] [22:  Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masayarakat, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37-39.] 

Pengertian hukum tersebut menunjukkan cakupan yang sangat luas pada pengertian hukum yang secara normatif ada dalam Undang-Undang saja. Dalam hal ini penulis memilih pengertian hukum merupak kebijakan dari para pejabat dan bukan hanya hukum positif tertulis saja.

3) Fungsi Hukum
Hoebel berpendapat bahwa ada empat fungsi dasar hukum yaitu :
a) Menetapkan hubungan-hubungan antar anggota masyarakat, dengan menunjukkan jenis-jenis tingkah laku yang diperkenankan dan apa pula yang dilarrang.
b) Menentukan pembagian kekuasaan dan mencari siapa saja yang boleh melakukan paksaan serta siapakah yang harus menaatinya dan sekaligus memilih sanksi-sanksinya yang tepat dan efektif.
c) Menyelesaikan sengketa

d) Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keadaan kehidupan yang berubah-ubah, yaitu dengan merumuskan kembali hubungan yang esensial antara anggota-anggota masyarakat.[footnoteRef:23] [23:  Esmi Warassih, Peranan Hukum dan Fungsi-Fungsinya, Masalah-Masalah Hukum, Nomor 5, 1991, hlm. 6.] 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini maka perlu untuk dijelaskan adalah fungsi hukum dalam prespektif social engineering atau penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah masyarakat. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum sangat mungkin digunakan sebagai alat oleh pelopor perubah (agent of change).
Pelopor perubahan adalah seorang atau kelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk memimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan dalam menjalankan hal itu langsung tersangkut dengan tekanan-tekanan untuk melakukan perubahan. Setiap perubahan sosial yang dikehendaki atau yang direncanakan selalu berada dibawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Oleh karena itu cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem-sistem yang direncanakan dan diatur lebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning.[footnoteRef:24] [24:  Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum , Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.107.] 

Dalam rangka pembangunan di daerah, perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat termasuk di dalamnya lembaga swadaya masyarakat serta peranan pemerintah daerah dalam pembangunan yang berkelanjutan. Sebagian besar kantong-kantong kemiskinan berada di pedesaan. Oleh karena itu usaha untuk mengentaskan kemiskina seharusnya diupayakan dari pedesaan. Upaya tersebut antara lain ditempuh melalui pembentukan lembaga swadaya masyarakat untuk menghimpun dana pembangunan daerah pedesaan khususnya. Pembangunan yang meliputi segala bidang kehidupan tidak dapat hanya dilakukan hanya oleh sebagian masyarakat, melainkan melibatkan partisipasi seluruh rakyat.
Salah satu cara untuk menghimpun dana untuk pembangunan yaitu dengan Perda CSR. Adanya CSR diharapkan perusahaan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, berjalan berkelanjutan dan sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Disisi lain, belum ada peraturan yang bisa dijadikan sebagai payung hukum Perda CSR, karena rancangan peraturan pemerintah tanggungjawab sosial dan lingkungan diamanahkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 sampai dengan saat ini belum selesai dibahas di DPR.
Apabila Perda CSR muncul setidaknya memunculkan 4 kemungkinan :[footnoteRef:25] [25: http://forumcsrkessos.or.id/2016/06/csr-dan-kepentingan-pemerintah-daerah/ diakses pada 18 Februari 2016.] 

a) Ada kesan Pemda berupaya membagi beban tanggungjawab pembanguna kepada perusahaan.
b) Ada upaya meraup dana untuk pembangunan daerah yang bersumber dari pihak ketiga
c) Pemda berupaya mengelola program CSR satu atap di koordinir oleh Pemda.
d) Pihak perusahaan tidak serius dalam mendesain dan melaksanakan CSR.
Jika pelaksanaan CSR diatur dalam Perda maka dalam hal ini memberikan kepastian pelaksanaan program sosial perusahaan di daerah itu. Seperti halnya Provinsi Sumatera Utara yang sedang menyusun rancangan peraturan Daerah tentang CSR untuk menyiapkan diri guna memenuhi stadar internasional. Adapun isi Ranperda tentang tanggung jawab sosial perusahaan yaitu berisi delapan bab.
Salah satu pasalnya yakni pasal 5 ranperda itu disebutkan ketentuan ruang lingkup CSR yang meliputi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi atas pemulihan atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan. Berdasarkan dalam pasal ini sudah ditentukannya tujuan yang ingin dicapai.[footnoteRef:26] [26:  https://tirto.id/pelaksanaan-csr-bakal-diatur-dalam-perda-skC diakses pada 18 Februari 2016.] 

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun Peraturan tentang CSR yang sesuai dengan nilai keadilan sosial. Kendati hukum memang seharusnya menjadi alat legitimasi kebijakan tetapi pada suatu saat kita harus berani melakukan rule breaking sehingga kita menjadi lebih kreatif dalam penegakkan hukum agar tujuan sejati hukum untuk menciptakan kesejahteraan atau kebahagiaan tercapai.

4) Hubungan Hukum dan Kemiskinan
Dalam era industrialisasi sebagai ciri dunia ketiga, pada kenyataanya kemiskinan masih merupakan sosok yang nyata yang meliputi bagian besar penduduknya. Kemiskinan dapat terjadi disebabkan oleh karena lembaga-lembaga yang membentuk masyarakat yaitu pada tingkah laku yang berulang-ulang dari anggota masyarakatnya. Peraturan-peraturan hukum menetapkan norma-norma tingkah laku. Peraturan tersebut mengatur tentang segala sesuatu yang diperbolehkan dan sekaligus membatasi, disamping juga menetukan norma-norma yang tidak boleh dilakukan warga masyarakat yang dikenai sasaran peraturan tersebut.
Seidman berpendapat, bila para penguasa di dunia ketiga hendak merubah lembaga-lembaga masyarakat mereka harus menggunakan sistem hukum untuk menetapkan norma-norma tingkah laku baru dengan menghormati lembaga-lembaga yang maksud dan mengusahakan terbentuknya sarana-sarana untuk mendorong tingkah laku yang sesuai. Lembaga-lembaga sosial, politik dan ekonomi di dunia ketiga dapat menghasilkan kemiskinan untuk menggunakan sistem hukum guna mengubah lembaga-lembaga itu memerlukan sebuah modal yang menjelaskan bagaimana hukum memberikan pengaruh terhadap tingkah laku dan kemudian menggunakan pengetahuan itu untuk mendorong terciptanya tingkah laku baru yang mengurangi kemiskinan.[footnoteRef:27] [27: Soemitro, Ronny H, Studi Hukum... Op.Cit., hlm. 9.] 

Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa aspek yaitu lembaga pembuat hukum, lembaga penerap sanksi, pemegang peran serta kekuatan sosial dan personal, budaya hukum serta umpan balik dari proses bekerjanya hukum yang berjalan. Seidman juga menggambarkan model bekerjanya hukum dalam masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku pemegang peran dengan diagram berikut :
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Gambar 1.2 Model Bekerjanya Hukum

Dikemukakan alasan-alasan pemegang peran bertingkah laku seperti yang sesungguhnya mereka melakukan, berdasarkan norma tertentu yang oleh pembuat peraturan hukum ditunjukkan pada mereka yaitu :[footnoteRef:28] [28:  Suteki, Desain Hukum... Op.Cit., hlm. 118-119. ] 

a) Pemegang peran melakukan tingkah laku pilihan dari beberapa alternatif tingkah laku bila mereka memahami tingkah laku itu.
b) Tingkah laku antisipasi dari pihak lain merupakan bagian alternatif pilihan tiap pemegang peran dalam proses pembuatan hukum dan penegakannya.
c) Peranan pemegang peran ditentukan oleh norma-norma yang berlaku.
d) Sistem hukum terdiri dari norma-norma yang diundangkan oleh negara.
e) Setiap peraturan hukum yang ditujukan untuk merubah tingkah laku pemegang peran berarti merubah alternatif pilihan tingkah laku dengan merubah peraturan hukum itu sendiri dan dengan mengubah antisipasi tingkah laku oleh pihak-pihak lain.
f) Dalam proses penyelenggaraan hukum, pemegang peran akan bertindak sesuaai dengan peraturan hukum berdasar lasan-alasan yang disetujui oleh mereka dan tingkah laku yang ditujukan pada mereka dan karena kenyataan bahwa mereka menduduki peran dalam lembaga penegak hukum.
g) Dalam proses pembuatan hukum, pemegang peran akan bertidak sesuai dengan peraturan hukum berdasarkan alasan-alasan yang mereka setujui dan karena alasan tingkah laku yang ditujukan pada mereka dan peserta dalam proses penyelenggaraan peran dalam lembaga pembuat hukum.


5) Corporate Social Responsibility (CSR)
Bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[footnoteRef:29] [29:  Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 8.] 

Perkembangan CSR tidak bisa terlepas dari konsep pembangunan berkelanjutan (sustainability development). The Brundtland Comission, merupakan komisi yang dibentuk untuk menanggapi meningkatnya keprihatinan dari para pemimpin dunia menyangkut peningkatan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang semakin cepat serta mencermati dampak kerusakan lingkungan hidup terhadap ekonomi dan pembangunan sosial.
Pengenalan Konsep Sustainability Development memberikan dampak kepada perkembangan definisi dan konsep CSR. The Organization For Economic Cooperation and Development (OECD) merumuskan CSR sebagai kontribusi bisnis bagi pembangunan berkelanjutan serta adanya perilaku korporasi yang tidak semata-mata menjamin adanya pengembalian bagi pemegang saham melainkan perusahaan memperhatikan hal dianggap penting oleh masyarakat.[footnoteRef:30] [30: http://www.malindocsr.org/en/research-publication/8-csr-dan-kepentingan-pemerintah-daerah diakses pada 18 Februari 2017.] 


Pada saat ini ada empat aturan hukum yang mewajibkan perusahaan tertentu melaksanakan aktivitas CSR atau tanggungjawab sosial dan lingkungan, serta satu panduan internasional mengenai tanggungjawab berkelanjutan diantaranya :[footnoteRef:31] [31: http://forumcsrkessos.or.id/2016/06/csr-dan-kepentingan-pemerintah-daerah/ diakses pada 18 Februari 2017.] 

a) ISO 26000, merupakan standar internasional dalam bidang CSR yang terfokus pada tata kelola organisasi, HAM, ketenagakerjaan, lingkungan, praktek operasi yang adil dan pengembangan masyarakat. ISO bertujuan membantu organisasi dalam pelaksanaan CSR itu sendiri.
b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dimana dalam pasal 74 ayat (1) diatur bahwa: perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
c) Bagi perusahaan pengelola minyak dan gas bumi terikat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang minyak dan gas bumi. Dalam pasal 13 ayat 3(p) menyebutkan bahwa kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.

d) Bagi penanaman modal asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dalam pasal 15 (b) dinyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
e) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN/Per-05/MBU/2007 pasal 1 ayat (6) dijelaskan program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
Uraian di atas kiranya dapat dipahami bahwa dalam menelaah hubungan hukum dan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep atau model bekerjanya hukum dalam masyarakat yakni memberdayakan CSR untuk mengentaskan kemiskinan. Bertitik tolak dari batasan model yang dikemukakan oleh Seidman, dapat diketahui dalam peranan hukum dalam mengubah dan mengarahkn perilaku atau pola-pola tingkah laku pemegang peran, dalam hal ini adalah warga masyarakat.
Apabila perubahan perilaku ini dapat dilaksanakan maka hukum dalam bekerjanya dapat berfungsi sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat (a tool of social engineering). Dengan demikian pada tingkatan tertentu diharapkan hukum dapat menanggulangi bahkan meniadakan kemiskinan yang ada.
Sementara itu menurut Satjipto Rahardjo, dalam negara Indonesia berdasarkan hukum ini, cara-cara hukum memegang peranannya di bidang manajemen bidang-bidang kehidupan seperti, sosial dan ekonomi. Cara-cara tersebut pada akhirnya akan mempertemukan usaha penanggulangan kemiskinan dengan hukum. Sajipto juga menunjukkan betapa kompleks serta rumitnya interaksi masalah hukum dengan masalah sosial, dalam hal ini kemiskinan. Hukum yang diharapkan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan mungkin kurang berhasil untuk mengerjakannya. Bahkan secara sosiologis juga bisa ditemukan keadaan bagaimana hukum justru merupakam hambatan dalam usaha menanggulangi kemiskinan. Bagi hukum sendiri apabila segala sesuatunya telah dijalankan sesuai dengan prosedur hukum, maka masalahnya sudah diselesaikan dengan baik.[footnoteRef:32] [32:  Hermansyah, Hukum Perbankan... Op.Cit., hlm. 120.] 

Dengan memperhatikan kenyataan tersebut di muka, apabila hukum diharapkan untuk bisa dipakai sebagai sarana pemberdayaan CSR untuk menanggulangi kemiskinan, maka usaha hendaknya dilakukan dengan koordinasi, konsolodasi dan kerja sama yang lebih baikdi bidang-bidang lain. Penanggulangan hukum saja tanpa bersama-sama dengan bidang lain, akan mengurangi hasil yang ingin dicapai. Maka penanganan masalah kemiskinan ini dilakukan secara holistik.
2. Kerangka Teoretis
a. Teori Bekerjanya Hukum R. Seidmen
1) Setiap peraturan memberitahu bagaimana seorang pemegang peranan (role occupant) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan komplek sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
2) Bagaiman lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenali diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.
3) Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan komplek kekuatan sosia, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.


b. Stakeholder Theory
Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder yaitu pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain. Definisi stakeholder telah berubah selama empat dekade terakhir, yang pada mulanya, pemegang saham dipandang sebagai satu-satunya stakeholder perusahaan. Seiring berjalannya waktu, pandangan akan stakeholder berubah dengan memperluas definisi, tidak hanya kelompok pemegang saham saja yang dipandang sebagai stakeholder dari perusahaan, bahkan kelompok yang tidak menguntungkan (adversial grup) seperti pihak regulator dan pihak yang memiliki kepentingan tertentu juga dimasukkan dalam cakupan stakeholder. Kelompok stakeholder inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengungkap atau tidak suatu informasi di dalam laporan perusahaan tersebut. Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi stakeholder.[footnoteRef:33] [33:  Imam Ghozali dan Anis Chariri, Teori Akuntansi, Badan Penerbit Undi, Semarang, 2007, hlm. 409.] 


Corporate Social Responsibility merupakan strategi perusahaan untuk memuaskan keinginan para stakeholder, makin baik pengungkapan Corporate Social Responsibility yang dilakukan perusahaan maka stakeholder akan makin terpuaskan dan akan memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitasnya yang bertujuan untuk menaikan kinerja dan mencapai laba.

c. Legitimacy Theory
Legitimacy theory menyatakan bahwa perusahaan harus dapat menyesuaikan dengan sistem nilai yang telah diterapkan masyarakat. Usaha perusahaan antara lain diwujudkan melalui pengungkapan sosial. Hal tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar aktivitas dan keberadaan perusahaan terlegitimasi di mata masyakat.
Hal yang melandasi teori legitimasi adalah kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Perusahaan beroperasi dalam lingkungan eksternal yang berubah secara konstan dan mereka berusaha menyakinkan bahwa perilaku mereka sesuai dengan batas-batas dan norma masyarakat. Teori legistimasi memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat.[footnoteRef:34] O’Donovan berpendapat bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (going concern).[footnoteRef:35] [34:  Ibid., hlm. 412.]  [35:  Nor Hadi, Corporate Social Responsibility, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 87.] 

Teori legitimasi kaitannya dengan kinerja sosial dan kinerja keuangan adalah apabila jika terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dan sistem nilai masyarakat (atau sering disebut legitimacy gap), maka perusahaan dapat kehilangan legitimasinya, yang selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Namun demikian harus diingat bahwa keberadaan dan besarnya legitimacy gap bukanlah hal yang mudah untuk ditentukan, yang penting adalah bagaimana perusahaan berusaha memonitor nilai-nilai perusahaan dan nilai-nilai sosial masyarakat dan mengindentifikasi kemungkinan munculnya gap tersebut.[footnoteRef:36] [36:  Imam Ghozali dan Anis Chariri, Teori Akuntansi... Op.Cit., hlm. 413.] 

Untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat, perusahaan melakukan aktivitas pertanggung jawaban sosial. Dengan menerapkan CSR, diharapkan perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan dapat memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang


d. Kontrak Sosial
Kontrak sosial (social contract) muncul adanya interelasi dalam kehidupan sosial masyarakat, agar terjadi keselarasan , keserasian dan keseimbangan termasuk terhadap lingkungan. Perusahaan,yang merupakan kelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan berusaha mencapai tujuan secara bersama, adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan yang lebih besar. Keberadaanya, sangat di tentukan oleh masyarakat , di mana antara keduanya saling pengaruh-menpengaruahi. Untuk itu, agar terjadi keseimbangan (equality), maka perlu kontrak sosial (social contract) baik secara eksplisit maupun implisit sehingga terjadi kesepakatan-kesepakatan yang saling melindungi kepentingannya.
Social contract dibangun dan dikembangkan, salah satunya umtuk menjelaskan hubungan antara perusahaan terhadap masyarakat (society). Di sini, perusahaan (ataupun bentuk organisasi lainnya), memiliki kewajiban kepada masyarakat untuk member kemanfaatan bagi masyarakat setempat. Interaksi perusahaan (dalam organisasi) dengan masyarakat akan selalu berusaha untuk memenuhi dan mematuhi aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat (community norm), sehingga perusahaan dapat dipandang legitimate.[footnoteRef:37] [37:  Deegan, C., Rankin, M. and Voght, P. (2000), Firms’ Disclosure Reactions to Social Incidents: Australian Evidence, Accounting Forum. Vol. 24, No. 1, pp. 120.] 


E. Metode Penelitian
Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian.[footnoteRef:38] [38:  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 6.] 

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisa dan memeriksa secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.[footnoteRef:39] [39:  Ibid., hlm. 43.] 

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian yang telah ditentukan, yaitu :
1. Metode Pendekatan
Penelitian hukum sosiologis (socio-legal research) merupakan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini ada tahapan implementasi atau penerapan hukum di lapangan (law in action). Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang berkaitan dengan aspek perilaku masyarakat terhadap hukum.

Oleh karena itu data yang diambil merupakan data primer (lapangan). Penelitianlapangan dalam penelitian ini meliputi peranan pertambangan emas yang terhadap pertumbuhan sosial dan  ekonomi masyarakat setempat di Tapanuli Selatan.
Dalam penelitian normatif sosiologis di sini hukum tidak dikonsepkan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel yang lain. Penggunaan metode ini dengan cara menghimpun konsep dan fakta-fakta tertentu serta maksud digunakannya metode ini adalh untuk memahami hubungan antara aspek-aspek hukum dengan realitas empirik di dalam masyarakat.
Metode kualitatif dipergunakan untuk mendapatkan data deskriptif tentang peranan pertambangan emas terhadap pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat setempat di Tapanuli Selatan khususnya di Kecamatan Batang Toru Provinsi Sumatera Utara. 
Melalui ini penelitian ini akan dilakukan penelitian melalui wawancara, observasi, dan perekaman dengan cermat terhadap berbagai data yang ada dilapangan untuk memperoleh penjelasan atas permasalahan yang diteliti beserta hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukumnya serta mencoba menjelajahi realita empirik dalam masyarakat. 

Pendekatan ini digunakan dalam temuan serta konsep-konsep pada peranan pertambangan emas terhadap pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.[footnoteRef:40] Pendekatan ini tidak berhenti pada hukum dalam ketentuan perundang-undangan, namun melihat hukum dalam konsepsi hukum yang hidup dalam masyarakat.[footnoteRef:41] [40:  Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 40.]  [41:  Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma.Metode dan Dinamika Masalahnya, HuMa, Jakarta, 2012, hlm. 160.] 


2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi pada penelitian ini ialah deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara menyeluruh/mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Pendekatan socio-legal dimaksudkan untuk melakukan studi secara menyeluruh dengan cara menggabungkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dari dua atau beberapa disiplin (interdisipliner) untuk menjawab suatu persoalan hukum. dalam hal ini, masalah hukum diselesaikan dengan menggabungkan kajian hukum dan yuridis-sosiologis, khususnya pluralism hukum.[footnoteRef:42] [42:  Reza Banakar and Max Travers, “law Sociology and Method”, in Social and Legal Studies, International Institute, 2003, p. 4-5. Menurut Esmi Warassih, konsep hukum dimaknai sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi mereka. Lihat, Esmi Warassih, “Urgensi Memahami Hukum dengan Pendekatan Socio-Legal dan Peranannya dalam Penelitian”. Makalah Seminar Nasional Penelitian dalam Perspektif Socio-Legal dan, Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip, Semarang, 22 Desember 2008, hlm. 6. Tujuan Socio-Legal Research sendiri merupakan suatu pemahan hukum secara lebih menyeluruh. Model penelitian ini, terutama untuk hal-hal yang tidak terjangkau oleh ancangan normatif. Lihat Satjipto Rahardjo, Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia: kaitannya dengan profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 43. Kajian ini juga melihat hukum dalam konteks masyarakat. Satjipto Rahardjo, Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, 2009, hlm. 127. Brian Z. Tamanaha, A General Jurisprudence of Law and Society, Oxford University Press, New York, 2006, p. 2.] 

3. Jenis Data
Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang difokuskan berdasarkan pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadinya penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan.
Adapun data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Data Primer
Data yang diperoleh dari pemerintahan yakni dari Camat Batang Toru, lembaga penerap sanksi yakni Kapolsek Batang Toru dan pemegang peran disini adalah warga desa Aek Pining.

b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan teknik studi pustaka.
Data sekunder dibidang hukum dapat diperoleh dari:
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari bahan-bahan hukum dan ketentuan hukum positif termasuk perundang-undangan.
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
5) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Terkait Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara
7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah Pertambangan.
9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineraal dan Batubara.
10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
13) Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral
14) Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral
15) Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.


b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi bahan-bahan pustaka yang relevan, dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang berupa :
1) Buku-buku literatur. 
2) Tulisan para sarjana hukum. 
3) Kajian di situs internet. 
4) Hasil penelitian dan jurnal hukum. 
5) Artikel ilmiah. 
6) Makalah hasil seminar.

c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi-informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus-kamus, ensiklopedia, artikel-artikel, majalah, Koran, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peranan pertambangan.[footnoteRef:43] [43:  Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, Pustaka Setia, Bandung, 2002,  hlm. 152. ] 




4. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi (pengamatan) dan wawancara pada lokasi penelitian, yakni Kabupaten Tapanuli Selatan. sedangkan data sekunder adalah data tambahan yang dilakukan dengan studi kepustakaan, baik itu yang terdapat pada naskah, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya yang dapat dijadikan sebagai penunjang dan pendukung di dalam melakukan analisa.
Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sedangkan instrumental pendukung yang digunakan adalah wawancara secara mendalam dan tidak terstruktur dan observasi. Untuk mendapatkan kepercayaan orang-orang yang menjadi penelitian sasaran penelitian. Sedangkan informan kunci (key-informant) ditentukan dengan prinsip fleksibel dan mengalir (snowballing). Adapun informan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:
1) Pimpinan perusahaan pertambangan emas
2) Camat Batang Toru
3) Dandramil Batang Toru dan Dandramil Pargarutan
4) Kapolsek Batangtoru.
5) Kepala Desa Aek pining


5. Analisis dan Validasi Data
Tujuan analisis di dalam penelitian adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur, serta tersusun hingga lebih berarti. Proses analisis merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan-rumusan dan pelajaran-pelajaran atau hal-hal yang diperoleh dari suatu obyek penelitian[footnoteRef:44] [44: Marzuki, Metodologi Riset, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, 2000, hlm. 87.] 

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisi data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[footnoteRef:45] [45:  Soerjono Soekanto, Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Depok, 1982, hlm. 12.] 

Pengecekan kesalahan dan keakuratan teknik triangulasi data. Menurut Sanafiah Faisal, triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekkan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.
Tujuan triangulasi adalah mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumbe yang lain, pada berbagai fase penelitian lapangan. Triangulasi tidak sekedarmenilai kebenaran data, akan tetapi juga menyelidiki validitas tafsiran mengenai data. Oleh sebab itu triangulasi harus bersifat refleksif.
Menurut S. Nasution, triangulasi adalah data atau informasi dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain. Misalnya dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya dengan menggunakan metode yang berbeda-beda. Tujuannya adalah membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data ini untuk mencegah bahaya-bahaya subyektif.
Menurut Lexy J. Moleong, triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekkan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lain. Hal ini dilakukan dengan cara : 
1) Membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara.
2) Membandingkan dengan apa yang dikatakan oleh orang – orang tentang situasi penelitian dengan apa yang diakatakannya secara pribadi.
3) Membandingkan dengan keadaan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang dari rakyat biasa, berpendidikan menengah.
4) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Maka validasi data menggunakan teknik triagulasi sumber (menggunakan komparasi data dan sumbernya untuk mensistematisasi perbedaan dan persamaan pandangan berdasarkan kualifikasi dan situasi sumber dengan dokumen) dan metode (pengecekan melalui teknik pengumpulan data, observasi partisipatif, dan wawancara mendalam) sangat diperlukan.
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	Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pekerja Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia.






Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial (Studi Tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau(DBHCHT) Untuk Program Pengentasan Kemiskinan)
	a. Perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pekerjameliputi Undan-Undang No.1 tahun 1995, Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Undang-Undang No. 28 tahun 2000 tentang perubahan UU No. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah No. 83 tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program Jamsostek.
b. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pekerja dalam meningkatkan sumber daya manusia berbeda-beda prosedurnya dan hanya perusahaan-perusahaan skala besar dan multinasional saja yang melaksanakannya dengan baik.

a. Kebijakan Pengaturan penggunaan alokasi DBHCHT terkait dengan program pembinaan lingkungan sosial dilakukan berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai yakni pasal 66. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa pembagian DBHCHT dengan komposisi 30 persen untuk provinsi penghasil, 40 persen untuk kabupaten/kota daerah penghasil dan 30 persen untuk kabupaten/kota lainnya. Seperti di Kabupaten Malang mengupayakan dana tersebut untuk membangun poliklinik, pembangunan ruang khusus rokok, pembinaan industri kecil menengah. Dan di Kabupaten Kudus dana ini digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat kudus.
b. Produk kebijakan pengaturan penggunaan alokasi DBHCHT mampu mengarahkan Pemerintah Daerah Melaksanakan Program Pembinaan Lingkugan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan.
c. Strategi idealnya yakni dengan memberdayakan masyarakat, mengurangi beban hidup masyarakat dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
	Tesis penulis dan penelitian Tesis Galuh Kartiko memiliki kajian yang sama tentang tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) perusahaan. Tetapi disini penulis ingin meneliti tentang CSR untuk mengentaskan kemiskinan yang ada disekitar perusahaan bukan hanya pekerjanya saja.

Tesis penulis dengan penelitian ini memiliki unsur yang sama yakni mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi peneliti sebelumnya menggunakan studi tentang kebijakan Pemda  dalam Pengelolaan DBHCHT sedangkan penulis ingin meneliti tentang Pemberdayaan CSR dalam mengentaskan kemiskinan Terutama di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.




BAB II
TINJAUAN PUSTAKA


A. Tinjauan Umum Tentang Kemiskinan
1. Pengertian Kemiskinan
Menurut Chambers, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu intergrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu : 1) kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis.[footnoteRef:46] [46:  Adit Agus Prasetyo, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan, UNDIPRESS, Semarang, 2010, hlm. 18.] 

Definisi menurut Cahyat, kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan.[footnoteRef:47] [47:  A Cahyat, Gonner, and M Haug, Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga : Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat, Indonesia, CIFOR Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 2.] 
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Secara umum, kemiskinan dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu :[footnoteRef:48] [48:  Ibid., hlm. 2.] 

1) Kemiskinan absolut
Kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya, yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Bank dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan di bawah USD $1/hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah $2/hari.
2) Kemiskinan Relatif
Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin. Dengan kata lain, kemiskinan relatif berkaitan erat dengan permasalahan distribusi pendapatan.




2. Garis Kemiskinan
Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan lebih tinggi di negara maju dari pada di negara berkembang.[footnoteRef:49] Hampir setiap masyarakat memiliki rakyat hidup dalam kemiskinan. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosial-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan. [49:  Ray Debraj, Development Economics, Princeton University Press, New Jersey, 1998, hlm. 37.] 


3. Konsep Kemiskinan
Kemiskinan merupakan konsep yang berwayuh wajah, bermatra multidimensional. Menurut Ellis, dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis.[footnoteRef:50] Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumberdaya dalam konteks ini menyangkut tidak hanya aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan (wealth) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan konsepsi ini, maka kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumberdaya yang dimiliki melalui penggunaan standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (poverty line). Cara seperti ini sering disebut dengan metode pengukuran kemiskinan absolut.[footnoteRef:51] [50:  Ellis, G.F.R, The Dimension of Poverty, The Dryden Press, Chicago, 1984, hlm. 242.]  [51:  Ray Debraj, Development Economics... Op.Cit., hlm. 16.] 

Garis kemiskinan yang digunakan BPS sebesar 2.100 kalori per orang per hari yang disetarakan dengan pendapatan tertentu atau pendekatan Bank Duni yang menggunakan 1 dolar AS per orang per hari, adalah contoh kemiskinan absolut. Secara politik, kemiskinan dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (power). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumberdaya.[footnoteRef:52] [52:  Ibid., hlm. 17.] 

Kemiskinan secara sosial-psikologis menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Dimensi kemiskinan ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangi seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat. Faktor penghambat tersebut secara umum meliputi faktor internal dan eksternal.


Faktor internal datang dari dalam diri si miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya. Sedangkan, faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumberdaya.[footnoteRef:53] [53:  Ibid., hlm. 18.] 


4. Penyebab Kemiskinan
Kemiskinan disebabkan oleh berbaga hal. Menurut Sharp, setelah melakukan identifikasi, penyebab kemiskinan dari segi ekonomi adalah :[footnoteRef:54] [54:  Mudrajad Kuncoro, Masalah, Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembangunan, Erlangga, Jakarta, 1997, hlm. 80.] 

1) Kemiskina secara makro lahir karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, adanya sekelompok orang yang memonopoli kepemilikan atas sumber daya dapat mengakibatkan munculnya kemiskinan.
2) Kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia, hal ini terlihat bahwa kekurangan orang miskin untuk maju adalah karena mereka tidak memiliki keilmuan, pengetahuan dan keahlian seperti yang dimiliki oleh orang yang kaya.
3) Kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan akses dalam modal, hal ini yang sering kali menjadi ketakutan orang apabila hendak berwirausaha, yaitu keterbatasan modal, sementara di sisi lain ada sekelompok orang yang mampu memiliki akses terhadap sumber-sumber permodalan yang ada.
Selain itu, Tadoro menambahkan tinggi rendahnya tingkat kemiskinan suatu negara tergantung pada faktor utama, yaitu : 1) tingkat pendapatan nasional dan 2) lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan.[footnoteRef:55] [55:  Michael P Todaro & Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Erlangga, Jakarta, 2006, hlm. 66.] 

Tadoro juga menjelaskan bahwa adanya variasi kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :[footnoteRef:56] [56:  Mudrajad Kuncoro, Masalah, Kebijakan... Op.Cit., hlm. 37.] 

1) Luasnya negara.
2) Perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan.
3) Perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya.
4) Relatif pentingnya sektor publik dan swasta.
5) Perbedaan struktur industri.
6) Perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik, negara lain.
7) Perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.




B. Tinjauan Umum Tentang Hukum
1. Pengertian Hukum
Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih.
Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman Recht, istilah Perancis Droit, dan istilah Italia Diritto, diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa.[footnoteRef:57]  [57:  Hans Kelsen, Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Nusamedia, Bandung, 2007, hlm. 34-37.] 

Walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, definisi dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Meskipun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apa itu hukum, namum Utrecht telah mencoba membuat suatu batasan yang dimaksud sebagai pegangan bagi orang yang hendak mempelajari ilmu hukum. 
Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.[footnoteRef:58] [58:  Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2005, hlm.38.] 

Hans Kelsen, mengartikan hukum adalah tata aturan (rule) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (rule) tetapi separangkat aturan (rules) yeng memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.[footnoteRef:59] [59:  Jimly Asshidiqie dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006, hlm.13.] 

Pengertian lain mengenai hukum, disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, yang mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.[footnoteRef:60] [60:  Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum... Op.Cit., hlm.45.] 

Van Doorn, sosiolog hukum Belanda mengutarakan bahwa:[footnoteRef:61] [61:  Satjipto Raharjo, Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 4.] 

“Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya.”

John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris, mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya yang mengandung 4 (empat) unsur, yaitu : perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.[footnoteRef:62] [62:  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 34.] 



Pendapat Friedrich Karl Von Savigny, seorang pemuka ilmu sejarah hukum dari Jerman mengemukakan bahwa hukum merupakan perwuju dan dari kesadaran hukum masyarakat (volkgeist). Menurutnya semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang.[footnoteRef:63] [63:  Ibid., hlm. 38-39.] 

Pendapat Rudolph Von Ihering, mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Von Ihering menganggap hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya. Menurutnya hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.[footnoteRef:64] [64:  Ibid., hlm. 41.] 

Hestu Cipto Handoyo, mengungkapkan bahwa “hukum” bila ditinjau dari sudut kefilsafatan adalah mempelajari sebagian dari tingkah laku manusia, yaitu : tingkah laku (atau perbuatan manusia) dalam kehidupan antar pribadi yang akibatnya diatur oleh hukum dengan menitikberatkan pada tujuan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketenteraman dan dalam pergaulan hidup itu tercakup pula dalam aspek pemenuhan kedamaian.[footnoteRef:65] [65:  Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2008, hlm. 8.] 



2. Penegakkan Hukum
Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.
Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (law enforcement) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo, menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (law enforcement) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut rechistoepassing dan rechtshandhaving (Belanda), law enforcement dan application (Amerika).[footnoteRef:66] [66:  Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 175-183.] 

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.[footnoteRef:67] [67:  Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.] 

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto, adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.[footnoteRef:68]  [68:  Soerjono Soekanto, Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial, Ghalia Indonesia, Surabaya, 1983, hlm. 3.] 

Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.[footnoteRef:69] Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur : pertama kepastian hukum (rechtssicherheit), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (fiat justitia et pereat mundus). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (zweekmassigkeit), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (gerechtigheit), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistik dan tidak menyamaratakan. [69:  Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160-161.] 

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi, pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (gebot, command) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (ermachtigen, to empower), membolehkan (erlauben, to permit), dan menyimpangi (derogieren, to derogate). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.[footnoteRef:70] [70:  Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008, hlm. 42.] 

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris law enforcement, bahasa Belanda rechtshandhaving.[footnoteRef:71] Beliau mengutip Handhaving Milieurecht, bahwa pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Handhaving meliputi fase law enforcement yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase compliance yang berarti preventif. [71:  Andi Hamzah, Penegakkan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 48-49.] 

Koesnadi Hardjasoemantri, mengemukakan : 
“Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana.”[footnoteRef:72]  [72:  Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 375.] 

Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa :[footnoteRef:73] [73:  Ibid., hlm. 375-376.] 

“Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.”



Keith Hawkins mengemukakan, bahwa : 
“Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut compliance dengan conciliatory style sebagai karakteristiknya dan sanctioning dengan penal style sebagai karakteristiknya.”[footnoteRef:74]  [74:  Ibid., hlm. 376.] 


Pendapat lain dari Milieurecht, mengatakan bahwa :[footnoteRef:75] [75:  Ibid.] 

”Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (sluit stuk) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.”

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (welfare state).
Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.[footnoteRef:76] [76:  Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 33.] 

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :[footnoteRef:77] [77:  Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 52.] 

a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
c. Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.
Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.
Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :[footnoteRef:78] [78:  Dellyana, Shant, Konsep Penegakan... Op.Cit., hlm. 34.] 

1. Ditinjau dari sudut subyeknya :
Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.




2. Ditinjau dari sudut objeknya :
Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
Terhadap adanya jenjang/hierarki peraturan perundang-undangan, Hans Kelsen, mengatakan bahwa :[footnoteRef:79] [79:  Hans Kelsen, Teori Hukum... Op.Cit., hlm. 260.] 

“Hubungan antara norma yang mengatur penciptaan norma lain dan norma yang diciptakan sesuai dengan norma yang pertama bisa dikemukakan secara kiasan sebagai hubungan antara superordinasi dan subordinasi. Norma yang mengatur penciptaan norma lain berkedudukan lebih tinggi, norma yang diciptakan sesuai dengan norma yang disebut pertama itu berkedudukan lebih rendah. Tatanan hukum bukanlah sebuah sistem norma terkoordinir yang berkedudukan sama, melainkan sebuah hierarki norma hukum dengan berbagai jenjang.”

Dalam tatanan hukum nasional beliau mengatakan konstitusi merupakan jenjang tertinggi hukum positif, dalam pengertian material yaitu memahami konstitusi sebagai norma atau sekumpulan norma positif yang mengatur penciptaan norma-norma hukum umum. Dalam pengertian formal yaitu dokumen konstitusi sebagai konstitusi tertulis dapat berisi tidak hanya norma-norma yang mengatur penciptaan norma hukum, namun juga norma subyek lain yang penting secara politis, selain itu regulasi norma-norma yang terkandung dalam dokumen dapat dihapus atau diubah tidak sama dengan Undang-Undang biasa, namun harus dengan mekanisme legislasi atau tradisi.
Konstitusi memberikan wewenang kepada organ legislatif untuk menciptakan norma hukum umum. Norma hukum umum yang diatur dalam konstitusi adalah Undang-Undang dan peraturan. Undang-undang diciptakan oleh parlemen yang dipilih oleh rakyat, sedangkan peraturan merupakan penjabaran rinci dari Undang-Undang yang dibuat oleh organ administrasi atau merupakan kewenangan pemerintah, untuk menciptakan norma hukum umum yang bersifat pasti dalam situasi khusus. Norma hukum umum memiliki dua kategori sebagai norma hukum formil dan norma hukum materiil. Sebagai norma hukum formil, merupakan norma yang mengatur organisasi dan prosedur pengadilan dan otoritas pemerintah, yakni proses perdata, pidana dan administrasi, sedangkan sebagai norma hukum materiil merupakan norma umum yang menetapkan muatan dari keputusan yudisial dan administrasi dan disebut sebagai hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi.
Dengan adanya jenjang dimaksud, Hans Kelsen menyatakan ketentuan mengenai sumber hukum, yaitu merupakan alasan keabsahan suatu hukum, alasan utama atau norma dasar dari sebuah tatanan hukum, dalam pengertian hukum positif merupakan norma hukum positif yang lebih tinggi yang mengatur penciptaannya. 
Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa:[footnoteRef:80] [80:  Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Ed. Kedua, Cet. Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 48.] 

“Sumber penemuan hukum tidak lain adalah sumber atau tempat terutama bagi hakim untuk dapat menemukan hukumnya. Sumber utama penemuan hukum adalah peraturan perundang-undangan, kemudian hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional barulah doktrin. Jadi terdapat hierarki atau kewerdaan dalam sumber hukum, ada tingkatan-tingkatan. Oleh karena itu kalau terjadi konflik dua sumber, maka sumber hukum yang tertinggi akan melumpuhkan sumber hukum yang lebih rendah.”

Jenjang peraturan Perundang-undangan/hierarki ini dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditentukan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.







C. Tinjauan Umum Tentang Pemberdayaan
1. Pengertian Pemberdayaan
Pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu empowerment. Pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata dasar Power yang berarti kemampuan berbuat,mencapai,melakukan atau memungkinkan. Awalan em berasal dari bahasa latin atau yunani yang berati didalamnya, karena itu pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata pemberdayaan diterjemahkan sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan.[footnoteRef:81] [81:  Lili Badriadi, dkk, Zakat dan Wirausaha, CV. Pustaka Amri, Jakarta, 2005, hlm. 53.] 

Pranaka dan Moeljanto menjelaskan konsep pemberdayaan (empowerment) dilihat dari perkembangan konsep dan pengertian yang disajikan dalam beberapa catatan kepustakaan, dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman konsep dirasa penting, karena konsep ini mempunyai akar historis dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat. Perlu upaya mengaktualisasikan konsep pemberdayaan tersebut sesuai dengan alam pikiran dan kebudayaan Indonesia. Namun empowerment hanya akan mempunyai arti kalau proses pemberdayaan menjadi bagian dan fungsi dari kebudayaan, baliknya menjadi hal yang destruktif bagi proses aktualisasi dan koaktualisasi aksistensi manusia.[footnoteRef:82] [82:  Onny S. Prijono dan A.M.W Pranaka, Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi, Center for Strategic and International Studies, Jakarta, 1996, hlm. 2-8.] 

Sementara menurut Ismet Firdaus, yaitu :
“Pemberdayaaan adalah penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga mereka bisa menemukan masa depan mereka lebih baik.”[footnoteRef:83] [83:  Ismet Firdaus dkk, Pengamalan Al-Quran tentang Pemberdayaan Dhuafa, Dakwah Press UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, 2008, hlm. 9.] 


Pengertian lain dari pemberdayaan juga disampaikan oleh Isbandi Rukminto Adi, yakni mengembangkan diri dari keadaan tidak kurang berdaya menjadi berdaya guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dengan keinginan mereka. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan untuk meningkatkan kepada perubahan.[footnoteRef:84] [84:  Adi Isbandi Rukminto, Pemberdayaan Pengembangkan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, Cet. Pertama, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2000, hlm. 32-33.] 

Pemberdayaan juga bisa diartikan sebagai perubahan kepada arah yang lebih baik, dari tidak berdaya menjadi berdaya, pemberdayaan terkait dengan upaya meningkatkan hidup ke tingkat yang lebih baik. Pemberdayaan adalah upaya meningkatkan hidup ke tingkat yang lebih baik pemberdayaan terkait dengan upaya meningkatkan hidup ke tingkat yang lebih baik pemberdayaan adalah meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki, tentunya dalam menentukan tindakan kearah yang lebih baik lagi.[footnoteRef:85] [85:  Diana, Perencanaan Sosial Negara Berkembang, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1997, hlm. 15.] 

Pemberdayaan masyarakat (communty emprowment) pada intinya adalah membantu klien (pihak yang diberdayakan) untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya antara lain melalui transfer daya lingkungan.[footnoteRef:86] [86:  Ibid., hlm. 9.] 

Dari pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa yang dimaksud pemberdayaan adalah sebuah gerakan penguatan sosial agar masyarakat tadinya lemah, baik dalam bidang sosial, ekonomi serta politik, diberdayakan sehingga membangkitkan kesadaran masyarakat tersebut dan meningkatkan potensi yang mereka miliki dan guna membangun serta menentukan tindakan berdasarkan keinginan mereka secara mandiri melalui strategi dan pendekatan tertentu yang dapat menjamin keberhasilan hakiki dalam bentuk kemadirian.





2. Tujuan Pemberdayaan
Pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan hakikat lapisan masyarakat dan pribadi manusia,upaya tersebut meliputi :[footnoteRef:87] [87:  I Nyoman Sumaryadi, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat, Citra Utama, Jakarta, 2005, hlm.114.] 

a. Mendorong memotivasi, meningkatkan kesadaran akan potensinya, dan menciptakan iklim atau suasana untuk berkembang.
b. Memperkuat daya, potensi yang dimiliki dengan langkah-langkah positif memperkembangkannya.
c. Penyediaan berbagai masukan, pembukaan akses kepeluang. Upaya pokok yang dilakukan adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, akses kepada modal, teknologi tempat guna, informasi, lapangan kerja dan pasar dengan fasilitas-fasilitasnya.
Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya sebagai berikut :[footnoteRef:88] [88:  Ibid., hlm. 115.] 

a. Membantu mengembangkan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin, marjinal dan kaum kecil, seperti petani kecil, buruh tani, pedagang kecil, masyarakat miskin perkotaan, masyarakat miskin yang ada terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kaum wanita yang disingkirkan atau dikesampingkan.


b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.
c. Selain itu, tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan mengerahkan sumberdaya yang di miliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. 
Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, psikomotorik, dan afektif) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan, yang dilengkapi dengan kecakapan-keterampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhan tersebut.[footnoteRef:89] [89:  Ambar Teguh S, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2004, hlm. 80-81.] 


3. Tahap-Tahap Pemberdayaan
Menurut Sumodingningrat, pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.[footnoteRef:90] [90:  Sumodingningrat, Pemberdayaan Sosial, Teruna Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 41.] 

Adapun upaya untuk pemberdayaan masyarakat terdiri dari beberapa tahapan yaitu :[footnoteRef:91] [91:  Gunawan Sumodiningrat, Pengembangan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, Cet. Kedua, PT Bina Rena Pariwira, Jakarta, 2000, hlm. 16.] 

1) Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat itu berkembang titik tolaknya adalah pengertian bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan.
2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya dalam memanfaatkan peluang.


Menurut Isbandi Rukminto Adi, upaya untuk memberdayakan masyarakat dapat dilakukan dengan cara, yaitu :[footnoteRef:92] [92:  Adi Isbandi Rukminto, Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial, UI Press, Jakata, 2003, hlm. 237-238.] 

a. Menumbuhkan keinginan masyarakat untuk berwiraswasta, bergelut dalam aspek ekonomi, bertindak dengan merancang munculnya diskusi tentang apa yang menjadi masalah dalam masyarakat.
b. Memberdayakan informasi tentang pengalaman kelompok lain yang telah sukses dan sejahtera.
c. Membantu masyarakat untuk membuat analisa situasi usaha yang berprospektif secara sistematik tentang hakekat dan penyebab dari masalah berbisnis.
d. Menghubungkan masyarakat dengan sumber yang dapat dimanfaatkan.

4. Unsur-Unsur Pokok Pemberdayaan
Menurut Elly Irawan, pola-pola pemberdayaan ekonomi masyarakat mempunyai ciri-ciri atau unsur-unsur pokok sebagai berikut:[footnoteRef:93] [93:  Lili Badriadi, dkk, Zakat dan Wirausaha... Op.Cit., hlm. 47.] 

a. Mempunyai tujuan yang hendak dicapai.
b. Mempunyai wadah yang terorganisir.
c. Aktivitas yang dilakukan terencana, berlanjut, serta harus sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya setempat.
d. Ada tindakan bersama dan keterpaduan dari berbagai aspek yang terkait.
e. Ada perubahan sikap pada masyarakat sasaran selama tahap-tahap pemberdayaan.

5. Sasaran Pemberdayaan
Schumacher memiliki pandangan pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin dengan tidak harus menghilangkan ketimpangan struktural lebih dahulu. Masyarakat miskin sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan demikian memberikan “kail jauh lebih tepat daripada memberikan ikan”.[footnoteRef:94] [94:  Ambar Teguh S, Kemitraan dan... Op.Cit., hlm. 90.] 


6. Pendekatan Pemberdayaan
Akibat dari pemahaman hakikat pemberdayaan yang berbeda-beda, maka lahirlah dua sudut pandang yang bersifat kontradiktif, kedua sudut pandang tersebut memberikan implikasi atas pendekatan yang berbeda pula di dalam melakukan langkah pemberdayaan masyarakat. 
Pandangan yang pertama, memahami pemberdayaan sebagai suatu sudut pandang konfliktual. Munculnya cara pandang tersebut didasarkan pada perspektif konflik antara pihak yang memiliki daya atau kekuatan di satu sisi, yang berhadapan dengan pihak yang lemah di sisi lainya. Pendapat ini diwarnai oleh pemahaman bahwa kedua pihak yang berhadapan tersebut sebagai suatu fenomena kompetisi untuk mendapatkan daya, yaitu pihak yang kuat berhadapan dengan kelompok lemah. Penuturan yang lebih simpel dapat disampaikan, bahwa proses pemberian daya kepada kelompok lemah berakibat pada berkurangnya daya kelompok lain. Sudut ini lebih di pandang popular dengan istilah zero-sum.
Pandangan kedua, bertentangan dengan pandangan pertama. Jika pada pihak yang berkuasa, maka sudut pandang kedua berpegang pada prinsip sebaliknya. Maka terjadi proses pemberdayaan dari yang berkuasa/berdaya kepada pihak yang lemah justru akan memperkuat daya pihak pertama. Dengan demikian kekhawatiran yang terjadi pada sudut pandang kedua. Pemberi daya akan memperoleh manfaat positif berupa peningkatan daya apabila melakukan proses pemberdayaan terhadap pihak yang lemah. Oleh karena itu keyakinan yang dimiliki oleh sudut pandang ini adanhya penekanan aspek generative. Sudut pandang demikian ini popular dengan nama positive-sum.[footnoteRef:95] [95:  Ibid., hlm. 91.] 







D. Tinjauan Umum Tentang Corporate Social Responsibility (CSR)
1. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)
Konsep Corporate Social Responsibility sebenarnya bukanlah suatu hal yang asing pada saat ini dan telah menjadi sebuah komitmen tertentu bagi setiap perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Definisi Corporate Social Responsibility (CSR) menurut Sri Subekti Sunaryo adalah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui pilihan bisnis dan sumbangan dari sumber daya perusahaan.[footnoteRef:96]  [96:  Sri Subekti Sunaryo, Konsep dan Strategi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Takaful Indonesia, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Asuransi Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009, hlm. 9.] 

Sedangkan Sukada menyebutkan, bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) bagi dunia usaha adalah sebagai sarana sekaligus wahana perwujudan sikap kooperatif serta sikap tanggungjawab sosial dan lingkungan dari perusahaan-perusahaan yang memiliki kesadaran bahwa kegiatan operasional mereka telah menimbulkan dampak positif dan negatif yang besar dan luas.[footnoteRef:97] [97:  Sony Sukada, dkk, CSR for Better Life Indonesian Content, Membumikan Bisnis Berkelanjutan: Memahami Konsep dan Praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Indonesia Bussines Link, Jakarta, 2007, hlm. 7.] 

Dalam pengertian lain, tanggungjawab sosial perusahaan adalah kewajiban perusahaan untuk perumusan kebijakan, mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.[footnoteRef:98] [98:  Amin Wijaya Tunggal, Corporate Social Responsibility (CSR) Konsep dan Kasus, Harvindo, Jakarta, 2007, hlm. 1.] 

Akan tetapi, The world Bussiness Council For Suistanable Development (WBCSD), lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 dan beranggotakan lebih dari 120 multinasional company yang beranggotakan lebih dari 30 negara, dalam publikasinya Making Good Bussinesssense mendefinisikan CSR, sebagai :[footnoteRef:99] [99:  Yusuf Wibisono, Membedah Konsep dan Aplikasi CSR, Cet. Kedua, Fascho Publshing, Gresik, 2007, hlm. 7.] 

“Continuting commitment by bussiness to behave ethically and contribute economic development while improving the quality of the workiforce anfd their familiess as well as of the local comminity and social at large.”

Dalam bahasa Indonesia adalah :
“Komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secar legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.”

CSR merupakan instrument yang dapat diwujudkan perusahaan untuk mewujudkan gagasan keadilan sosial serta pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Warhust, dalam perusahaan haruslah mengadopsi kenyataan bahwa ada dua bentuk perizinan yang harus dipatuhi oleh perusahaan agar dapat beroperasi, yaitu : izin legal dan dari pemerintah dan izin sosial dari masyarakat bahwa program-program sosial perusahaan dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh izin sosial untuk berusaha.[footnoteRef:100] Sedangkan Ambadar, dalam bukunya CSR Dalam Praktek di Indonesia, mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan.[footnoteRef:101] [100:  Sony Sukada, dkk, CSR for Better... Op.Cit., hlm. 34.]  [101:  Ambadar Jackie, CSR dalam Praktek di Indonesia, PT Alex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hlm. 19.] 

Pendapat lain menyatakan, CSR sesungguhnya mencakup manajemen dampak sejalan dengan peraturan pemerintah. Adapun pengertian CSR dalam kamus manajemen adalah suatu filosofi bisnis yang akan berpendapat bahwa perusahaan harus bertindak sebagai warga negara yang baik bukan hanya patuh pada hukum. Tetapi juga memiliki aktivitas produk dan pemasaran sedemikian rupa menghindari polusi lingkungan atau pengrusakan sumber daya alam, perusahaan tidak hanya bermaksud mencari laba tanpa memperhitungkan kepentingan masyarakat seperti polusi, produk yang membahayakan, pengrusakan lingkungan dan lain-lain.[footnoteRef:102] [102:  Marbun SH, Kamus Manajemen, PT Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 54.] 

Definisi CSR juga telah dikemukakan oleh banyak pakar. Diantaranya adalah definisi yang dikemukakan oleh Magnan dan Ferrel yang mendefinisikan CSR sebagai :[footnoteRef:103] [103:  A. B Susanto, A Strategic Management Approach CSR, The Jakarta Consulting Group, Jakarta, 2007, hlm. 21.] 

“A Bussiness acts in socially responsible manner when is decision on account for and balance diverse stake holder interst.” 



Definisi ini menekankan kepada perlunya memberikan perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagai stakeholders yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaku bisnis melalui prilaku yang secara sosial bertanggungjawab.[footnoteRef:104] [104:  Ibid.] 

Menurut definisi yang dikemukan The Jakarta Consulting Group, tanggungjawab sosial ini diarahkan baik ke dalam (internal) maupun keluar (eksternal) perusahaan. Ke dalam tanggungjawab ini diarahkan kepada pemegang saham dalam profitabilitas dan pertumbuhan. Seperti diketahui, pemegang saham telah menginvestasikan sumber daya yang dimilkinya guna mendukung berbagai aktivitas operasional perusahaan, dan oleh karenanya mereka akan mengarahkan profitabilitas yang optimal serta pertumbuhan perusahaan sehingga kesejahteraaan mereka dimasa depan juga akan mengalami peningkatan. Oleh karenanya perusahaan harus berjuang keras agar memperoleh laba yang optimal dalam jangka panjang serta senantiasa mencari peluang bagi pertumbuhan di masa depan.[footnoteRef:105] [105:  Ibid., hlm. 24.] 

Pandangan lebih komprehensif mengenai CSR dikemukakan oleh Carrol dalam teori paradigma tanggungjawab sosial perusahaan. Menurutnya, tanggungjawab perusahaan dapat dilihat berdasarkan empat jenjang (ekonomi, hukum, etis dan filantropis) yang merupakan satu kesatuan.[footnoteRef:106] [106:  Archie B Carrol, Bussiness and Society : Ethics and Stake Holders Management, College Publishing, Ohio South Western, 1996, hlm. 39.] 

Untuk memenuhi tanggungjawab ekonomis, sebuah perusahaan haruslah menghasilkan laba sebagai pondasi untuk mempertahankan eksistensinya dan berkembang. Tanggungjawab ekonomis ini merupakan hasrat dan primitif dari perusahaan sebagai organisasi bisnis untuk memenuhi keuntungan (laba). Namun demikian, dalam mencapai tujuan mencari laba, sebuah perusahaan juga harus bertanggungjawab secara hukum dengan menaati ketentuan yang berlaku. Upaya melanggar hukum demi memperoleh laba harus ditentang sehingga perusahaan tidak menggunakan atau menghalalkan segala cara.
Perusahaan juga harus bertanggungjawab secara etis. Ini berarti sebuah perusahaan berkewajiban mempraktikan hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai etis. Oleh kerena itu, nilai-nilai dan norma-norma masyarakat harus menjadi rujukan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya sehari-hari. Lebih dari itu, perusahaaan juga mempunyai tanggungjawab filantropis yang mensyaratkan agar perusahaan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, agar kualitas hidup masyarakat meningkat sejalan dengan operasional sebuah perusahaan.[footnoteRef:107] [107:  Fajar Nursahid, Tanggung Jawab Sosial Bumn : Analisis Terhadap Model Kedermawanan Sosial PT. Krakatau Steel, PT.Pertamina dan PT. Telekonumikasi Indonesia, Piramedia, Depok, 2006, hlm. 14-15.] 




Sedangkan yang nantinya akan menjadi rujukan dan panduan pelaksanaan CSR, definisi Corporate Social Responsibility dalam Final Draft International Standard (DIS) ISO 26000 Guidance on Social Responcibility adalah :
“Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviourthat contributes to sustainable development, health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationships.”

Dari berbagai pengertian Corporate Social Responsibility di atas pada dasarnya memiliki kesamaan konsep dan persepsi. Dapat disimpulkan bahwa Corporate Social Responsibility merupakan suatu komitmen organisasi (perusahaaan) untuk beroperasi berdasar nilai-nilai etika dan hukum dengan cara-cara yang sesuai dengan kepentingan perusahaan maupun stakeholder secara luas serta memaksimalkan dampak positif seraya meminimalkan dampak negatifnya secara terus menerus berdasarkan keseimbangan pilar ekonomi, sosial dan lingkungan demi tercapainya suatu keberlanjutan (sustainability).

2. Sejarah dan Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR)
Tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat bermula di Amerika Serikat, yaitu pada zaman permulaan perkembangan perusahaan besar diakhir abad ke-19. Saat itu, perusahaan-perusahaan menyalahgunakan kekuasaan mereka dalam hal diskriminasi harga, menahan buruh dan prilaku lainnya yang menyalahi moral kemanusiaan. Ini menyebabkan protes masyarakat dan sebagai akibatnya pemerintah melakukan perubahan peraturan untuk mengatasi masalah tersebut. Fase kedua evolusi tanggungjawab sosial perusahaan tercetus pada tahun 1930-an yang di ikuti gelombang resesi dunia secara besar-besaran yang mengakibatkan pengangguran dan banyak perusahaan yang bangkrut. Pada masa ini dunia berhadapan dengan kekuarangan modal untuk input produksinya. Buruh terpaksa berhenti bekerja, pengangguran sangat meluas dan merugikan pekerjaannya. Saat itu timbul ketidakpuasan terhadap sikap perusahaan yang tidak bertanggungjawab terhadap pekerjaannya.[footnoteRef:108] [108:  Sadono Sukirno, dkk, Pengantar Bisnis, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 32.] 

Gema CSR semakin terasa pada tahun 1950-an. Pada waktu itu, persoalan-persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang semula terabaikan mulai mendapatkan perhatian lebih luas dari berbagai kalangan. Beberapa kalangan bahkan menyebutkan bahwa buku yang bertajuk Social Responsblity of the Businessman karya Howard R. Bowen yang ditulis pada tahun 1953 merupakan literatur awal yang menjadi tonggak sejarah modern CSR. Dana karena karyanya itu Bowen diganjar dengan sebutan Bapak CSR.[footnoteRef:109] Suasana tidak puas masyarakat terhadap golongan pengusaha memuncak ditahun1960-an yang melibatkan perjuangan konsumen yang dipimpin oleh tokoh bernama Ralph Nader. [109:  Yusuf Wibisono, Membedah Konsep... Op.Cit., hlm. 4.] 

Sejalan dengan bergulirnya wacana tentang kepedulian lingkungan, kegiatan kedermawanan perusahaan terus berkembang dalam kemasan philantropy serta Community Development (CD). Pada dasawarsa ini, terjadi perpindahan penekanan dari fasilitasi dan dukungan pada sektor-sektor produktif ke arah sektor-sektor sosial. Latar belakang perpindahan ini adalah kesadaran bahwa peningkatan produktivitas hanya akan dapat terjadi manakala variabel-variabel yang menahan orang miskin tetap miskin, misalnya : pendidikan dan kesehatan dapat dibantu dari luar. Berbagai program populis pendidikan, kesehatan, air bersih dan kegiatan lain.
Diera 1980-an semakin banyak perusahaan yang menggeser konsep philantropis kearah Community Development (CD). Kegiatan kedemawanan berkembang kearah pemberdayaan masyarakat. 
Dasawarssa 1990-an adalah dasawarsa yang di awali dengan beragam pendekatan seperti pendekatan integral, pendekatan stakeholder maupun pendekatan civil society. Beragam pendekatan tersebut telah mempengaruhi praktik CD. CD menjadi suatu aktivitas yang lintas sektor karena mencakup baik aktivitas produktif maupun sosial dan juga lintas pelaku sebagai konsekuensi berkembangnya keterlibatan berbagai pihak.[footnoteRef:110]  [110:  Ibid., hlm. 6.] 


Pada tataran global, tahun 2000 dibentuk Global Compact oleh sekjen PBB, Kofi Anan. Tujuannya adalah menyusun prilaku standar korporasi global. Terdapat 10 aturan dalam Global Compact, diantaramya : terkait persoalan HAM, bisnis harus menghormati HAM, standar perburuhan, lingkungan hidup dan anti korupsi. Gaung CSR makin bergema setelah diselenggarakannya World Summit Onsuistanable Development (WSSD) pada tahun 2002 di Johanesburg Afrika Selatan.[footnoteRef:111] [111:  Amin Wijaya, Corporate Social Responsbiity, Harvindo, Jakarta, 2008, hlm. 165.] 


3. Dasar Hukum Corporate Social Responsibility (CSR)
Melaksanakan tanggungjawab sosial secara normatif merupakan kewajiban moral bagi jenis perusahaan apapun. Ketika perusahaan sebagai komunitas baru melakukan intervensi terhadap masyarakat lokal, sudah menjadi keharusan untuk melakukan adaptasi dan memberikan kontribusi, dikarenakan keberadaannya telah memberikan dampak baik positif maupun negatif.
Tidak hanya berkutat pada aspek normatif, saat ini CSR telah diatur dalam beberapa regulasi yang sifatnya mengikat agar ’perusahaan tertentu’ wajib melaksanakan tanggungjawab sosialnya. Terdapat proses panjang berkaitan dengan sejarah munculnya peraturan terkait CSR atau program yang pada mulanya identik dengan istilah Community Development (CD) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
Pengaturan terkait CSR tertuang dalam tujuh regulasi, baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri, untuk dipahami oleh perusahaan. Berikut diuraikan regulasi yang mengatur terkait CSR :
Pertama, Peraturan yang mengikat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana Permenneg BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), yang diperbaharui dengan Permenneg BUMN No. PER-08/MBU/2013. PKBL terdiri program perkuatan usaha kecil melalui pemberian pinjaman dana bergulir dan pendampingan (disebut Program Kemitraan), serta program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar (disebut Program Bina Lingkungan), dengan dana kegiatan yang bersumber dari laba BUMN setelah dikurangi pajak sebesar 2 (dua) %, maupun pemanfaatan dana BUMN. BUMN wajib membentuk unit kerja khusus yang menangani langsung masalah pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
Kedua, Peraturan mengikat Perseroan Terbatas (PT) yang operasionalnya terkait Sumber Daya Alam (SDA), yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Dalam pasal 74 disebutkan: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan, (2) tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
Ketiga, Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. PP ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam PP ini, Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan TJSL. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban TJSL tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
Keempat, Peraturan yang mengikat jenis perusahaan penanaman modal, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007. Dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan." Sanksi-sanksi, diatur dalam Pasal 34, berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, diantaranya: (a) peringatan tertulis; (b) pembatasan kegiatan usaha; (c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau (d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.



Kelima, Peraturan CSR bagi perusahaan pengelola Minyak dan Gas (Migas), diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No. 22 Tahun 2001. Pasal 40 ayat (5) dan (6),: ayat (5) berbunyi : “Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggungjawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat”. Ayat (6) berbunyi : ”Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Keenam, Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-undang ini tidak membahas secara khusus peran dan fungsi perusahaan dalam menangani fakir miskin, melainkan terdapat klausul dalam pasal 36 ayat (1) : “Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi: huruf c. : dana yang disisihkan dari perusahaan Perseroan. Diperjelas dalam ayat 2 dana yang disisihkan dari perusahaan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin. Pada Pasal 41 tentang “Peran Serta Masyarakat”, dalam ayat (3) dijelaskan bahwa “Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai pewujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.
Ketujuh, Peraturan Menteri Sosial RI No. 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial. Kementerian Sosial memandang penting dibentuknya forum CSR pada level Provinsi, sebagai sarana kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha. Rekomendasi Permensos adalah dibentuknya Forum CSR di tingkat provinsi beserta pengisian struktur kepengurusan yang dikukuhkan oleh Gubernur.

4. Motif dan Tujuan Corporate Social Responsibility (CSR)
Ada berbagai hal yang menjadi pendorong perusahaan untuk menjalankan tanggungjawab sosial, baik dari dalam maupun luar perusahaan itu sendiri. Inisiasi penyelenggaraan CSR umumnya dibedakan menjadi dua model dasar, yaitu:[footnoteRef:112] [112:  Sony Sukada, dkk, CSR for Better... Op.Cit., hlm. 128-136.] 

1) Model Reaktif.
Model reaktif merupakan reaksi perusahaan setelah mendapat tekanan dari komunitas lokal. Sebagian pengamat menyatakan praktik CSR reaktif di banyak sisi dampak positif ditingkatkan, namun menghindari penurunan dampak negatif produknya. Sedangkan pengamat yang lebih kritis menyatakan praktik seperti ini hanyalah pengalihan perhatian dan bukan CSR sejati.


2) Model Proaktif.
Model CSR proaktif ini datang dari perusahaan itu sendiri yang sepenuhnya menyadari pentingnya CSR sebagai bagian strategi bisnis. Tujuannya adalah memperoleh izin sosial dalam artian menjalin hubungan sosial mutualistik dari komunikasi lokal dan berjangka panjang. Perusahaan fokus mengembangkan dampak positif dan meminimumkan potensi dampak negatif operasinya.
Kemudian lagi, sehubungan dengan yang menjadi motivasi perusahaan menjalankan CSR, Saidi dan Abidin, membuat matrik yang menggambarkan tiga tahap atau peradigma yang berbeda, yaitu :[footnoteRef:113] [113:  Saidi dan Abidin, Corporate Social Responsibility : Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia, ICSD, Jakarta, 2004, hlm. 69.] 

Tahap pertama, adalah corporate charity, yakni : dorongan amal berdasarkan motivasi keagamaan; tahap kedua, adalah corporate philanthropy, yakni : dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial; tahap ketiga, adalah corporate citizenship, yakni : motivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial.”
Sedangkan konsep Piramida Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang dikemukakan oleh Archie B. Carrol, memberikan suatu justifikasi teoritis dan logis mengapa perusahaan perlu melaksanakan CSR sebagai perwujudan sikap tanggungjawabnya. Selain itu, konsep ini juga menggambarkan tujuan dari pelaksanaan komponen-komponen CSR oleh organisasi ataupun perusahaan. Piramida yang terdiri atas empat jenjang ini diperlihatkan pada gambar 2.1 berikut:[footnoteRef:114] [114:  Archie B Carrol, Bussiness and Society... Loc.Cit.] 









Gambar 2.1 Piramida Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Keterangan :
1) Pertama, adalah tanggungjawab ekonomis. Motif utama perusahaan haruslah menghasilkan laba. Sebuah perusahaan tentu harus memiliki nilai tambah sebagai prasyarat untuk berkembang. Laba adalah pondasi yang diperlukan bagi kehidupannya. Ringkasnya: Make a profit.
2) Kedua, adalah tanggungjawab legal. Dalam mencapai tujuannya mencari laba, perusahaan harus mentaati kebijakan dan hukum berlaku. Upaya melanggar hukum demi memperoleh laba harus ditentang. Ringkasnya: Obey the law.
3) Ketiga, tanggungjawab etis. Ini berarti perusahaan berkewajiban menjalankan hal yang baik dan benar, adil dan fair. Perusahaan harus menghindarkan diri dari praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi dan langkah-langkah bisnis perusahaan. Ringkasnya: Be ethical.
4) Keempat, tanggungjawab filantropis. Ini mensyaratkan perusahaan dalam artian termasuk pemilik serta pegawai memiliki tanggungjawab ganda yaitu selain kepada perusahaan juga untuk memberi kontribusi kepada publik. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas kehidupan semua. Ringkasnya: Be a good corporate citizen.
Konsep Piramida Tanggungjawab Sosial Perusahaan ini harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga aktivitas memperoleh laba tidak bertentangan dengan tanggungjawab sosial yang harus dijalankan yang akhirnya hal tersebut menjadi relevan bagi kegiatan bisnis perusahaan.

5. Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Perusahaan
Jika dikelompokkan, Edi Suharto menyatakan manfaat yang diperoleh oleh perusahaan atas penerapan CSR diantaranya:[footnoteRef:115] [115:  Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 7.] 



1) Brand Differentiation
Dalam persaingan pasar yang kian kompetitif, CSR bisa memberikan citra perusahaan yang khas, baik, dan etis di mata publik yang pada gilirannya menciptakan customer loyality.
2) Human Resources
Program CSR dapat membantu dalam perekrutan karyawan baru, terutama yang memiliki kualifikasi tinggi. Bagi staf lama, CSR juga dapat meningkatkan persepsi, reputasi dan dedikasi dalam bekerja.
3) License to Operate
Perusahaan yang menjalankan CSR dapat mendorong pemerintah dan publik memberikan izin menjalankan bisnis. Karena dianggap telah memenuhi standar operasi dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat luas.
4) Risk Management
Manajemen resiko merupakan isu sentral bagi setiap perusahaan. Reputasi perusahaan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap oleh skandal korupsi, kecelakaan karyawan/kerusakan lingkungan. Membangun budaya ”doing the right thing” berguna dalam mengelola resiko bisnis.

Dalam Final Draft International Standard (DIS) ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility, tanggungjawab sosial dapat memberikan berbagai manfaat potensial bagi organisasi, diantaranya :
1) Mendorong lebih banyak informasi penganbilan keputusan yang didasarkan pada penyempurnaan pemahaman terhadap harapan masyarakat.
2) Meningkatkan praktik manajemen risiko organisasi.
3) Meningkatkan/mendorong reputasi dan kepercayaan publik yang lebih besar.
4) Meningkatkan daya saing organisasi terhadap para pesaing, termasuk akses terhadap keuangan dan status mitra utama.
5) Meningkatkan hubungan organisasi dengan para stakeholder dan kapasitas untuk melakukan inovasi terhadap penemuan baru serta adanya kontak atau hubungan dengan beragam pemangku kepentingan.
6) Meningkatkan loyalitas, moral, motivasi dan mempertahankan karyawan, keselamatan pekerja, berdampak positif pada kemampuan untuk rekrutmen.
7) Pencapaian penghematan terkait peningkatan produktifitas dan efisiensi sumberdaya, konsumsi air dan energi, pengurangan limbah, perbaikan nilai harga berdasar produk, dan peningkatan ketersediaan bahan baku.
8) Peningkatan reliability dan fainess atas transaksi melalui keterlibatan politik yang bertanggungjawab, persaingan yang adil dan tidak adanya korupsi.
9) Mencegah/mengurangi potensi konflik dengan konsumen terkait produk/jasa.
10) Berkontribusi terhadap kelangsungan jangka panjang organisasi dengan mempromosikan keberlanjutan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan.
11) Kontribusi terhadap public good, memperkuat masyarakat sipil dan institusi.

6. Prinsip-Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR)
Menurut Organization For Economic Cooperation And Development (OFECD) pada saat pertemuan para menteri negara-negara anggotanya di paris tahun 2000 menyepakati pedoman bagi perusahaan multinasional dengan kebijakan umum tentang prinsip-prinsip CSR yaitu:[footnoteRef:116] [116:  Yusuf Wibisono, Membedah Konsep... Op.Cit., hlm. 32.] 

1) Memberikan kontribusi untuk kemajuan ekonomi sosial dan lingkungan berdasarkan pandangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
2) Menghormati hak-hak asasi manusia yang dipengaruhi kegiatan yang dijalankan perusahaan tersebut sejalan dengan kewajiban dan komitmen pemerintahdan di Negara tempat perusahaan beroperasi.
3) Mendorong pembangunan kapasitas lokal, termasuk kepentingan bisnis selain menggambarkan kegiatan perusahaan di pasar dalam negeri dan pasar luar negeri.
4) Mendorong pembentukan modal tenaga kerja, khususnya melalui penciptaan kesempatan kerja dan memfasilitasi pelatihan bagi para karyawan.
5) Menahan diri untuk tidak mencari untuk tidak menerima pembebasan dari luar yang dibenarkan secara hukum yang terkait dengan sosial, lingkungan, keselamatan kerja, insentif financial dan isu-isu lain.
6) Mendorong dan memegang teguh prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta mengembangkan dan menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik.
7) Mengembangkan dan menetapkan praktik-praktik sistem manajemen yang mengatur diri sendiri secara efektif guna menumbuh kembangkan relasi saling percaya antara perusahaan dengan masyarakat operasi perusahaan.


8) Mendorong kesadaran pekerja sejalan dengan kebijakan perusahaan melalui penyebarluasan informasi dengan kebijakan perusahaan melaui penyebarluasan kebijakan-kebijakan pada pekerja termasuk melalui program-program pelatihan.
CSR yang baik memadukan secara harmonis empat prinsip Good Corporate Governance, yakni :[footnoteRef:117] [117:  Edi Suharto, Kebijakan Sosial... Op. Cit., hlm. 9.] 

1) Fairness.
2) Transparency.
3) Accountability.
4) Responsibility
Ada perbedaan mendasar diantara keempat prinsip tersebut. Tiga prinsip pertama cenderung bersifat shareholders-driven, karena lebih memerhatikan kepentingan pemegang saham perusahaan. Sementara itu, prinsip responsibility lebih mencerminkan stakeholders-driven, karena lebih mengutamakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Di sini, perusahaan bukan saja dituntut mampu menciptakan nilai tambah (value added) produk/jasa bagi stakeholders perusahaan, melainkan pula harus sanggup memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya itu. Namun demikian, prinsip good corporate governance tidak diartikan secara sempit. Artinya, tidak sekadar mengedepankan kredo beneficience (do good principle), melainkan pula nonmaleficience (do no-harm principle). 
Sebagaimana yang dinyatakan Porter dan Kramer, bahwa tujuan ekonomi dan sosial adalah terpisah dan bertentangan adalah pandangan yang keliru. Perusahaan tidak berfungsi secara terpisah dari masyarakat sekitarnya. Faktanya, kemampuan perusahaan untuk bersaing sangat tergantung pada keadaan lokasi dimana perusahaan itu beroperasi. Karenanya, CSR merupakan kepedulian perusahaan yang juga didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah Triple Bottom Line, yaitu : perusahaan tetap berorientasi mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang (profit), tetapi perusahaan juga harus terlibat dan memiliki kepedulian pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people), dan berpartisipasi aktif peduli dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet).
Sedangkan prinsip-prinsip dasar tanggungjawab sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan tanggungjawab sosial dalam Final Draft International Standard ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility meliputi :
1) Akuntabilitas
Akuntabilitas membuktikan bahwa organisasi melakukan segala sesuatu dengan benar terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam hal dampak organisasi atas masyarakat dan lingkungan.


2) Transparansi
Sebuah organisasi seharusnya menyatakan dengan transparan seluruh keputusan, kebijakan dan aktivitasnya, karenanya keterbukaan yang dituntut adalah keterbukaan yang clear, accurate and complete.
3) Perilaku etis
Organisasi harus menegakkan kejujuran, kesetaraan dan integritas. Promosi perilaku etis dapat dilakukan melalui pengembangan struktur tata kelola yang mendorong perilaku etis, membuat dan mengaplikasikan standar perilaku etis, serta terus menerus meningkatkan standar perilaku etis.
4) Penghormatan terhadap kepentingan stakeholder
Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan organisasi, diantaranya identifikasi, menggapi kebutuhan, mengenali hak-hak legal dan kepentingan yang sah, serta mengenali kepentingan yang lebih luas.
5) Kepatuhan terhadap hukum
Merupakan suatu kewajiban yang dapat dilakukan dengan kepatuhan pada semua regulasi, memastikan bahwa seluruh aktivitasnya sesuai dengan kerangka hukum yang relevan, patuh kepada semua peraturan yang dibuatnya sendiri secara adil dan imparsial, mengetahui perubahan-perubahan dalam regulasi, dan secara periodik memeriksa kepatuhannya.
6) Penghormatan terhadap norma perilaku internasioanl.
Di negara-negara dimana hukum nasionalnya atau implementasinya tidak mencukupi untuk melindungi kondisi sosial dan lingkungannya, organisasi harus berusaha untuk mengacu kepada norma perilaku internasional.
7) Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.
Dalam hal ini, manakala ditemukan situasi hak-hak asasi manusia dalam situasi tidak terlindungi, organisasi tersebut harus melindunginya serta tidak mengambil kesempatan dari situasi tersebut. Dan apabila tidak ada regulasi hak-hak asasi manusia ditingkat nasional, maka organisasi harus mengacu kepada standar hak-hak asasi manusia internasional.

7. Konsep Pengembangan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat
Konsep Community Development atau pengembangan masyarakat seperti yang yang dijelaskan Rhonda Philips dan Robert H Pitman, ialah sebagai berikut : 
“Community.” As mentioned previously, community can refer to a location (communities of place) or a collection of individuals with a common interest or tie whether in close proximity or widely separated (communities of interest).”[footnoteRef:118] [118:  Rhonda Philips and Robert H Pitman, An Introduction to Community Development, Routladge Taylor and Francis Group, London and Newyork, 2009, hlm. 7.] 



Definisi ini menjelaskan bahwa komunitas masyarakat sebelumnya merujuk kepada tempat atau kumpulan individu dengan kepentingan umum atau mengikat baik dekat atau terpisah secara luas (komunitas yang saling mementingkan).
Community Development tidak terlepas dari masyarakat itu sendiri seperti yang dijelaskan diatas, bahwasanya masyarakat memiliki keterkaitan satu sama lain dan saling mementingkan perusahaan haruslah melihat pada lingkungan sekitar mereka serta memperhatikan pengembangan masyarakat sebagai wujud dari Corporate Social Responsibility atau tanggungjawab sosial perusahaan.
Lebih lanjut Rhonda Philips juga menyebutkan bahwa :
“People who live within a geographically definedarea and who have social and psychological ties with each other and with the place where they live.”[footnoteRef:119] [119:  Ibid., hlm. 5.] 

Dalam bahasa Indonesia, yaitu :
“Orang yang hidup dalam geografis atau area yang sama memiliki hubungan sosial dan psikologis satu sama lain dan dengan tempat di mana mereka hidup.”



Penerapan program CSR oleh perusahaan sering kali tidak menjadikan masyarakat sebagai faktor utama yang menentukan keberhasilan program. Peran serta masyarakat pun dibatasi hanya pada tahap pelaksanaan saja sehingga masyarakat tidak dapat berdaya dan tidak berkembang daya kreatifitasnya. Akhirnya partisipasi menjadi bentuk yang pasif dan tidak memilki “Kesadaran kritis.”[footnoteRef:120] Community Development ditujukan untuk membantu klien memperoleh daya (kuasa) untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya. [120:  Nasdian Fredian Tonny, Pengembangan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2006, hlm. 23.] 

Menjelaskan bahwa partisipasi adalah proses aktif, inisiatif diambil oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Pengertian ini melihat keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil, dan evaluasi.[footnoteRef:121]  [121:  Ibid., hlm. 24.] 



8.  Peranan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pemberdayaan Masyarakat
Menurut KBBI, peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang-orang yang berkedudukan dalam masyarakat.[footnoteRef:122] Menurut pengertian lain, peran adalah konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat sebagai organisasi atau individu yang penting bagi struktur sosial.[footnoteRef:123] Peran CSR dapat diartikan sebagai konsep mengenai apa yang dapat dilakukan CSR dalam masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan. [122:  DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 667.]  [123:  Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 1997, hlm. 147.] 

Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan salah satu bentuk pelaksanaan CSR, selain bentuk amal atau charity. Pelaksanaan CSR dalam bentuk pemberdayaan masyarakat ini dianggap cukup ideal sebagai upaya untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam proses pemberdayaan, dibutuhkan pihak diluar masyarakat atau sering disebut dengan pelaku perubahan. Dalam konteks ini perlu dilihat bagaimana intervensi dan peran yang dilakukan oleh pelaku perubahan tersebut. Perusahaan yang kemudian diwakili oleh CSR merupakan salah satu pelaku perubahan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilihat peran apa saja yang harus dimiliki oleh CSR.
Menurut Ife, sekurang-kurangnya ada empat peran utama yang harus dimiliki oleh pelaku perubahan, dalam hal ini adalah CSR suatu perusahaan. Peran-peran tersebut adalah :[footnoteRef:124] [124:  Jim Ife dan Frank Tesoriero, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi, Community Development, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 558-602.] 

1) Peran Fasilitatif
a. Animasi Sosial
Peran animasi sosial ini akan menunjukkan kemampuan pelaku pemberdayaan masyarakat dalam membangkitkan energi, inspirasi, antusiasme masyarakat, termasuk juga upaya mengaktifkan, menstimulasi, dan mengembangkan motivasi masyarakat untuk bertindak.[footnoteRef:125] Dalam hal ini, pelaku pemberdayaan masyarakat bukanlah pihak yang akan melaksanakan seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat, tetapi lebih kepada menarik masyarakat untuk lebih aktif dalam melakukan perubahan. [125:  Ibid., hlm. 559.] 

b. Mediasi dan Negosiasi
Pelaku pemberdayaan masyarakat harus memiliki peran dan fungsi mediasi untuk menghubungkan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang sedang berkonflik.[footnoteRef:126] Hal ini dikarenakan, tidak jarang dalam proses pemberdayaan masyarakat terjadi perbedaan pendapat, ataupun cara pandangan dari berbagai kalangan dalam suatu masyarakat, dimana hal tersebut merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya konflik. Selain menjalankan peran sebagai mediator, pelaku pemberdayaan masyarakat juga harus memiliki peran sebagai negosiator, hal ini dibutuhkan ketika masyarakat membutuhkan pendapat untuk mencari titik temu dan jalan keluar bagi masyarakat yang sedang berkonflik. [126:  Ibid., hlm. 563.] 

c. Pemberi Dukungan
Dalam proses pemberdayaan masyarakat, tentu saja dibutuhkan dukungan dari pihak-pihak diluar masyarakat. Dukungan ini tidak hanya dalam bentuk materiil, tetapi juga dalam bentuk moral, seperti penghargaan dalam bentuk kata-kata, ataupun sikap dan perilaku yang menunjukkan dukungan atas proses pemberdayaan tersebut.[footnoteRef:127] [127:  Ibid., hlm. 566.] 

d. Membuat Konsensus
Peran pemberdaya masyarakat dengan membuat konsensus merupakan kelanjutan dari peran mediasi yang melibatkan penekanan terhadap tujuan umum bersama, mengidentifikasikan landasan dasar yang sama dari berbagai kalangan di masyarakat, dan membantu masyarakat untuk bergerak ke arah pencapaian konsensus. Hal terpenting dalam pembentukan konsensus ini yaitu tercapainya suatu kesepakatan, meskipun tidak semua pihak harus setuju terhadap kesepakatan tersebut, hal ini dikarenakan terdapat perbedaan pandangan dalam masyarakat.[footnoteRef:128] Pencapaian konsensus ini adalah kesepakatan untuk melakukan tindakan dalam perbaikan kondisi masyarakat dengan pertimbangan keberagaman dalam masyarakat, dalam upaya memperbaiki kondisi hidup masyarakat. [128:  Ibid., hlm. 567.] 

e. Fasilitas Kelompok
Dalam pemberdayaan masyarakat, seringkali terjadi pembentukan kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat tersebut. Ada banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, misalnya perbedaan cara pandang, atau latar belakang. Dalam hal ini, peran pelaku pemberdayaan sangat dibutuhkan untuk kelompok-kelompok yang beranekaragam tersebut.
Pada dasarnya, kelompok-kelompok dalam masyarakat ini merupakan salah satu modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat. Pelaku pemberdaya yang nantinya akan memfasilitasi kelompok-kelompok kecil ini untuk bertindak konstrutif dan bersatu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara utuh.[footnoteRef:129] Bentuk fasilitasinya bisa secara task oriented ataupun process oriented. Yang pertama, task oriented, yaitu memfokuskan pada membantu kelompok untuk mencapai apa yang diinginkan. Yang kedua, process oriented, yaitu memfokuskan terhadap bagaimana kesadaran masyarakat dapat terbentuk, menciptakan pasrtisipasi masyarakat, dan perubahan-perubahan terhadap anggota kelompok masyarakat tersebut. [129:  Ibid., hlm. 570.] 

f. Pemanfaatan Sumber Daya dan Keterampilan
Dalam proses pemberdayaan, pihak eksternal dari masyarakat harus mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai ketrampilan dan sumber daya yang ada dalam masyarakat tersebut.[footnoteRef:130] Dalam suatu masyarakat, tidak semua warganya memiliki ketrampilan yang sama, maka harus diidentifikasi keterampilan-keterampilan yang ada dalam masyarakat, yang kemudian akan terbagi menjadi beberapa kelompok dengan ketrampilan masing-masing. Kelompok-kelompok kecil dengan ketrampilan yang berbeda-beda tersebut harus diperhatikan dan dioptimalkan usahanya dalam melakukan perubahan dan pemberdayaan, mulai dari input, proses, hingga output. [130:  Ibid., hlm. 575.] 







g. Mengorganisasi
Peran terakhir dalam bidang fasilitatif yaitu sebagai organisator. Peran ini berkaitan dengan ketrampilan mengenai apa saja yang harus dilakukan pemberdaya masyarakat, apa saja yag tidak perlu dilakukan sendiri, dan memastikan elemen-elemen teknis dalam proses pemberdayaan.[footnoteRef:131] [131:  Ibid., hlm. 576.] 

2) Peran Edukasional
a. Membangkitkan Kesadaran Masyarakat
Menurut Ife, upaya membangkitkan kesadaran masyarakat diawali dengan menghubungkan individu dengan struktur yang lebih makro, misalnya struktur sosial dan struktur politik.[footnoteRef:132] Hal ini akan membantu individu menyadari permasalahan, memiliki impian, menciptakan aspirasi, memahami penderitaan dan kekecewaan secara lebih luas. [132:  Ibid., hlm. 585.] 

Penyadaran masyarakat juga akan membantu masyarakat untuk dapat melihat berbagai alternatif yang ada. Selain itu, proses penyadaran ini juga akan menyadarkan masyarakat tentang struktur dan strategi perubahan sosial dimana warga akan berpartisipasi dan bertindak secara efektif.



b. Menyampaikan Informasi
Peran selanjutnya yang termasuk peran edukasional, yaitu : sebagai penyampai informasi. Dengan memberikan informasi yang relevan mengenai suatu masalah atau kebutuhan yang ada dalam suatu masyarakat akan menjadi peran yang sangat bermakna bagi masyarakat sasaran.[footnoteRef:133] Kaitannya dengan proses pemberdayaan, peran ini juga dapat dilakukan untuk memberikan informasi mengenai keberhasilan suatu program yang telah dilaksanakan di daerah lain dengan situasi dan kondisi yang mirip dengan masyarakat sasaran. [133:  Ibid., hlm. 586.] 

c. Pelatihan
Menurut Ife, pelatihan merupakan peran edukasional yang paling spesifik.[footnoteRef:134] Hal ini dikarenakan pelatihan ini memfokuskan pada upaya mengajarkan komunitas sasaran bagaimana cara melakukan sesuatu hal yang akan berguna bagi masyarakat. Dalam hal ini, bisa saja pelaku pemberdayaan bertindak sebagai penghubung untuk mencarikan pihak yang berkompeten dalam melakukan pelatihan tersebut. Pelatihan ini akan lebih efektif apabila dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat. Sehingga masyarakat akan terlibat mulai dari penentuan ketrampilan apa yang diinginkan, hingga proses dan hasil pelatihannya. [134:  Ibid., hlm. 590.] 

3) Peran Perwakilan
a. Mencari Sumber Daya
Para pelaku pemberdaya masyarakat memainkan peran penting sebagai sumber informasi, dalam hal ini termasuk informasi sumber daya, termasuk sumber finansial, informasi demografi masyarakat tersebut, informasi mengenai keberadaan berbagai pelayanan dan fasilitas, informasi bagaimana program yang serupa juga terlaksana pada kelompok masyarakat lain, informasi bagaimana mengerjakan tugas-tugas khusus, informasi mengenai syarat-syarat dan peraturan pemerintah, dan sebagainya.[footnoteRef:135] Segala macam informasi tersebut yang harus diolah dan digunakan dengan bijak sebagai sumber daya yang akan digunakan sebagai modal dalam proses pemberdayaan masyarakat. [135:  Ibid., hlm. 593.] 

b. Advokasi 
Peran advokasi ini akan sering melekat pada pelaku pemberdayaan masyarakat, baik atas nama kepentingan masyarakat, atau kelompok maupun individu-individu yang ada dalam masyarakat tersebut. Peran ini dilakukan untuk mewakili masyarakat dalam berbagai kasus atau status individu, kelompok, maupun masyarakat yang didampinginya.[footnoteRef:136] Advokasi masyarakat merupakan peran untuk mampu mendengar dan memahami masyarakat, dan merupakan ketrampilan untuk mempresentasikan kasus tersebut bagi penduduk dalam forum lain. [136:  Ibid., hlm. 595.] 

c. Memanfaatkan Media
Dalam proses pemberdayaan masyarakat, penting bagi pelaku pemberdayaan untuk dapat memanfaatkan media. Hal ini dilakukan untuk menempatkan proses pemberdayaan tersebut sebagai agenda publik. Pemanfaatan media ini bisa dilakukan dalam bentuk pernyataan pers mengenai program yang sedang berlangsung, atau melakukan wawancara dan dialog dalam media komunikasi masa, ataupun berpartisipasi dalam sebuah forum dialog.[footnoteRef:137] [137:  Ibid., hlm. 593.] 

d. Hubungan Masyarakat
Peran sebagai hubugan masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat penting dilakukan untuk mencari publisitas bagi program yang sedang berlangsung, sehingga orang akan mengetahui dan terlibat dalam program tersebut, yang kemudian akan berdampak terhadap dukungan masyarakat terhadap program yang akan atau sedang terlaksana.[footnoteRef:138] Peran ini dapat dilaksanakan dalam beberapa cara, misalnya : dengan menjadi pembicara dalam pertemuan berbagai kelompok dinas, kelompok perempuan, maupun pertemuan dewan lokal, atau dapat dilakukan dalam bentuk presentasi publik. [138:  Ibid., hlm. 595.] 

e. Mengembangkan Jaringan
Mengembangkan jaringan merupakan kegiatan membangun jalinan hubungan dengan berbagai pihak, dan mampu mengajak mereka untuk berpartisipasi dan membantu untuk mewujudkan perubahan.[footnoteRef:139] Pihak-pihak yang biasanya dilibatkan yaitu anggota masyarakat, para pekerja masyarakat yang lain, para pekerja sosial, para psikolog, pekerja kesehatan, orang-orang penting dalam pemerintahan, para politikus, para akademisi, para peneliti, para tokoh masyarakat, para stakeholder, dan sebagainya. [139:  Ibid., hlm. 600.] 

f. Membagi Pengetahuan dan Pengalaman
Para pelaku pemberdayaan, mereka tidak pernah memposisikan diri sebagai pihak yang mengetahui segalanya, mereka akan selalu belajar dari pekerjaan dan pengalaman sebelumnya, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan orang lain. Oleh karena itu, penting bagi pelaku pemberdayaan untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Peran ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara formal maupun non-formal.[footnoteRef:140] Secara formal, pelaku pemberdayaan dapat berbagi ilmu dengan cara menghadiri pertemuan dan konferensi, maupun menulis di berbagai media masa ataupun jurnal. Secara non-formal, cara ini biasanya dalam bentuk interaksi langsung anatara pelaku pemberdayaan dengan pihak-pihak terkait dan anggota masyarakat. Cara non-formal ini biasanya dilakukan dengan berbincang-bincang langsung, tanpa harus difasilitasi dalam sebuah acara maupun konferensi. [140:  Ibid., hlm. 603.] 

4) Peran Teknis
a. Mengumpulkan dan Menganalisa Data
Sebagai pemberdaya atau pendamping pemberdayaan masyarakat, kegiatan mengumpulkan dan menganalisis data sangatlah penting. Hal ini dibutuhkan untuk proses pemberdayaan dari awal hingga akhir. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisa bersama dengan masyarakat dampingan dan dikaji dengan menggunakan metode pengkajian guna keperluan proses pemberdayaan.
b. Menggunakan Komputer
Peran menggunakan komputer ini adalah peran yang sangat berkaitan dengan ketrampilan teknis. Seringkali masyarakat dampingan adalah masyarakat yang jauh dari perkembangan teknologi sehingga kurang akrab dengan komputer. Peran pemberdaya dalam menggunakan komputer ini dibutuhkan untuk menggunakan dan mengalihkan kemampuan penguasaan teknologi kepada masyarakat dampingan dan pihak-pihak lain.
c. Melakukan Presentasi
Peran melakukan presentasi ini bisa dilakukan baik secara tertulis maupun lisan. Artinya, pendamping perlu untuk menyampaikan gagasan yang berkaitan dengan proses pemberdayaan kepada masyarakat maupun pihak-pihak lain.
d. Pengelolaan Program
Peran pengelolaan program adalah peran yang berkaitan dengan membangun struktur, nilai, prosedur, dan mekanisme program yang sesuai dengan prinsip pengembangan masyarakat. Hal ini dibutuhkan untuk memastikan apa saja yang harus dan boleh dilakukan selama proses pendampingan atau pemberdayaan.
e. Pengelolaan Keuangan
Peran pengelolaan keuangan merupakan peran mengenai pengelolaan atau manajemen keuangan selama pelaksanaan program atau proses pemberdayaan. Peran ini juga harus dimiliki oleh pemberdaya atau pendamping agar program berjalan dengan lancar.



9. Bentuk Aktivitas dan Program Corporate Social Responsibility (CSR)
CSR bisa dikatakan merupakan pilihan instrumen yang memungkinkan (possible) serta dapat diterima oleh berbagai pihak (plausible). Dalam pelaksanaannya, terdapat lima pilar aktivitas CSR yang dikemukakan oleh Prince of Wales International Business Forum, yaitu :[footnoteRef:141] [141:  Yusuf Wibisono, Membedah Konsep... Op.Cit., hlm. 119.] 

1) Building Human Capital. Secara internal, perusahaan menciptakan SDM yang andal sedangkan secara eksternal, perusahaan melakukan pemberdayaan masyarakat, biasanya melalui Community Development.
2) Strengthening Economics atau dengan kata lain memberdayakan ekonomi komunitas disamping ekonomi perusahaan itu sendiri.
3) Assessing Social Cohesion, maksudnya perusahaan menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan konflik.
4) Encouraging Good Governance, artinya bisnis oleh perusahaan dijalankan dalam tata kelola yang baik.
5) Protecting The Environment, perusahaan harus menjaga kelestarian lingkungan.


Terhadap pilihan program CSR yang akan dijalankan oleh perusahaan, Kotler dan Lee menyebutkan terdapat enam kategori program dimana pemilihan program yang akan dilaksanakan perusahaan, bergantung pada core business ataupun need assesment masing-masing. Keenam jenis program CSR tersebut adalah sebagai berikut :[footnoteRef:142] [142:  Ismail Solihin, Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability, Salemba Empat, Jakarta, 2008, hlm. 131-145.] 

1) Couse Promotion
Dalam program ini, perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lain yang dimiliki untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat, atau perekrutan tenaga sukarela untuk kegiatan tertentu.
2) Couse Related Promosing
Dalam program ini, perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial dari besaran hasil penjualan produknya. Dasarnya adalah pada penjualan tertentu, untuk jangka waktu tertentu, dan untuk aktivitas derma tertentu.
3) Corporate Social Marketing
Dalam program ini, perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan terkait isu-isu seperti kesehatan, perlindungan terhadap kecelakaan ataupun kerugian, lingkungan serta keterlibatan masyarakat.
4) Corporate Philantrophy
Dalam program ini, perusahaan memberikan sumbangan/hibah langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Program sumbangan bisa dalam bantuk tunai, paket bantuan, ataupun pelayanan secara cuma-cuma.
5) Community Valunteering
Dalam program ini, perusahaan mendukung dan mendorong karyawan, pemegang saham, franchise atau rekan pedagang eceran dan mitra bisnis untuk menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program, seperti kegiatan amal, pemberian penghargaan (materi/non-materi).
6) Socially Responsible Business Practise (Community Development)
Dalam program ini, perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis melampaui aktivitas yang diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup serta membantu dalam pemecahan masalah sosial tertentu. Bentuk dari program ini dapat berupa pembangunan fasilitas-fasilitas, mengembangkan perbaikan proses produksi dan hasil produksi, pelaporan dan memberikan informasi terkait penerima dampak atas aktivitas bisnis perusahaan, serta mengembangkan program-program penunjang terciptanya kesejahteraan masyarakat.
Pada awal perkembangannya, bentuk CSR yang paling umum adalah pemberian bantuan terhadap organisasi-organisasi lokal dan masyarakat miskin di negara-negara berkembang. Pendekatan CSR yang berdasarkan motivasi karitatif dan kemanusiaan ini pada umumnya dilakukan secara ad-hoc, parsial, dan tidak melembaga. CSR pada tataran ini hanya sekadar do good dan to look good, berbuat baik agar terlihat baik. Dewasa ini pendekatan Community Development kemudian semakin banyak diterapkan karena lebih mendekati konsep empowerment dan sustainable development.
Adanya kegairahan yang mendorong praktik CSR di Indonesia dapat dilihat dari pelaksanaan audit sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh sejumlah industri baik nasional maupun multinasional, termasuk audit terhadap program pengembangan masyarakat. Hal ini juga terlihat dari adanya pelaksanaan konsultasi, pendampingan, pelatihan ataupun pembuatan laporan pelaksanaan program dalam tema CSR. Terkait pelaksanaan praktik program CSR di Indonesia, umumnya terdapat empat model atau pola yang diterapkan, diantaranya :[footnoteRef:143] [143:  Saidi dan Abidin, Corporate Social... Op.Cit., hlm. 64-65.] 



1) Keterlibatan langsung.
Perusahaan melaksanakan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan langsung suatu sumbangan kepada masyarakat tanpa perantara.
2) Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan.
Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Biasanya perusahaan menyiapkan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.
3) Bermitra dengan pihak lain.
Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (Ornop), instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.
4) Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium.
Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pihak konsorsiun atau lembaga bersangkutan dipercaya oleh perusahaan yang mendukungnya secara pro-aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.

10. Langkah-Langkah Pelaksanaan Aktivitas Program Corporate Social Responsibility (CSR)
Pelaksanaan CSR sesungguhnya merupakan suatu aktivitas yang dijalankan dalam jangka panjang dimana program CSR yang dijalankan hendaknya sustainable. Untuk mendukung terciptanya CSR yang sustainable, tentunya harus didukung oleh perencanaan yang baik dalam penerapannya. Edi Suharto berpendapat, good CSR hendaklah mampu memadukan kepentingan shareholders dan stakeholders. Oleh karena itu, CSR tidak hanya fokus pada hasil yang ingin dicapai, melainkan pula pada proses untuk mencapai hasil tersebut. Terdapat lima langkah yang dapat dijadikan panduan dalam merumuskan program CSR, termasuk Community Development, yaitu :[footnoteRef:144] [144:  Edi Suharto, Kebijakan Sosial... Op.Cit., hlm. 9-10.] 

1) Engagement
Pendekatan awal kepada masyarakat agar terjalin komunikasi dan relasi yang baik. Tahap ini juga bisa berupa sosialisasi mengenai rencana pengembangan program CSR. Tujuan utama langkah ini adalah terbangunnya pemahaman, penerimaan dan trust masyarakat yang akan dijadikan sasaran CSR. Modal sosial bisa dijadikan dasar untuk membangun kontrak sosial antara masyarakat dengan perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat.


2) Assessment
Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan program. Tahapan ini bisa dilakukan bukan hanya berdasarkan needs based approach (aspirasi masyarakat), melainkan pula berpijak pada rights-based approach (konvensi internasional atau standar normatif hak-hak sosial masyarakat).
3) Plan of Action
Merumuskan rencana aksi. Program yang akan diterapkan sebaiknya memerhatikan aspirasi masyarakat (stakeholders) di satu pihak dan misi perusahaan termasuk shareholders di lain pihak.
4) Action and Facilitation
Menerapkan program yang telah disepakati bersama. Program bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau organisasi lokal. Namun, bisa pula difasilitasi oleh LSM dan pihak perusahaan. Monitoring, supervisi dan pendampingan merupakan kunci keberhasilan implementasi program.
5) Evaluation and Termination or Reformation
Menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program CSR di lapangan. Bila berdasarkan evaluasi, program akan diakhiri (termination) maka perlu adanya semacam pengakhiran kontrak dan exit strategy antara pihak-pihak yang terlibat. Bila ternyata program CSR dilanjutkan (reformation), maka perlu dirumuskan lessons learned bagi pengembangan program CSR berikutnya.

11. Kemitraan Tiga Sektor sebagai Pilar Program Corporate Social Responsibility (CSR)
Sonny Sukada, dkk menyatakan bahwa :[footnoteRef:145] [145:  Sonny Sukada, dkk, CSR for Better ... Op.Cit., hlm. 91.] 

“Kemitraan tiga sektor dalam konteks wacana dan praktik CSR mengandung arti kerjasama berdasar pengalokasian sumberdaya secara efisien dan saling melengkapi antara perusahaan, pemerintah, serta masyarakat sipil, berkenaan dengan tercapainya keberlanjutan.”

Kemitraan tiga pihak ini dibangun dari pemikiran bahwa setiap pihak memiliki kompetensi dan sumberdaya yang saling melengkapi satu sama lain serta kesanggupan menanggung risiko yang mungkin muncul. Oleh karena itu, keterlibatan dan kemitraan berbagai pihak tersebut dapat diartikan sebagai kolaborasi berdasarkan kepercayaan antar individu atau institusi yang perbedaan tujuannya dapat dicapai bersama. Dalam konteks pengelolaan isu sosial, peran masing-masing pihak tersebut antara lain :
1) Perusahaan memainkan peran sebagai penyedia peluang ketenagakerjaan, bisnis, infrastruktur lokal, keterampilan teknis, dan kapasitas bagi penyelenggaraan advokasi bagi pihak lain. Kebanyakan peran perusahaan ini terkait dengan inti bisnisnya.
2) Pemerintah berperan melakukan koordinasi strategis melalui perencanaan pembangunan pemerintahan lokal, pembiayaan pelayanan publik, dan sebagai pengembang kapasitas.
3) Organisasi masyarakat sipil berperan terkait dengan kemampuannya menggerakkan partisipasi komunitas, memastikan relevansi program rancangan perusahaan dengan kebutuhan lokal, sebagai pengawas independen aktivitas perusahaan, serta memberikan nasihat untuk penggunaan pengetahuan atau teknologi lokal.
Sedangkan manfaat yang diperoleh dari praktik CSR yang dilakukan melalui kemitraan tiga sektor bagi masing-masing pihak yang terlibat diantaranya :
1) Bagi perusahaan, kemitraan tiga sektor dapat membantu manajemen memusatkan penyelesaian masalah sosial yang dihadapi dari berbagai aspek demi terciptanya keberlangsungan usaha perusahaan.
2) Bagi masyarakat, kemitraan tiga sektor memungkinkan terciptanya kesinambungan program-program yang dijalankan karena pengelolaannya tidak hanya bertumpu pada salah satu pihak saja. Selain itu, masyarakat memperoleh peningkatan pelayanan publik dan mendapat kesempatan menentukan sendiri kebutuhan serta membangun program yang sesuai dengan karakteristik (tingkat teknologi, pengetahuan dan keterampilan) mereka.
3) Pemerintah dapat memperbaiki kinerja pelayanan publik serta meningkatkan persepsi dan kepercayaan terhadap legitimasinya.
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BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Deskripsi Umum Profil Kemiskinan di Wilayah Pertambangan PT. Agincourt Resources
1. Gambaran Umum Kecamatan Batangtoru
Kecamatan Batangtoru secara administratif berada dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara. Kecamatan Batangtoru dengan ibu kota Batangtoru terdiri dari 4 kelurahan dan 25 desa dengan jumlah penduduk 29.469 jiwa.
Luas Kecamatan Batangtoru 281,77 km2 dan secara geografis terletak pada 01˚23'18'' - 01˚42'09'' Lintang Utara dan 99˚49'58'' - 99˚11'29'' Bujur Timur. Secara administratif Kecamatan Batang Toru berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah, sebelah Selatan dengan Kecamatan Angkola Barat, sebelah Timur dengan Kecamatan Sipirok dan Kecamatan Marancar, dan sebelah Barat dengan Kecamatan Angkola Barat dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
Kondisi tanah di Batangtoru datar dan berbukit. Sedangkan khusus kelurahan/desa lokasi penelitian, yakni Kelurahan Wek I, Wek II, Wek III, Wek IV, Desa Perkebunan Batangtoru, Telo, Napa, Aek Pining, Sumuran, Perkebunan Aek Pahu, dan Batu Hula umumnya datar. 
128

Hampir sama dengan kecamatan lainnya di Tapsel, penduduk Batangtoru tidak begitu padat, yakni 29.469 jiwa mendiami luas wilayah 281,77 km2 dengan kepadatan penduduk 104,59 jiwa/km2.
Jumlah penduduk terbanyak ada di Kelurahan Aek Pining yakni 2.636 jiwa, Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit ada di Desa Siagian yakni 162 jiwa. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut :
	No
	Desa/Kelurahan
	Luas (km2)
	Penduduk
	Kepadatan (jiwa/km2)

	1
	Hapesong lama
	7.15
	1,206
	168.67

	2
	Perk Hapesong
	40.00
	1,135
	28.38

	3
	Padang Lancat
	8.15
	1,040
	127.61

	4
	Sialang
	4.15
	299
	72.05

	5
	Siloung
	3.75
	354
	94.40

	6
	Sisoma Jae
	8.15
	315
	38.65

	7
	Parinduhan
	5.73
	207
	36.13

	8
	Sianggunan
	6.10
	1,027
	168.36

	9
	Huta Baru
	7.00
	459
	65.57

	10
	Siagian
	5.50
	162
	29.45

	11
	Sipenggeng
	9.15
	1,028
	112.35

	12
	Hapesong Baru
	10.15
	2,503
	246.60

	13
	Sigala Gala
	5.29
	539
	101.89

	14
	Perk Batang Toru
	39.00
	1,022
	26.21

	15
	Telo
	5.35
	477
	89.16

	16
	Wek III Batang Toru
	4.15
	1.048
	252.53

	17
	Wek II Batang Toru
	3.50
	1,508
	430.86

	18
	Wek I Batang Toru
	4.00
	1,475
	368.75

	19
	Wek IV Batang Toru
	4.15
	1,601
	385.78

	20
	Napa
	8.35
	1,712
	205.03

	21
	Aek Pining
	9.10
	2,636
	289.67

	22
	Sumuran 
	10.15
	1,239
	122.07

	23
	Perk Aek Pahu
	5.51
	232
	42.11

	24
	Batu Hula
	7.35
	857
	116.60

	25
	Aek Ngadol
	8.10
	705
	87.04

	26
	Sitinjak
	6.15
	258
	41.95

	27
	Huta Godang
	10.10
	1,623
	160.69

	28
	Garoga
	9.95
	784
	78.79

	29
	Batu Horing
	26.59
	2,018
	75.89

	Jumlah
	281.77
	29,469
	104.59


Tabel 3.1 Luas, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Dirinci Menurut Desa/Kelurahan

Dari jumlah itu, penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yakni 14.903 jiwa dibanding penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 14.566 jiwa.
	No
	Desa/Kelurahan
	Laki-Laki
	Perempuan
	Jumlah

	1
	Hapesong lama
	623
	538
	1.206

	2
	Perk Hapesong
	588
	547
	1.135

	3
	Padang Lancat
	508
	532
	1.040

	4
	Sialang
	151
	148
	299

	5
	Siloung
	187
	167
	354

	6
	Sisoma Jae
	158
	157
	315

	7
	Parinduhan
	100
	107
	207

	8
	Sianggunan
	515
	512
	1.027

	9
	Huta Baru
	237
	222
	459

	10
	Siagian
	78
	84
	162

	11
	Sipenggeng
	525
	503
	1.028

	12
	Hapesong Baru
	1.263
	1.240
	2.503

	13
	Sigala Gala
	278
	261
	539

	14
	Perk Batang Toru
	538
	484
	1.022

	15
	Telo
	240
	237
	477

	16
	Wek III Batang Toru
	506
	542
	1.048

	17
	Wek II Batang Toru
	749
	759
	1.508

	18
	Wek I Batang Toru
	745
	730
	1.475

	19
	Wek IV Batang Toru
	823
	778
	1.601

	20
	Napa
	851
	861
	1.712

	21
	Aek Pining
	1.350
	1.286
	2.636

	22
	Sumuran 
	631
	608
	1.239

	23
	Perk Aek Pahu
	122
	110
	232

	24
	Batu Hula
	437
	420
	857

	25
	Aek Ngadol
	352
	353
	705

	26
	Sitinjak
	117
	141
	258

	27
	Huta Godang
	820
	803
	1.623

	28
	Garoga
	390
	394
	784

	29
	Batu Horing
	1.021
	997
	2.018

	Jumlah
	14.903
	14.566
	29.469



Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin Dan Desa/Kelurahan
Jumlah rumah tangga di Batangtoru ada sebanyak 7.023 dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4 orang. Rumah tangga terbanyak ada di Desa Aek Pining dengan 631 rumah tangga dan yang paling sedikit ada di Desa Siagian yakni 35 rumah tangga.
	No
	Desa/Kelurahan
	Rumah Tangga
	Penduduk
	Rata-Rata Anggota Rumah Tangga

	1
	Hapesong lama
	325
	1,206
	3.71

	2
	Perk Hapesong
	315
	1,135
	3.60

	3
	Padang Lancat
	257
	1,040
	4.05

	4
	Sialang
	67
	299
	4.46

	5
	Siloung
	79
	354
	4.48

	6
	Sisoma Jae
	78
	315
	4.04

	7
	Parinduhan
	52
	207
	3.89

	8
	Sianggunan
	253
	1,027
	4.06

	9
	Huta Baru
	106
	459
	4.33

	10
	Siagian
	35
	162
	4.63

	11
	Sipenggeng
	227
	1,028
	4.53

	12
	Hapesong Baru
	621
	2,503
	4.03

	13
	Sigala Gala
	130
	539
	4.15

	14
	Perk Batang Toru
	307
	1,022
	3.33

	15
	Telo
	119
	477
	4.01

	16
	Wek III Batang Toru
	274
	1.048
	3.82

	17
	Wek II Batang Toru
	361
	1,508
	4.18

	18
	Wek I Batang Toru
	339
	1,475
	4.35

	19
	Wek IV Batang Toru
	369
	1,601
	4.34

	20
	Napa
	402
	1,712
	4.26

	21
	Aek Pining
	631
	2,636
	4.18

	22
	Sumuran 
	296
	1,239
	4.19

	23
	Perk Aek Pahu
	55
	232
	4.22

	24
	Batu Hula
	192
	857
	4.46

	25
	Aek Ngadol
	152
	705
	4.64

	26
	Sitinjak
	61
	258
	4.23

	27
	Huta Godang
	339
	1,623
	4.79

	28
	Garoga
	170
	784
	4.61

	29
	Batu Horing
	411
	2,018
	4.91

	Jumlah
	7.023
	29,469
	4.20



Tabel 3.3 Jumlah Rumah Tangga
Dari sektor pertanian, daerah Batangtoru dikenal sebagai daerah pertanian tanaman padi sawah dan perkebunan. Kondisi tanahnya memang mendukung sebagai daerah pertanian. Untuk tahun 2007, produksi padi sawah yang dihasilkan daerah itu sebanyak 25.645 ton dan produksi jagung ada sebanyak 2.130 ton. Tanaman ubi kayu juga banyak diproduksi daerah itu yakni sebanyak 603 ton sedangkan kacang kedelai sebanya 298,5 ton.Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut :
	No
	Jenis Tanaman
	Luas Panen Bersih (ha)
	Rata-Rata Produktivitas (kw/ha)
	Produk (Ton)

	1
	Padi sawah
	4.460.00
	57.50
	25.645.00

	2
	Padi ladang
	99.00
	30.00
	297.00

	3
	Padi sawah + Padi ladang
	4.559.00
	-
	25.942.00

	4
	Jagung
	355.00
	60.00
	2.130.00

	5
	Ubi kayu
	67.00
	90.00
	603.00

	6
	Ubi jalar
	20.00
	70.00
	140.00

	7
	Kacang tanah
	89.00
	20.00
	178.00

	8
	Kacang kedelai
	199.00
	15.00
	298.50

	9
	Kacang hijau
	5.00
	10.00
	5.00



Tabel 3.4 Luas Panen, Rata-Rata Produkvitas dan Produksi Sektor Pertanian

Di sisi lain, Batangtoru juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis sayur-sayuran, misalnya mentimun, kacang panjang, tomat dan cabe. Produksi tanaman sayuran yang paling banyak adalah cabe, yakni sebanyak 78 ton. Selain jadi konsumsi masyarakat setempat, hasil tanaman sayur-sayuran itu banyak di jual ke Padangsidimpuan, sebagai ibukota Tapanuli Selatan. Hasil produksi sayur-sayuran itu bisa dilihat dalam tabel berikut :
	No
	Jenis Tanaman
	Luas Panen Bersih (ha)
	Rata-Rata Produktivitas (kw/ha)
	Produksi (Ton)

	1
	Mentimun
	3.00
	70.00
	21.00

	2
	Kacang panjang
	10.00
	40.00
	40.00

	3
	Terong
	1.00
	-
	-

	4
	Tomat
	12.00
	60.00
	72.00

	5
	Kangkung
	5.00
	-
	-

	6
	Bayam
	8.00
	60.00
	48.00

	7
	Cabe
	52.00
	15.00
	78.00

	8
	Petai
	-
	-
	-

	9
	Kentang
	-
	-
	-

	10
	Kubis
	-
	-
	-

	11
	Bawang merah
	-
	-
	-

	12
	Bawang putih
	-
	-
	-

	13
	Bawang daun 
	5.00
	-
	-

	14
	Buncis
	-
	-
	-

	15
	Labu siam
	1.00
	-
	-

	16
	Lobak
	-
	-
	-

	17
	Kacang merah
	-
	-
	-



Tabel 3.5 Luas Panen, Rata-Rata Produkvitas dan Produksi Sayur-Sayuran

Kecamatan Batangtoru juga dikenal sebagai daerah perkebunan. Ini tidak terlepas dari adanya perkebunan milik negara dan milik swasta yang ada di daerah itu, khususnya di daerah Hapesong. Hasil perkebunan yang paling dikenal adalah karet dan kelapa sawit. 
Tanaman karet ada seluas 2.630 ha dengan produksi 232,75 ton dan luas tanaman kelapa sawit 1.603 ha dengan produksi 324.428 ton. Selain itu ada juga tanaman kakao seluas 483 ha dan coklat 483 ha.



Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut :
	No
	Jenis Tanaman
	Luas Tanaman (ha)
	Produksi (Ton)

	1
	Karet 
	2.630.00
	232.75

	2
	Kelapa sawit
	1.603.00
	324.428

	3
	Kopi 
	1.00
	0.80

	4
	Kelapa
	11.00
	9.80

	5
	Kakao
	483.00
	36.031

	6
	Coklat
	483.00
	36.031

	7
	Cengkeh
	1.00
	0.25

	8
	Kemenyan
	-
	-

	9
	Kulit manis
	6.00
	1.30

	10
	Nilam
	-
	-

	11
	Kemiri
	5.00
	3.70

	12
	Tembakau
	-
	-

	13
	Aren
	4.00
	3.00

	14
	Pala
	-
	-

	15
	Lada
	-
	-

	16
	Kapuk
	-
	-

	17
	Pinang
	10.00
	8.90

	18
	Teh
	-
	-

	19
	Gambir
	-
	-

	20
	Jahe
	-
	-

	21
	Kapulaga
	-
	-

	22
	Jambu mente
	-
	-



Tabel 3.6 Luas Panen, Rata-Rata Produkvitas dan Produksi Sektor Perkebunan

Keberadaan perkebunan milik negara di Batangtoru secara langsung juga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat setempat. Selain menjadi sumber PAD bagi pemerintah, perkebunan itu juga banyak menyerap tenaga kerja lokal sehingga menjadi lahan pekerjaan bagi warga Batangtoru.
Meski tenaga kerja dari luar juga banyak yang bekerja di perkebunan tersebut, tapi itu tidak mengganggu kehidupan sosial kemasyarakatannya yang memang sudah dikenal damai dan berlangsung dengan kekeluargaan. Hal ini didukung juga fakta bahwa di daerah itu tidak pernah terjadi konflik antarmasyarakat.
Kehidupan sosial yang aman dan damai juga diikuti kehidupan beragama yang taat bagi pemeluknya dan toleransi antarumat beragama sangat tinggi. Masyarakat Batangtoru dikenal taat beribadah dan meski secara mayoritas dihuni umat Islam tapi hubungan dengan pemeluk agama lainnya (Kristen) juga sangat baik. Hal ini terlihat juga dari jumlah sarana rumah ibadah yang ada di sana, yakni sebanyak 41 mesjid dan 42 musola, sedangkan gereja ada sebanyak 13 unit.
Seiring dengan tuntutan jaman, sektor pendidikan di Batangtoru juga terus berpacu. Perhatian pemerintah setempat dan pemerintah kabupaten terhadap sektor pendidikan di daerah itu juga terus meningkat. Di sisi lain, minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya juga semakin tinggi.
Jumlah sekolah yang ada di sana juga sudah memenuhi kebutuhan masyarakat. Hingga tahun 2008, jumlah SD Negeri di Batangtoru ada sebanyak 36 unit dengan jumlah murid 6.478 orang dan jumlah guru sebanyak 342 orang.
Tingkat sekolah menengah pertama, ada 8 sekolah dengan perincian 4 sekolah SMP Negeri, 1 MTS Negeri, 1 SMP swasta, dan 3 MTS swasta dengan jumlah murid keseluruhan sebanyak 2.803 orang dan jumlah guru 191 orang.
Jumlah sekolah menengah tingkat atas ada 4 unit dengan perincian 1 SMA Negeri, 1 SMK Negeri, dan 2 Madrasah Aliyah swasta, dengan jumlah murid keseluruhan sebanyak 1.370 orang dan jumlah guru sebanyak 92 orang.

2. Gambaran Umum PT. Agincourt Resources
PT Agincourt Resources (PTAR) adalah perusahaan yang dimiliki oleh G Resources Group Limited, sebuah perusahaan yang terdaftar di Hongkong Stock Exchange. Proyek yang dioperasikan saat ini adalah tambang emas Martabe yang berlokasi di Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kantor atau basecamp PTAR berlokasi di Jalan Merdeka Barat Km 2,5, Kelurahan Aek Pining, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 
PTAR memiliki kontrak karya generasi keenam dengan Pemerintah Republik Indonesia, dengan luas area kerja 163.927 ha, terbentang dari wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal
PTAR memegang teguh nilai-nilai utama yaitu GREAT, yang dijabarkan seperti di bawah ini :
G (Growth) 	: berkembang dan menjadi nilai tambah bagi semua 
pemangku kepentingan
R (Respect) 	: saling menghormati sesama karyawan, masyarakat, 
Budaya setempat dan pemangku kepentingan
E (Excellence) 	: melakukan yang terbaik setiap pekerjaan
A (Action) 	: berbuat untuk menjadi unggul dalam 
kompetisi
T (Transparency)	: keterbukaan, kejujuran dan tata kelola 
yang baik

B. Dampak Sosial Ekonomi Adanya Hukum Sebagai Sarana Pemberdayaan CSR
1. Sejarah Perkembangan Hukum CSR Sebagai Sarana Pemberdayaan CSR
Pada dasarnya, dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia maka salah satu teori hukum yang banyak mengundang atensi dari para pakar dan masyarakat adalah mengenai Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H., LL.M. Ada beberapa argumentasi krusial mengapa Teori Hukum Pembangunan tersebut banyak mengundang banyak atensi, yang apabila dijabarkan aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut: Pertama, Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi Teori Hukum Pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik. Kedua, secara dimensional maka Teori Hukum Pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (way of live) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi structure (struktur), culture (kultur) dan substance (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman.[footnoteRef:146] Ketiga, pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (law as a tool social engeneering) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.[footnoteRef:147] [146:  Lawrence W. Friedman, American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 1-8.]  [147:  Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 5.] 

Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (tool) menjadi hukum sebagai sarana (instrument) untuk membangunan masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena :[footnoteRef:148] [148:  Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan, CV Utomo, Jakarta, 2006, hlm. 415.] 

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan the Supreme Court) pada tempat lebih penting.
2. Konsep hukkum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “legisme” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
3. Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.
Lebih detail maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa:[footnoteRef:149] [149:  Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14.] 

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya.[footnoteRef:150] Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.[footnoteRef:151] Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban.  [150:  Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun, hlm. 2-3.]  [151:  Ibid., hlm. 2-3.] 

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”/”law as a tool of social engeneering” atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :[footnoteRef:152] [152:  Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13.] 

“Hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.”

Aksentuasi tolok ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi sebagai inti Teori Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu :
1. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.
Apabila diuraikan secara lebih intens, detail dan terperinci maka alur pemikiran di atas sejalan dengan asumsi Sjachran Basah yang menyatakan bahwa fungsi hukum yang diharapkan selain dalam fungsinya yang klasik, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara.[footnoteRef:153]  [153:  Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 13.] 

Dalam hubungan dengan fungsi hukum yang telah dikemukakan, Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (institution) dan proses-proses (processes) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.[footnoteRef:154] Dengan kata lain suatu pendekatan normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila hendak melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh. [154:  Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 11.] 

Pada bagian lain, Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa :
“Hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (institution) dan proses (processes) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”. 

Pengertian hukum di atas menunjukkan bahwa untuk memahami hukum secara holistik tidak hanya terdiri dari asas dan kaidah, tetapi juga meliputi lembaga dan proses. Keempat komponen hukum itu bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya dalam arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan keempat komponen hukum yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, berarti pembinaan hukum setelah melalui pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanisme yurisprudensi.
Berdasarkan hal sebagaimana telah dijelaskan diatas, diharapkan hukum dapat menyelesaikan segala permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang kini semakin rumit.
Terkait masalah yang timbul pada masyarakat yang hidup disekitar pertambangan, Pemerintah Indonesia telah melakukan regulasi peraturan perundang-undangan demi terciptanya hukum sebagai sarana (instrument) untuk membangunan masyarakat, dengan cara menerapkan secara aktif program tanggungjawab perusahaan dan menciptakan konsep tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar perusahaan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut :
CSR diatur dalam Pasal 74 UU Perseroan Terbatas yang isinya :
1) Perseoran yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan.
2) Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseoran yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketetentuan peraturan perundang-undangan.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan diatur oleh Peraturan Pemerintah.
Dari Pasal 74 UU Perseroan Terbatas, dapat dilihat kalau CSR adalah kewajiban hukum dan bukan hanya kewajiban moral. Sebagai Kewajiban hukum, hanya diberlakukan terbatas bagi Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Menurut Penjelasan Pasal 74 UUPT, Perseoran yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sementara itu, Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseoran yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.
Dalam hal pemberian sanksi, UU PT tidak memberikan sanksi yang tegas. Menurut Pasal 74 ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Karena dalam bentuk Peraturan Pemerintah, maka sanksinya kurang lebih adalah sanksi administratif. Dalam hal pendanaan. Menurut Pasal 74 ayat (1), dapat dianggarkan oleh Perseoran tersebut dan pengeluarannya dapat diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.
Pasal 15 huruf b UU Penanaman Modal (UUPM) yang mengatur bahwa setiap penanaman modal wajib melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan. Pasal 16 huruf (d) UUPM menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan hidup, selanjutnya Pasal 16 huruf (e) menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggungjawab menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja. Pasal 17 UUPM juga mengatur bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sanksi yang diberikan jika tidak melaksanakan CSR yakni tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa badan usaha atau usaha perseorangan tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Pasal 68 huruf b UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni : “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup”.
Selain dalam UU, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut Pengaturan CSR yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya (UU 11 Nomor 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas adalah dibentuk berdasarkan Pasal 5 UUD 1945, dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PP ini dibuat untuk melaksanakan Pasal 74 UU 40 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini juga disebutkan pada Pasal 3, Kewajiban ini berlaku bagi perseoroan yang menjalankan bidang usahanya berkaitan dengan sumberdaya alam. Secara garis besar Peraturan pemerintah ini terkesan memberikan dukungan terhadap kegelisahan pelaku usaha maupun pelaku pembangunan dalam tatanan hukum dan tanggungjawab sosial-lingkungan. Dalam hal ini, juga disebutkan bahwa tanggungjawab sosial merupakan biaya bagi perseroan seperti disebutkan pada pasal 5.



Pengaturan tanggungjawab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk :
1. Meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan di Indonesia;
2. Memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan; dan
3. Menguatkan pengaturan tanggungjawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.
CSR diatur pula dalam Keputusan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007. Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). PKBL terdiri program perkuatan usaha kecil melalui pemberian pinjaman dana bergulir dan pendampingan (disebut Program Kemitraan), serta program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar (disebut Program Bina Lingkungan), dengan dana kegiatan yang bersumber dari laba BUMN. Dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum tanggungjawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Kementrian Sosial memandang penting dibentuknya forum CSR pada level Provinsi, sebagai sarana kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha.


Menilik sejarahnya, gerakan CSR modern yang berkembang pesat selama dua puluh tahun terakhir ini lahir akibat desakan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan jaringannya di tingkat global. Keprihatinan utama yang disuarakan adalah perilaku korporasi, demi maksimalisasi laba, lazim mempraktekkan cara-cara yang tidak fair dan tidak etis, dan dalam banyak kasus bahkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi. Beberapa raksasa korporasi transnasional sempat merasakan jatuhnya reputasi mereka akibat kampanye dalam skala global tersebut.[footnoteRef:155] [155:  Sumbangan Pemikiran BWI pada Penyusunan Peraturan Pemerintah Perihal Tanggungjawab Sosial Korporasi, The Business Watch Indonesia, Desember 2007, hlm. 26.] 

Hingga dekade 1980-90 an, wacana CSR terus berkembang. Munculnya KTT Bumi di Rio pada 1992 menegaskan konsep sustainibility development (pembangunan berkelanjutan) sebagai hal yang mesti diperhatikan, tak hanya oleh negara, tapi terlebih oleh kalangan korporasi yang kekuatan kapitalnya makin menggurita. Tekanan KTT Rio, terasa bermakna sewaktu James Collins dan Jerry Porras meluncurkan Built To Last; Succesful Habits of Visionary Companies di tahun 1994. Lewat riset yang dilakukan, mereka menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terus hidup bukanlah perusahaan yang hanya mencetak keuntungan semata.
Sebagaimana hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) di Rio de Janeiro Brazilia 1992, menyepakati perubahan paradigma pembangunan, dari pertumbuhan ekonomi (economic growth) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Dalam perspektif perusahaan, di mana keberlanjutan dimaksud merupakan suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis, berdasarkan konsep kemitraan dan rekanan dari masing-masing stakeholder. 
Ada lima elemen sehingga konsep keberlanjutan menjadi penting, di antaranya adalah : (1) ketersediaan dana, (2) misi lingkungan, (3) tanggungjawab sosial, (4) terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah), (5) mempunyai nilai keuntungan/manfaat.
Pertemuan Yohannesburg tahun 2002 yang dihadiri para pemimpin dunia memunculkan konsep social responsibility, yang mengiringi dua konsep sebelumnya yaitu economic dan environment sustainability. Ketiga konsep ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggungjawab sosialnya (Corporate Social Responsibility). Pertemuan penting UN Global Compact di Jenewa, Swiss, Kamis, 7 Juli 2007 yang dibuka Sekjen PBB mendapat perhatian media dari berbagai penjuru dunia. Pertemuan itu bertujuan meminta perusahaan untuk menunjukkan tanggungjawab dan perilaku bisnis yang sehat yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR).
Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Atau dalam pengertian kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya, baik lokal, nasional, maupun global. Karenanya pengembangan CSR ke depan seyogyanya mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan.
Prinsip keberlanjutan mengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengelola lingkungannya dan kemampuan institusinya dalam mengelola pembangunan, serta strateginya adalah kemampuan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial yang menghargai kemajemukan ekologi dan sosial budaya. Kemudian dalam proses pengembangannya tiga stakeholder inti diharapkan mendukung penuh, di antaranya adalah : perusahaan, pemerintah dan masyarakat.
CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggungjawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja. Tapi tanggungjawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines. Di sini bottom lines lainnya selain finansial juga adalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila, perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, di berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya.
Pada bulan September 2004, ISO (International Organization for Standardization) sebagai induk organisasi standarisasi internasional, berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim (working group) yang membidani lahirnya panduan dan standarisasi untuk tanggungjawab sosial yang diberi nama ISO 26000: Guidance Standard on Social Responsibility.
Pengaturan untuk kegiatan ISO dalam tanggungjawab sosial terletak pada pemahaman umum bahwa SR adalah sangat penting untuk kelanjutan suatu organisasi. Pemahaman tersebut tercermin pada dua sidang, yaitu “Rio Earth Summit on the Environment” tahun 1992 dan “World Summit on Sustainable Development (WSSD)” tahun 2002 yang diselenggarakan di Afrika Selatan.
Pembentukan ISO 26000 ini diawali ketika pada tahun 2001 badan ISO meminta ISO on Consumer Policy atau COPOLCO merundingkan penyusunan standar Corporate Social Responsibility. Selanjutnya badan ISO tersebut mengadopsi laporan COPOLCO mengenai pembentukan “Strategic Advisory Group on Social Responsibility” pada tahun 2002. Pada bulan Juni 2004 diadakan pre-conference dan conference bagi negara-negara berkembang, selanjutnya di tahun 2004 bulan Oktober, New York Item Proposal atau NWIP diedarkan kepada seluruh negara anggota, kemudian dilakukan voting pada bulan Januari 2005, dimana 29 negara menyatakan setuju, sedangkan 4 negara tidak. Dalam hal ini terjadi perkembangan dalam penyusunan tersebut, dari CSR atau Corporate Social Responsibility menjadi SR atau Social Responsibility saja. Perubahan ini, menurut komite bayangan dari Indonesia, disebabkan karena pedoman ISO 26000 diperuntukan bukan hanya bagi korporasi tetapi bagi semua bentuk organisasi, baik swasta maupun publik.
ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung tanggungjawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju. Dengan ISO 26000 ini akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggungjawab sosial yang berkembang saat ini dengan cara : 1) mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggungjawab sosial dan isunya; 2) menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif; dan 3) memilah praktek-praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional.
Apabila hendak menganut pemahaman yang digunakan oleh para ahli yang menggodok ISO 26000 Guidance Standard on Social responsibility yang secara konsisten mengembangkan tanggungjawab sosial maka masalah SR akan mencakup 7 isu pokok yaitu :
1. Pengembangan Masyarakat
2. Konsumen
3. Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat
4. Lingkungan
5. Ketenagakerjaan
6. Hak asasi manusia
7. Organizational Governance (Governance Organisasi)
ISO 26000 menerjemahkan tanggungjawab sosial sebagai tanggungjawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang :
1) Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat;
2) Memperhatikan kepentingan dari para stakeholder;
3) Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional;
4) Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.
Berdasarkan konsep ISO 26000, penerapan Sosial Responsibility hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi yang mencakup 7 isu pokok diatas. Dengan demikian jika suatu perusahaan hanya memperhatikan isu tertentu saja, misalnya suatu perusahaan sangat peduli terhadap isu lingkungan, namun perusahaan tersebut masih mengiklankan penerimaan pegawai dengan menyebutkan secara khusus kebutuhan pegawai sesuai dengan gender tertentu, maka sesuai dengan konsep ISO 26000 perusahaan tersebut sesungguhnya belum melaksanakan tanggungjawab sosialnya secara utuh. Contoh lain, misalnya suatu perusahaan memberikan kepedulian terhadap pemasok perusahaan yang tergolong industri kecil dengan mengeluarkan kebijakan pembayaran transaksi yang lebih cepat kepada pemasok UKM. Secara logika produk atau jasa tertentu yang dihasilkan UKM pada skala ekonomi tertentu akan lebih efisien jika dilaksanakan oleh UKM. Namun UKM biasanya tidak memiliki arus kas yang kuat dan jaminan yang memadai dalam melakukan pinjaman ke bank, sehingga jika perusahaan membantu pemasok UKM tersebut, maka bisa dikatakan perusahaan tersebut telah melaksanakan bagian dari tanggungjawab sosialnya.
Prinsip-prinsip dasar tanggungjawab sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan tanggungjawab sosial menurut ISO 26000 meliputi :
1) Kepatuhan kepada hukum
2) Menghormati instrumen/badan-badan internasional
3) Menghormati stakeholders dan kepentingannya
4) Akuntabilitas
5) Transparansi
6) Perilaku yang beretika
7) Melakukan tindakan pencegahan
8) Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia
Ada empat agenda pokok yang menjadi program kerja tim itu hingga tahun 2008, diantaranya adalah menyiapkan draf kerja tim hingga tahun 2006, penyusunan draf ISO 26000 hingga Desember 2007, finalisasi draf akhir ISO 26000 diperkirakan pada bulan September 2008 dan seluruh tugas tersebut diperkirakan rampung pada tahun 2009.
Pada pertemuan tim yang ketiga tanggal 15-19 Mei 2006 yang dihadiri 320 orang dari 55 negara dan 26 organisasi internasional itu, telah disepakati bahwa ISO 26000 ini hanya memuat panduan (guidelines) saja dan bukan pemenuhan terhadap persyaratan karena ISO 26000 ini memang tidak dirancang sebagai standar sistem manajemen dan tidak digunakan sebagai standar sertifikasi sebagaimana ISO-ISO lainnya.
Adanya ketidakseragaman dalam penerapan CSR diberbagai negara menimbulkan adanya kecenderungan yang berbeda dalam proses pelaksanaan CSR itu sendiri di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman umum dalam penerapan CSR di manca negara. Dengan disusunnya ISO 26000 sebagai panduan (guideline) atau dijadikan rujukan utama dalam pembuatan pedoman SR yang berlaku umum, sekaligus menjawab tantangan kebutuhan masyarakat global termasuk Indonesia.

2. Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Penerapan Hukum Sebagai Sarana Pemberdayaan CSR
Penerapan CSR di perusahaan akan menciptakan iklim saling percaya di dalamnya, yang akan menaikkan motivasi dan komitmen karyawan. Pihak konsumen, investor, pemasok, dan stakeholders yang lain juga telah terbukti lebih mendukung perusahaan yang dinilai bertanggungjawab sosial, sehingga meningkatkan peluang pasar dan keunggulan kompetitifnya. Dengan segala kelebihan itu, perusahaan yang menerapkan CSR akan menunjukkan kinerja yang lebih baik serta keuntungan dan pertumbuhan yang meningkat.
CSR secara global tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas derma atau karitatif atau sikap sukarela yang dilakukan pihak perusahaan. Namun, paradigma baru CSR mengarah pada sebuah bentuk komitmen suatu perusahaan, dalam melakukan tanggungjawab atau timbal balik (feed back) kepada masyarakat dan lingkungan, serta pembangunan ekonomi mandiri secara berkelanjutan.[footnoteRef:156] [156:  Asa Ria Pranoto, Dede yusuf, Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang di Desa Sarĳaya, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 18, Nomor 1, Juli 2014, hlm. 40.] 

Lahirnya paradigma tersebut seiring dengan lahirnya konsep pembangunan berkelanjutan. Kesadaran tersebut lahir dan berkembang sebagai tugas dan tanggungjawab yang harus dilakukan, mengingat munculnya beragam konflik dan kesenjangan sosial antar tenaga dengan pemilik perusahaan, serta masyarakat disekitar lingkungan kerja.
Pada tahun-tahun awal perkembangan paradigma tersebut, CSR masih dipandang sebagai sebuah tanggungjawab sosial yang dilaksanakan secara primitif. Belum adanya sebuah standar baku pedoman pelaksanaan dan penilaian terhadap pelaksanaan CSR menjadi kendala utama dalam kesepemahaman konsep.
Pada tahun 2004, ISO selaku organisasi standardisasi mutu internasional berinisiatif untuk membentuk working group yang kemudian melahirkan panduan dan standardisasi pelaksanaan tanggungjawab perusahaan dalam bentuk ISO 26000. Titik kritis dalam dokumen standardisasi tersebut menekankan, social responsibility adalah titik penting dalam kelanjutan sebuah organisasi. Di dalam cakupan dokumen itu memuat beberapa isu pokok diantaranya adalah pengembangan masyarakat, konsumen, praktik kegiatan institusi yang sehat, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dan organizational governance.
Penerapan CSR perusahaan melibatkan masyarakat sekitar, baik sebagai subyek maupun objek program. Hal ini karena masyarakat adalah salah satu elemen penting dan sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan keberlanjutan perusahaan. Masyarakatlah yang paling merasakan dampak dari berbagai aktivitas produksi yang dilakukan dan dampak tersebut terjadi terutama dampak sosial, ekonomi, budaya dan juga lingkungan hidup. Dalam hal ini perusahaan dan atau pertambangan tidak dituntut untuk menggantikan posisi pemerintah yang harus melindungi warganya, namun dapat membantu dan berperan aktif demi keberlangsungan hidup warga masyarakat di sekitarnya. Jika itu dilakukan, maka akan memberikan efek karambol bagi keberadaan perusahaan pertambangan itu sendiri, secara tidak langsung dapat mendongkrak citra perusahaan pertambangan tersebut di mata masyarakat, bahkan Negara. Pencitraan ini diperlukan agar perusahaan dan atau pertambangan dapat menciptakan brand-image yang baik, dan positif. Semakin baik brand-imagenya akan semakin popular perusahaan tersebut, dan popularitas yang dapat direngkuhnya akan meningkatkan posisi tawar di hadapan konsumen dan produsen lainnya.
Dalam konteks global, istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business, karya John Elkington. Dalam buku tersebut, John Elkington mengembangkan tiga komponen penting, yakni : sustainable development, yakni economic growth, environmental protection, dan social equity, yang digagas the World Commission on Environment and Development (WCED) dalam Brundtland Report.[footnoteRef:157]  [157:  Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kajian Analisis Isu-Isu Sektor SDM, Jakarta, 2012, hlm. 71.] 




Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus: 3P, singkatan dari profit, planet dan people. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit). Melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people).[footnoteRef:158] [158:  Elkington, Canibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business, New Society Publisher, 2008, hlm. 78.] 

Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (Corporate Social Activity) atau “aktivitas sosial perusahaan”. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Melalui konsep investasi sosial perusahaan “seat belt”. Sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional.
Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwasanya kegiatan perusahaan membawa dampak – for better or worse, bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya shareholders atau para pemegang saham. Melainkan pula stakeholders, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.
Stakeholders dapat mencakup karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, media massa dan pemerintah selaku regulator. Jenis dan prioritas stakeholders relatif berbeda antara satu perusahaan dengan lainnya, tergantung pada core bisnis perusahaan yang bersangkutan.
Pada pelaksanaan program CSR (Corporate Social Responsibility) ini menjadi tuntutan yang mutlak seiring dengan adanya keberhasilan dalam mencapai tujuan bukan hanya dipengaruhi pada faktor internal perusahan melainkan juga oleh komunitas masyarakat yang berada disekelilingnya. Dalam pelaksanaannya, CSR (Corporate Social Responsibility) memerlukan peran aktif serta kerjasama dengan seluruh stakeholders. Sinergi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility) dapat memaksimalkan manfaat pembangunan secara langsung turut menciptakan sebuah tatanan Negara menuju Good Governance.[footnoteRef:159] [159:  Priyo Sambodo, Implementasi Dana Bantuan PT. Kideco Jaya Agung Dalam Pembangunan Di Desa Sempulang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 2, Nomor 2 , 2014, hlm. 2163.] 

Pemerintah dapat berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR (Corporate Social Responsibility). Pembangunan nasional pada dasarnya tidak hanya tanggungjawab pemerintah untuk melaksanakannya, tetapi juga anggota masyarakat dan juga pihak swasta yang berwujud korporat untuk terlibat langsung maupun tidak langsung dalam usaha pengembangan masyarakat. Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 1 menyebutkan bahwa “ Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha dibidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan”. Kemudian pada UU No. 25 tahun 2007 pasal 15 (b) manyatakan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial korporat.
Dalam hal ini dimaknai sebagai tanggungjawab sosial korporat (CSR) yang mengarah pada pengembangan masyarakat lokal sekitar korporat itu berdiri. Sedangkan pemerintah baik pusat maupun daerah menyediakan perangkat peraturannya sebagai regulator dalam hubungan antara masyarakat, swasta dan pemerintah. Hal ini tentu menjadi landasan bagi setiap perusahaan swasta terutama perusahaan dalam skala besar untuk menjalankan program CSR (Corporate Social Responsibility).
Pembangunan selalu dipahami sebagai serangkaian upaya untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat agar lebih menjadi lebih baik, dengan cara menggerakkan partisipasi masyarakat itu sendiri. Salah satu konsep pembangunan yang digunakan saat ini, yang mengikut sertakan masyarakat dalam pembangunan adalah pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong dan memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikis serta berupaya untuk mengembangkannya. Dalam perealisasian pembangunan yang merupakan swadaya masyarakat lokal, pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan karena pembangunan yang ada ini berbasis pada masyarakat. Peran yang dimainkan oleh pemberdayaan pada hakikatnya adalah untuk memperkuat daya dan memampukan agar masyarakat semakin mandiri dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses penguatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat.[footnoteRef:160] [160:  Mardikanto dan Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 48.] 

Dalam hal ini CSR harus mengambil peranan yang lebih besar karena CSR paling mengetahui mengenai kondisi, potensi, dan kebutuhan masyarakat. Selain memotivasi, mengawasi dan mengarahkan pengembangan, CSR juga memiliki peran yang harus dikerjakan yakni memberdayakan masyarakat, dimana setiap potensi atau keahlian yang dimiliki masyarakat yang berkaitan erat dengan pengembangan harus digunakan.
CSR memiliki beberapa tingkatan berdasarkan ruang lingkup dan kompleksitasnya, yaitu :[footnoteRef:161] [161:  Ibid.., hlm. 72.] 

1. Kepatuhan terhadap semua hukum yang ada
2. CSR dalam bentuk Filantropi
3. CSR dalam bentuk Community Development
4. CSR dimana perusahaan mengandung dampak negatif yang timbul dari bisnisnya dan meningkatkan dampak positif bisnisnya.
5. CSR sebagai suatu sistem yang terintegrasi dalam perencanaan bisnis perusahaan
Berdasarkan tingkatan tersebut, perusahaan sangat dianjurkan melakukan kegiatan CSR yang melampaui kepatuhan terhadap semua hukum (beyond compliance). Dalam melaksanakan kegiatan CSR sangat dianjurkan perusahaan melibatkan komunitas setempat, sehingga kegiatan CSR tersebut menghasilkan dampak positif tidak hanya untuk internal tetapi juga eksternal perusahaan. Kegiatan perlibatan langsung komunitas di wilayah perusahaan berada selama ini dikenal dengan nama CD atau Comdev.
Community Development (CD) atau yang dikenal sebagai Comdev atau pengembangan masyarakat merupakan suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial warga masyarakat melalui partisipasi aktif, dimana pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan kemandirian masyarakat itu sendiri.
Konsep CSR erat kaitannya dengan konsep pengembangan masyarakat atau community development (Comdev), dimana Comdev merupakan bagian penting dalam proses implementasi kegiatan CSR. Sementara Tanggungjawab Sosial Lingkungan (TJSL), sebagaimana termaktub dalam Pasal 74 UU No. 40/2007 tentang perseroan Terbatas merupakan kepatuhan perusahaan kepada peraturan sektoral yang sudah ada.


CSR bisa dilaksanakan secara langsung oleh perusahaan di bawah divisi human resource development atau public relations. CSR bisa pula dilakukan oleh yayasan yang dibentuk terpisah dari organisasi induk perusahaan namun tetap harus bertanggungjawab ke CEO atau ke dewan direksi.
Sebagian besar perusahaan di Indonesia menjalankan CSR melalui kerjasama dengan mitra lain, seperti LSM, perguruan tinggi atau lembaga konsultan. Beberapa perusahaan ada pula yang bergabung dalam sebuah konsorsium untuk secara bersama-sama menjalankan CSR. Beberapa perusahaan bahkan ada yang menjalankan kegiatan serupa CSR, meskipun tim dan programnya tidak secara jelas berbendera CSR.
Pada awal perkembangannya, bentuk CSR yang paling umum adalah pemberian bantuan terhadap organisasi-organisasi lokal dan masyarakat miskin di negara-negara berkembang. Pendekatan CSR yang berdasarkan motivasi karitatif dan kemanusiaan ini pada umumnya dilakukan secara ad-hoc, partial, dan tidak melembaga. CSR pada tataran ini hanya sekadar do good dan to look good, berbuat baik agar terlihat baik. Perusahaan yang melakukannya termasuk dalam kategori ”perusahaan impresif”, yang lebih mementingkan ”tebar pesona” (promosi) ketimbang ”tebar karya” (pemberdayaan).


Dewasa ini semakin banyak perusahaan yang kurang menyukai pendekatan karitatif semacam itu, karena tidak mampu meningkatkan keberdayaan atau kapasitas masyarakat lokal. Pendekatan community development kemudian semakin banyak diterapkan karena lebih mendekati konsep empowerment dan sustainable development. Prinsip-prinsip good corporate governance, seperti fairness, transparency, accountability, dan responsibility kemudian menjadi pijakan untuk mengukur keberhasilan program CSR.
Kegiatan CSR yang dilakukan saat ini juga sudah mulai beragam, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan needs assessment. Mulai dari pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pemberian pinjaman modal bagi UKM, social forestry, penakaran kupu-kupu, pemberian beasiswa, penyuluhan HIV/AIDS, penguatan kearifan lokal, pengembangan skema perlindungan sosial berbasis masyarakat dan seterusnya. CSR pada tataran ini tidak sekadar do good dan to look good, melainkan pula to make good, menciptakan kebaikan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak terbaharukan (non renewable) yang dikuasai oleh negara, maka pengelolaannya harus memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berazaskan manfaat, keadilan dan keseimbangan, serta keberpihakan kepada kepentingan bangsa. Sesuai ketentuan dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, wajib dilakukan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
Kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan negara yang begitu besar, namun masih terlihat bahwa terdapat ketimpangan tingkat pendapatan/kemiskinan di daerah-daerah penghasil mineral tambang.
Dalam Indeks CSR, salah satu tanggungjawab korporasi terutama perusahaan yang bergerak dalam explorasi dan exploitasi sumber daya alam (Pasal 74 UU No. 40/2007) mineral, tambang ataupun migas adalah Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan gerakan etis kepedulian sebagai wujud tanggungjawab sosial dan pembangunan ekonomi, seiring dengan perbaikan kualitas hidup para karyawan dan keluarganya, komunitas setempat, dan masyarakat secara luas (World Business Council for Sustainable Development). Menurut Pasal 1 titik 3 UU No. 40 Tahun 2007 tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan, yang didefinisikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
Dalam Tinjaun Yuridis Kebijakan Pemberlakuan Tanjungjawab Corporate Social Responsibility, Adhe Adhari menyatakan bahwa pelaksanaan CSR pada masing-masing perusahaan pertambangan batubara dan mineral mempunyai standar growth center yang berbeda-beda tergantung pada daerah dimana perusahaan tersebut beroperasi sehingga implementasi CSR dilapangan harus dikaji berdasarkan karakter sosial masyarakat sekitar dan presentase dana yang dianggarkan dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility perusahaan tersebut. Menurut UU No. 4 Tahun 2009 hal yang terpenting adalah pelaksanaan Corporate Social Responsibility di lapangan dapat memberikan pemberdayaan kepada masyarakat lokal yang berada pada daerah operasi perusahaan berupa kegiatan pelatihan, bantuan modal, dorongan, bimbingan, peluang dan prioritas ketenagakerjaan untuk menempati posisi tertinggi dalam perusahaan.[footnoteRef:162] [162:  Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers, Tata Kelola Ekonomi Indonesia dalam masyarakat Ekonomi ASEAN Dan Meningkatkan Martabat Bangsa Berbasis Sumber Daya Energi Dan Memperkokoh Sinergi Penelitian Antar Pemerintah, Industri & Perguruan Tinggi, LPPM UPNVY, Yogyakarta, 2016, hlm. 2.] 






C. Implementasi Pengentasan Kemiskinan Berdasarkan Hukum Melalui Sarana Pemberdayaan CSR Dalam Kegiatan Pertambangan Emas Di Tapanuli Selatan
1. Peranan CSR Perusahaan Pertambangan Emas dalam Pengentasan Kemiskinan Di Tapanuli Selatan
Sumberdaya pada industri pertambangan merupakan sumberdaya alam tidak terbarukan, waktu panjang dalam menghasilkan return (slow yielding), beresiko tinggi, padat modal dan keahlian, terletak pada lokasi sudah tertentu dan tidak bisa dipilih (biasanya berlokasi di daerah terpencil dengan infrastruktur minim), menjadi ujung tombak pembangunan di daerahnya, serta rawan isu politik, lingkungan hidup dan sosial.
Kedudukan manusia dalam proses pembangunan, terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan adalah sumber daya yang diunggulkan, mengingat jumlah masyarakat sekitar tambang yang potensial. Wilayah pedesaan dimana biasanya perusahaan pertambangan berdiri umumnya memiliki karakteristik penduduk yang berpendapatan, produktivitas, tingkat pendidikan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidup yang lemah.
Keadaan inilah yang menjadi sasaran pembangunan, karenanya kehidupan mereka perlu ditingkatkan, terutama untuk mengatasi kemiskinan masyarakat desa tertinggal. Pengentasan kemiskinan merupakan kegiatan multidimensi, tidak hanya terkait dengan sasaran bidang pendidikan, tetapi juga sasaran pemenuhan kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang harus ditangani secara terpadu.
Untuk itu, diperlukan suatu program pembangunan dibidang fisik maupun nonfisik dalam mengentaskan/menanggulangi kemiskinan dan ketertinggalan suatu desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa melalui pembangunan dibidang fisik dan nonfisik yang menjadi salah satu kegiatan tanggungjawab sosial oleh suatu perusahaan dimana perusahaan itu berdomisili.
Dalam konteks pembangunan pada ini, perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggungjawab yang berpijak pada aspek keuntungan secara ekonomis semata, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan usahanya, melainkan juga bertanggungjawab terhadap aspek sosial dan lingkungannya. Dasar pemikirannya adalah menggantungkan semata-mata pada kesehatan finansial tidak menjamin perusahaan bisa tumbuh secara berkelanjutan. Keberlanjutan akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan aspek terkait lainnya, yaitu aspek sosial dan lingkungan. Tanggungjawab sosial atau yang dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan aspek penting yang harus dilakukan perusahaan dalam operasionalnya.
Corporate Social Responsibility merupakan peningkatan kualitas kehidupan yang mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota komunitas untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara, atau dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada suatu komunitas, atau merupakan suatu proses yang penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari stakeholders baik secara internal (pekerja, shareholders, dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota komunitas, kelompok komunitas sipil dan perusahaan lain).
Jadi, tanggungjawab perusahaan secara sosial tidak hanya terbatas pada konsep pemberian donor saja, tapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis serta pasif, semua itu hanya dikeluarkan dari perusahaan akan tetapi hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antara stakeholders. Konsep Corporate Social Responsibility melibatkan tanggungjawab kemitraan antara pemerintah, lembaga, sumberdaya komunitas, juga komunitas lokal (setempat). Kemitraan ini tidaklah bersifat pasif dan statis. Kemitraan ini merupakan tanggungjawab bersama secara sosial antara stakeholders dalam pengentasan kemiskinan.

Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha mesti merespon dan mengembangkan isu tanggungjawab sosial sejalan dengan operasi usahanya. Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Ketiga, kegiatan tanggungjawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial.
Program yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam kaitannya dengan tanggungjawab sosial di Indonesia dapat digolongkan dalam tiga bentuk, yaitu :
a. Public Relations
Usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.
b. Strategi defensif
Usaha yang dilakukan perusahaan guna menangkis anggapan negatif komunitas yang sudah tertanam terhadap kegiatan perusahaan, dan biasanya untuk melawan ‘serangan’ negatif dari anggapan komunitas. Usaha CSR yang dilakukan adalah untuk merubah anggapan yang berkembang sebelumnya dengan menggantinya dengan yang baru yang bersifat positif.


c. Kegiatan yang berasal dari visi perusahaan
Melakukan program untuk kebutuhan komunitas sekitar perusahaan atau kegiatan perusahaan yang berbeda dari hasil dari perusahaan itu sendiri.
Program pengembangan masyarakat di Indonesia dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu :
a. Community Relation
Yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. Dalam kategori ini, program lebih cenderung mengarah pada bentuk-bentuk kedermawanan (charity) perusahaan.
b. Community Services
Merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Inti dari kategori ini adalah memberikan kebutuhan yang ada di masyarakat dan pemecahan masalah dilakukan oleh masyarakat sendiri sedangkan perusahaan hanyalah sebagai fasilitator dari pemecahan masalah tersebut.
c. Community Empowering
Adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya, seperti pembentukan usaha industri kecil lainnya yang secara alami anggota masyarakat sudah mempunyai pranata pendukungnya dan perusahaan memberikan akses kepada pranata sosial yang ada tersebut agar dapat berlanjut. Dalam kategori ini, sasaran utama adalah kemandirian komunitas.
Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai etika bisnis perusahaan, yang diimplementasikan sebagai suatu kebijakan dan program telah memberikan dampak pada masyarakat sekitar, baik secara ekonomi, sosial, dan politik. CSR sebagai bentuk kepedulian perusahaan yang didasari pada tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah triple bottom lines, yaitu 3P (profit, people dan planet) yang dipopulerkan oleh John Elkington tahun 1997 melalui bukunya berjudul “Cannibals with forks, the Triple Line of Twentieth Century Business”.[footnoteRef:163]  [163:  Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam:Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 209.] 

Triple Bottom Line-nya menjelaskan bahwa idealnya kebijakan dan program CSR merupakan suatu bentuk pembelajaran partisipatif yang diharapkan mampu menjadi sarana pemberdayaan (empowerment) masyarakat. Oleh karena itu, program CSR dibangun atas dasar untuk memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan.
Implementasi program CSR perusahaan telah menyebabkan perubahan serta berdampak pada aspek ekologi, struktur sosial, kultur masyarakat, taraf hidup masyarakat, penilaian masyarakat dan stakeholders lainnya terhadap karakteristik CSR, dan sinergitas kebijakan dan program keempat realitas tersebut selanjutnya mengkonstruksikan persepsi masyarakat dan stakeholders lainnya terhadap CSR perusahaan. Perubahan, dampak, dan persepsi tersebut secara konseptual dapat memberikan “umpan balik” (feed back) untuk memformulasikan kembali kebijakan dan program CSR perusahaan.[footnoteRef:164] Implementasi dari program CSR yang tepat sasaran bisa berdampak terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat lapisan bawah. [164:  Fredian Tonny Nasdian, Pengembangan Masyarakat, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 254.] 

Dari sisi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerja sama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya.
Program CSR (Corporate Social Responsibility) yang dilakukan oleh PT. Agincourt Resources (PT. AR) yang berada di Sumatera Utara lebih mengutamakan pengembangan pada masyarakat dilakukan dalam beberapa aspek, yakni aspek kesehatan, pertanian, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, hingga pelatihan-pelatihan.




2. Kegiatan CSR PT. Agincourt Resources (PT. AR) dalam Pengentasan Kemiskinan Di Tapanuli Selatan
PT. Agincourt Resources (PT. AR) adalah perusahaan tambang yang berbasis di Indonesia dan memiliki satu-satunya lokasi operasi di Tambang Emas Martabe di Sumatera Utara. Terpisah dari operasi tambang, fungsi-fungsi korporat kami dikelola di Jakarta. Kegiatan bisnis inti PT. Agincourt Resources mencakup eksplorasi, penambangan, dan pengolahan mineral emas dan logam mulia perak.
Tambang Emas Martabe terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sebagian besar kawasan tambang berada di daerah pedesaan yang didominasi oleh hutan asli, perkebunan kelapa sawit, dan perkebunan karet. Sebagian besar fasilitas pendukung tambang terletak dekat dengan Jalan Raya Trans-Sumatera dan sejumlah desa yang termasuk dalam Kecamatan Batang Toru. Fasilitas-fasilitas operasional tambang berjarak beberapa kilometer di atas daerah perbukitan pada batas selatan Hutan Batang Toru. Tambang emas tersebut memiliki potensi sumber daya 8,05 juta oz emas dan 77 juta oz perak dan sudah mulai berproduksi pada awal 2013, dengan kapasitas per tahun sebesar 250.000 oz emas dan 2-3 juta oz perak berbiaya rendah.



Pada tahun 2015, 95% saham PT. Agincourt Resources dimiliki oleh G-Resources Group Limited yang berbasis di Hong Kong. Sisa saham sebesar 5% dimiliki oleh PT. Artha Nugraha Agung, yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (70%) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (30%).
Tambang Emas Martabe berkontribusi terhadap penciptaan pendapatan rumah tangga di Sumut, yakni Rp 2,6 triliun selama 2010-2015, atau sekitar Rp 433 miliar per tahun. Sementara di Tapsel, PT. AR memberi kontribusi Rp 1,24 triliun terhadap PDRB.
Sadar dengan tanggungjawabnya kepada masyarakat, PT. AR sudah melaksanakan kewajibannya berupa tanggungjawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Program CSR dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti sosialisasi kegiatan explorasi pertambangan, memberikan bantuan kepada masyarakat dalam berbagai aspek misalnya bantuan kesehatan, pelatihan-pelatihan, peralatan kedokteran untuk Puskesmas Batangtoru, bantuan pendidikan, bantuan infrastruktur, dan donasi bagi korban bencana alam.





Dalam melakukan CSR PT. AR mengimplementasikan model baru, model baru tersebut sebagai berikut :
Jenis Kegiatan :
Bidang pelatihan keterampilan dan penguatan ekonomi keluarga
4 Aspek Corporate Social Responsibility (SCR
Pelaksanaan :
Masyarakat, Pemerintah, dan Perwakilan Perusahaan
Lokasi/Kantor :
Sekretariat sendiri, dan di luar tambang
Wilayah cakupan :
Seluruh wilayah di Kabupaten Tapanuli Selatan (14 Kecamatan)








Gambar 3.1 Model CSR PT. Agincourt Resources

Dari bagan tersebut terlihat model baru CSR PT. Agincourt Resources dikelompokkan ke dalam 4 aspek, yakni aspek pengelola, lokasi/kantor, wilayah cakupan, dan jenis kegiatan. Pengelola CSR PT. Agincourt Resources dalam model baru ini diharapkan terdiri dari unsur masyarakat, unsur pemerintah, dan perwakilan perusahaan. Dengan komposisi seperti ini, diyakini pengelolaan CSR PT. Agincourt Resources bisa lebih efektif dan diterima masyarakat karena akan lebih mudah menyerap kebutuhan yang diiinginkan masyarakat. 


Terkait lokasi atau kantor pengelola CSR sudah memiliki sekretariat sendiri yang lokasinya berada di luar area tambang. Lokasi di luar area tambang diyakini akan lebih efektif karena akan lebih dekat dengan masyarakat dan lebih memudahkan komunikasi dan hubungan dengan pihak luar. Artinya, pihak perusahaan dan pihak lainnya harus mencari atau memfasilitasi sekretariat di luar area tambang. Aspek ketiga terkait wilayah cakupan CSR PT. Agincourt Resources diarahkan meliputi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan, yakni 14 kecamatan. Perluasan wilayah ini lumrah dan masuk akal karena kekayaan alam Batangtoru yang kini dikelola perusahaan tambang emas juga harus dinikmati oleh masyarakat Tapsel lainnya meski wilayahnya tidak di sekitar tambang. Memang agar lebih adil, CSR PT. Agincourt Resources tersebut harus lebih mengutamakan masyarakat di sekitar tambang, tapi begitu pun tidak fair juga jika masyarakat Tapsel lainnya tidak merasakan CSR tersebut.
Aspek berikutnya, jenis kegiatan CSR PT. Agincourt Resources diperkuat ke dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya bertujuan untuk menghasilkan skill atau keterampilan. Maka jenis kegiatan yang harus diperbanyak adalah kegiatan-kegiatan pelatihan, pemberian keterampian, dan penguatan ekonomi rumah tangga.


Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan masyarakat terkait implementasi model CSR tersebut, menunjukkan bahwa pengelolaan CSR PT. AR sudah melibatkan unsur masyarakat, dalam setiap program, unsur masyarakat selalu terlibat, setidaknya tokoh masyarakat. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga diartikan dalam hal kepesertaan, karena menurut mereka masyarakat yang diajak sebagai peserta program merupakan salah satu wujud dari keterlibatan tersebut. Namun, terdapat beberapa masyarakat yang menyatakan unsur masyarakat semakin dilibatkan, misalnya tokoh masyarakat mulai terlihat dalam beberapa program. Adanya masyarakat yang menjadi peserta program CSR bisa dianggap sebagai keterlibatan unsur masyarakat. 
Dari segi keterlibatan unsur pemerintah dalam CSR hanya kadang-kadang saja. Artinya, tidak semua program CSR PT. AR melibatkan unsur pemerintah dalam hal pengelolaannya. Program CSR yang dinilai sering melibatkan unsur pemerintah misalnya kegiatan di bidang kesehatan dan pendidikan.
Hal ini sejalan dengan tanggapan masyarakat yang menyatakan bahwa unsur pemerintah sudah dilibatkan dalam pengelolaan CSR PT. AR. masyarakat dalam hal ini memberi contoh setiap program CSR bidang kesehatan selalu melibatkan unsur pemerintah, khususnya dari Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan atau pihak Puskesmas Batangtoru. Kegiatan yang melibatkan unsur pemerintah misalnya pengobatan gratis, operasi katarak, pemberian makanan bergizi untuk anak bawah lima tahun dan ibu hamil, serta peningkatan kapasitas Puskesmas Batangtoru. Sementara itu masih terdapat masyarakat yang menyatakan unsur pemerintah belum dilibatkan dalam pengelolaan program CSR. Menurut mereka meski di beberapa kegiatan unsur pemerintah ada terlihat, tapi hal itu belum menjadi refresentasi keterlibatan unsur pemerintah.
Sementara, terkait pengelolaan program CSR tetap dilakukan pihak perusahaan, masyarakat menilai bahwa setiap program CSR PT. AR memang selalu dikelola dan dilaksanakan pihak perusahaan. Meski terdapat masyarakat yang menyatakan program CSR hanya kadang-kadang melibatkan pihak perusahaan tapi sebagian besar masyrakat menyatakan setiap kegiatan CSR pasti melibatkan pihak perusahaan.
Hasil penelusuran dari berbagai sumber, baik dari laporan perusahaan, media massa, maupun wawancara dengan narasumber, implementasi program CSR PT. AR yang ada kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat bisa diklasisifikasikan ke dalam beberapa bidang, seperti berikut :[footnoteRef:165] [165:  Hasil wawancara dengan Latif Supriadi, ST, Manajer Community Relations dan Community Development (Comrel & Comdev) PT. AR, pada tanggal 20 Februari 2017.] 

1. Bidang Kesehatan
Program CSR di bidang kesehatan diimplementasikan ke berbagai kegiatan, seperti Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) melalui Posyandu, pelatihan bidan dan kader Posyandu, kompetisi Posyandu dan kader terbaik, bayi dan balita sehat, penanggulangan anak gizi buruk, sosialisasi pencegahan penyakit menular.
Kemudian pengobatan gratis di berbagai desa, operasi katarak gratis untuk masyarakat Sumatera Utara, perbaikan Puskesmas Muara Batangtoru dan peningkatan kondisi fisik Puskesmas Batangtoru yang sekarang sudah memiliki fasilitas rawat inap.
2. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Bidang pendidikan dan pelatihan menjadi fokus dari CSR PT. AR. Kondisi pendidikan di Kecamatan Batangtoru, baik dari segi sarana, prasarana dan juga kualitasnya masih perlu untuk ditingkatkan. Program CSR yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kecamatan Batangtoru.
Implementasi program CSR dalam bidang pendidikan meliputi pemberian bantuan beasiswa, pembangunan ruang kelas baru untuk beberapa sekolah, pembanguan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertambangan, pendirian Taman Bacaan Anak (TBA) dan mobil perpustakaan, pelatihan pengelasan, komputer dasar, mekanik dan elektrik, program magang bagi siswa dan mahasiswa. Berikutnya, kunjungan ke sekolah-sekolah, renovasi 22 unit sekolah, pengadaan 500 meja kursi untuk 18 sekolah.

Selain itu, bidang ini juga diimplementasikan ke dalam beberapa program kegiatan seperti training (pelatihan) kewirausahaan, pelatihan pembuatan kue, pelatihan pengemasan makanan untuk 40 pelaku usaha rumah tangga, pelatihan budidaya ikan lele, dan pembentukan kelompok pemuda perikanan.
3. Bidang Infrastruktur
Implementasi CSR bidang infrastruktur diwujudkan dalam beberapa program yakni perbaikan jalan desa, pembangunan fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK), pembangunan sumur, perbaikan dan pembangunan saluran air masyarakat. Kemudian pemasangan bronjong penahan banjir, pemasangan lampu penerangan jalan umum, dan perbaikan kantor camat Batangtoru dan Muara Batangtoru.
Selain itu, beberapa perbaikan jembatan gantung seperti di Pulogodang dan Bandar Hapinis, perbaikan jalan desa sepanjang 5,7 km, perbaikan 7 jembatan desa, dan pembangunan 10 masjid/musalla.
4. Bidang Pengembangan Usaha Lokal
Implementasi program CSR dalam bidang ini mencakup penelitian dan pengembangan usaha yang potensial, konsultasi dan advokasi usaha, pelatihan usaha dan pemantauan usaha. Tujuan program ini untuk menciptakan pengusaha mandiri yang memiliki daya saing.
5. Bidang Hubungan Masyarakat
Implementasi CSR PT. AR dalam bidang hubungan masyarakat bisa dilihat dari beberapa program yakni penerbitan Buletin Tona Nadenggan, kerja sama dengan organisasi profesi wartawan, kegiatan konfrensi pers dan press release terhadap wartawan, khususnya yang meliput di wilayah Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan. Selain itu, program pembuatan Radio Swara Batangtoru (RSBT), sosialisasi dan kunjungan lapangan (site visit). Dalam konteks pemberdayaan masyarakat miskin sebagai salah satu wujud dari CSR atau tanggungjawab sosial perusahaan, PT. AR sudah melakukan berbagai program dan kegiatan.
Menurut Latif Supriadi, ST, Manajer Community Relations dan Community Development (Comrel & Comdev) PT. AR, pihaknya tetap komit melaksanakan kegiatan CSR dalam rangka membantu pemberdayaan masyarakat sekitar. Ditemui di basecamp PT. AR Batangtoru, Latif mengatakan PT. AR akan terus komit dalam melakukan CSR karena memang bagian dari tanggungjawab perusahaan sebagai wujud kepedulian dalam hal pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat sekitar.[footnoteRef:166] [166:  Hasil wawancara dengan Latif Supriadi, ST, Manajer Community Relations dan Community Development (Comrel & Comdev) PT. AR, pada tanggal 20 Februari 2017.] 

Latif Supriadi juga mengatakan beberapa bidang yang tetap menjadi komitmen mereka dalam rangka implementasi program CSR adalah aspek kesehatan, pertanian, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, hingga pelatihan-pelatihan. Pelaksanaan kegiatan program tersebut diiikuti dengan komitmen pendanaan dari anggaran perusahaan untuk kegiatan CSR yang meningkat setiap tahunnya.
Menurut Latif Supriadi, salah satu hal yang tak kalah pentingnya dalam pelaksanaan program CSR PT. AR adalah keberlanjutan atau sustainability dari masing-masing program CSR tersebut. Latif mencontohkan, Puskesmas Batangtoru yang sudah dibangun PT. AR dengan fasilitas rawat inap seperti rumah sakit akan terus dilanjutkan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukung lainnya.[footnoteRef:167] [167:  Hasil wawancara dengan Latif Supriadi, ST, Manajer Community Relations dan Community Development (Comrel & Comdev) PT. AR, pada tanggal 20 Februari 2017.] 

Implementasi CSR PT. AR juga tak terlepas dari dukungan masyarakat dan pemerintah setempat, karena semua pihak sama-sama sadar bahwa kehadiran perusahaan tambang memberi manfaat.
Hasil pantauan (observasi) penulis, manfaat program CSR PT. AR memang sudah mulai terlihat dari sebagai multiplier effect atas kehadiran perusahaan. Beberapa jenis usaha baru mikro dan kecil bermunculan di Kecamatan Batangtoru, Muara Batangtoru dan sekitarnya, seperti warung, rumah makan, salon, toko sandang, pangan, toko serba ada, dan toko jual beli handphone.


Kemudian berdirinya rumah-rumah kontrakan dan kost, depot air mineral isi ulang, apotik dengan ketersediaan obat yang lebih variatif dan lengkap, usaha jasa perbengkelan mobil, showroom motor dan penawaran kredit motor hingga berdirinya jasa perhotelan. Kondisi itu pun mendorong peningkatan jumlah alat dan arus transportasi seperti becak motor, angkot dan bus antarkota, munculnya SPBU hingga berdirinya tower provider jaringan telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat dan XL Axiata dan lainnya.
Menurut Latif Supriadi, dalam menyusun perencanaan program CSR tetap melibatkan masyarakat. Pihak perusahaan mengundang perwakilan masyarakat untuk meminta masukan. Selain itu, pihak perusahaan juga mengakomodir usulan dan permohonan masyarakat yang disampaikan melalui proposal.[footnoteRef:168] [168:  Hasil wawancara dengan Latif Supriadi, ST, Manajer Community Relations dan Community Development (Comrel & Comdev) PT. AR, pada tanggal 20 Februari 2017.] 

Beberapa narasumber yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini juga member penjelasan tentang implementasi program CSR PT. AR. Ketua Lembaga Konsultasi Masyarakat Martabe (LKMM), Ray Hidayat Batubara mengatakan program CSR PT. AR harus terus ditingkatkan. Menurutnya, kehadiran perusahaan tambang harus memberi manfaat bagi masyarakat, terlebih-lebih dalam hal pembangunan dan perbaikan sarana infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya. Ray Hidayat selanjutnya mengatakan bahwa dalam melaksanakan program CSR, perusahaan tambang memang seharusnya melibatkan masyarakat atau kelompok masyarakat yang ada.[footnoteRef:169] [169:  Hasil wawancara dengan Ray Hidayat, Ketua Lembaga Konsultasi Masyarakat Martabe (LKMM), pada tanggal 22 Februari 2017.] 

Panggong Dongoran, Lurah Aek Pining yang juga narasumber dalam penelitian mengatakan pemberdayaan masyarakat memang bisa dilakukan dengan berbagai cara dan dengan berbagai program kegiatan, misalnya melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia. Masyarakat harus diberdayakan dengan pengelolaan CSR tambang emas itu. Pemberdayaannya bisa dengan cara dan melalui lembaga kelompok masyarakat yang ada.[footnoteRef:170] [170:  Hasil wawancara dengan Panggong Dongoran, Lurah Aek Pining, pada tanggal 23 Februari 2017.] 

Kepala Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan, dr. Ismail Fahmi Ritonga yang menjadi narasumber dalam penelitian ini menyatakan program CSR PT. AR di bidang kesehatan sudah banyak membantu masyarakat. Pihaknya sendiri Dinas Kesehatan juga banyak terbantu dengan adanya program CSR di bidang kesehatan. Begitu pun Ismail Fahmi menyatakan bahwa program CSR bidang kesehatan ini masih bisa dimaksimalkan dengan menambah berbagai kegiatan dan juga menjangkau semua lapisan masyarakat yang membutuhkan program kesehatan. Sinergi atau kerja sama antara pemerintah dan pihak perusahaan sangat perlu dalam merumuskan dan melaksanakan program-program bidang kesehatan.[footnoteRef:171] [171:  Hasil wawancara dengan dr. Ismail Fahmi Ritonga, Kepala Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan, pada tanggal 26 Februari 2017. ] 

Thamrin Harahap, pemilik warung kopi di Pasar Batangtoru yang menjadi narasumber dalam penelitian ini mengatakan PT. AR sudah sering melakukan program CSR di bidang penguatan ekonomi keluarga. Programnya beragam dan banyak melibatkan kepala keluarga atau ibu rumah tangga. Program ini cukup bermanfaat. Hanya saja masih perlu ditingkatkan dalam rangka memberdayakan masyarakat.[footnoteRef:172] [172:  Hasil wawancara dengan Thamrin Harahap, pemilik warung kopi di Pasar Batangtoru, pada tanggal 23 Februari 2017.] 

Ditemui di warungnya di Pasar Batangtoru, Thamrin Harahap melanjutkan program penguatan ekonomi keluarga tersebut jangan hanya sekadar pemberian pelatihan-pelatihan, tetapi juga dilanjutkan dengan pemberian modal usaha. Selanjutnya dilatih juga dalam hal pengelolaan keuangan usaha hingga pemasaran hasil usaha.
PT. Agincourt Resources telah menjalankan program pengembangan masyarakat sekitar Tambang Emas Martabe sejak dimulainya proyek. Tujuan program pengembangan masyarakat perusahaan meliputi :


1. Memenuhi kebutuhan langsung masyarakat dan mempersiapkan pembangunan yang berkelanjutan di masa depan.
2. Memberi manfaat yang luas dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan lokal, termasuk kelompok marjinal.
3. Memaksimalkan manfaat dengan melibatkan masyarakat penerima program dalam pelaksanaan proyek, seperti menyerap tenaga kerja lokal untuk proyek-proyek konstruksi atau pekerjaan pertanian.
Selain itu PT. Agincourt Resources memiliki target bidang utama guna mendukung kegiatan pengembangan masyarakat lokal, yaitu :[footnoteRef:173] [173:  Hasil wawancara dengan Latif Supriadi, ST, Manajer Community Relations dan Community Development (Comrel & Comdev) PT. AR, pada tanggal 20 Februari 2017.] 

1. Pendidikan.
Akses terhadap pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi pembangunan berkelanjutan dan merupakan hal yang utama bagi masyarakat di sekitar Tambang Emas Martabe. Perusahaan telah mempertahankan dukungan untuk sejumlah program yang menargetkan kebutuhan pendidikan setempat, termasuk hal-hal berikut ini.
a. Taman Bacaan
Sejak sebelum operasi dimulai, perusahaan telah mendukung pembentukan perpustakaan anak-anak yang dikenal sebagai “Taman Bacaan Anak” yang didirikan bersama pemerintahan desa. Taman bacaan ini menyediakan buku-buku gratis yang tidak tersedia di perpustakaan umum setempat kepada anak-anak. Dukungan oleh perusahaan untuk program ini termasuk :
1) Pembentukan taman bacaan tambahan di Batang Toru, sehingga jumlah taman bacaan menjadi 13. Menurut catatan kami, ada lebih dari 53.000 kunjungan ke perpustakaan sejak mulai dibuka dengan rata-rata 14 pengunjung per hari per perpustakaan.
2) Lokakarya dua hari untuk memperkuat kemampuan membaca staf taman bacaan. Lokakarya ini dihadiri dua puluh dua peserta.
3) Serangkaian kompetisi taman bacaan yang berpuncak pada seni pertunjukan anak. Sembilan puluh lima anak menampilkan tarian tradisional di acara yang dihadiri oleh lebih dari 500 orang.
4) Distribusi 3.380 buku untuk taman bacaan.
5) Membantu empat staf taman bacaan dengan kinerja terbaik untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Perpustakaan Anak yang diselenggarakan oleh Yayasan 1001 Buku di Jakarta. Perusahaan juga menyumbang dana untuk acara ini.
b. Perbaikan Sekolah
Perusahaan memberi dukungan untuk renovasi bangunan dan pembangunan kamar mandi di tiga sekolah di Batang Toru.

c. Program Bahasa Inggris untuk Pengajar
Program “Bahasa Inggris Untuk Pengajar” adalah kolaborasi antara PT. AR, British Council Foundation Indonesia, dan Dinas Pendidikan Tapanuli Selatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri guru bahasa Inggris lokal. Program tersebut menyediakan pelatihan online dan pelatihan dalam kelas kepada 17 guru SMA dari Batang Toru dan Muara Batang Toru dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru.
d. Pelatihan untuk Guru-Guru Pra-Sekolah
Perusahaan memfasilitasi lokakarya pelatihan tiga hari untuk 64 guru prasekolah dari Batang Toru bekerjasama dengan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Batang Toru dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan. Ini termasuk partisipasi oleh dua instruktur dari Universitas Negeri Medan dan oleh Awam Prakoso, seorang pendongeng Indonesia yang terkenal.
2. Kesehatan.
a. Klinik Kesehatan Batang Toru
Pembukaan klinik kesehatan di Batang Toru adalah tonggak utama program ini. Dimulai pada 2014, proyek ini didanai sepenuhnya oleh PT. Agincourt Resources dengan nilai total USD 405.000, termasuk untuk penyediaan ambulans. Klinik ini dioperasikan oleh Dinas Kesehatan Masyarakat Tapanuli Selatan dan dirancang untuk memenuhi rawat inap dasar dan kebutuhan darurat 24 jam dengan dua dokter permanen, enam perawat, dan 15 tempat tidur. Sebelum klinik ini beroperasi, rumah sakit dengan pelayanan medis standar terdekat ke lokasi tambang berada di Padangsidimpuan, dengan jarak tempuh perjalanan lebih dari satu jam.
b. Program Revitalisasi Posyandu
Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu merupakan pusat kesehatan masyarakat untuk anak-anak, ibu-ibu, dan wanita hamil, yang menyediakan kebutuhan perawatan kesehatan dasar termasuk keluarga berencana, vaksinasi, suplemen gizi, dan informasi kesehatan. Perusahaan telah mendukung posyandu warga setempat sejak 2008. Pperusahaan melakukan kunjungan ke 36 posyandu di desa-desa di Batang Toru dan Muara Batang Toru untuk menyumbangkan makanan dan susu. Sepanjang tahun, pos-pos ini menerima 3.500 kunjungan dari bayi, ibu dan wanita hamil.
Sebagai bentuk dukungan lebih lanjut terhadap posyandu, perusahaan melakukan kegiatan "Pekan Posyandu. Kegiatan ini meliputi kompetisi untuk fasilitas posyandu terbaik, bidan terbaik, kader terbaik, bayi paling sehat, dan program suplemen makanan bayi terbaik. Dua puluh sembilan desa setempat berpartisipasi dalam kompetisi ini. Rangkaian kegiatan ini diakhiri dengan acara yang menghadirkan lebih dari 400 perwakilan masyarakat dan petugas kesehatan.
c. Dukungan untuk Layanan Kesehatan Masyarakat
Dukungan perusahaan pada layanan kesehatan masyarakat umum meliputi :
1) Delapan belas kunjungan ke posyandu lansia setempat guna mendukung layanan kesehatan lansia. Kunjungan ini mencakup pembagian makanan dan tes darah kepada 1.037 warga lansia.
2) Program olahraga bagi lansia di enam desa setempat yang melibatkan 100 peserta.
3) Dukungan untuk acara Hari Lansia Nasional di Batang Toru yang melibatkan 187 warga lansia setempat. Kegiatan ini melibatkan pemeriksaan kesehatan lengkap dan perawatan 178 orang.
4) Pemberian layanan kesehatan gratis di lima desa pedalaman di Batang Toru dan Muara Batang Toru dengan total 605 penerima. Kegiatan ini mencakup imunisasi gratis, pemeriksaan wanita hamil, tes darah, konsultasi gigi, dan konseling mengenai cuci tangan serta pembagian sabun.
5) Pemberian layanan kesehatan yang menghasilkan pemulihan kesehatan sepenuhnya pada 2 anak yang menderita kurang gizi parah.
d. Program Kesehatan Sekolah
Perusahaan mendukung berbagai inisiatif kesehatan untuk sekolah lokal, termasuk :
1) Penyampaian informasi pelayanan kesehatan kepada 97 siswa dari lima sekolah setempat.
2) Untuk tahun kedua, mendukung Hari Lingkungan Dunia dengan sarana Lomba Sekolah Bersih dan Sehat dalam kerjasama dengan Dinas Kesehatan Masyarakat Tapanuli Selatan.
3) Untuk tahun ketiga, mendukung Hari Cuci Tangan Global dengan membuat acara di 18 sekolah dasar setempat di mana 1.000 siswa menerima informasi tentang cuci tangan dan kebersihan gigi.
3. Bisnis Lokal dan Pengembangan Ekonomi.
a. Pengadaan Barang dan Jasa Lokal, berupa :
1) Pasokan BBM.
2) Pasokan pasir untuk pembangunan TSF.
3) Pembangunan dan perbaikan bangunan dan renovasi.
4) Pemeliharaan dan sewa kendaraan ringan.
5) Penyediaan makanan kemasan.
6) Pengangkutan sampah.
7) Penataan lanskap dan pemeliharaan tanah.
8) Penebangan pohon.
9) Penyediaan pasokan alat tulis kantor.
10) Pengoperasian toko sandang-pangan di pemukiman tambang (menjual makanan ringan, minuman, dan pasokan dasar untuk para karyawan).
b. Program Peningkatan Bisnis Lokal
Selain mendukung bisnis lokal melalui pembelian langsung barang dan jasa, perusahaan juga menyediakan dukungan untuk pendirian dan pengembangan usaha, berupa :
1) Kursus pelatihan bagi pengusaha muda dengan 38 peserta dari desa setempat.
2) Dukungan untuk pendirian toko suvenir dan kafe “Bagasta” di Batang Toru yang dijalankan oleh ibu-ibu setempat.
3) Sumbangan benih dan pupuk untuk petani padi lokal.
4) Program untuk meningkatkan produktivitas sawah dengan menggunakan petak percontohan. Program ini dilakukan melalui kerja sama dengan BP4K (Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan) Batang Toru.

5) Mengirim 23 perwakilan dari kelompok tani lokal untuk program penolokukuran ke BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) Sumatera Utara, sebuah badan penelitian pertanian.
6) Bantuan untuk kelompok petani lokal dalam pembentukan petak percontohan semangka, nanas dan pepaya seluas 1,5 hektare, bekerjasama dengan BP4K Batang Toru. Pada akhir tahun, hasil dari lahan ini berhasil dipanen dan dijual ke penyedia katering Tambang Emas Martabe dan ke pasar lokal.
7) Studi perbandingan bagi petani lokal untuk mempelajari produksi nanas di Pekanbaru.
8) Bantuan untuk pengembangan budidaya perikanan di beberapa desa setempat. Hal ini termasuk penyediaan bibit dan pelatihan di pertanian ikan. Panen lele dipasarkan ke pasar lokal dan ke ibu kota Kabupaten Padangsidimpuan.
9) Bantuan untuk enam Kelompok Wanita Tani dengan pembentukan petak percontohan mentimun, terong, kacang panjang, kacang, semangka, kol, dan jahe. Hasil dari petak ini dijual ke penyedia katering Tambang Emas Martabe dan ke pasar lokal. Pengembangan Kelompok Wanita Tani juga berhasil memajukan pemberdayaan perempuan.

4. Infrastruktur Publik.
Perbaikan umumnya telah dilaksanakan oleh kelompok kerja desa dengan bahan yang disediakan oleh perusahaan atau oleh kontraktor lokal. Dukungan tersebut termasuk :
1) Pembangunan proyek pipa air bersih. Melalui proyek ini, PT. AR memasang pipa sepanjang 16 km dan akan menyediakan fasilitas air bersih bagi tujuh desa di sekitar lokasi tambang.
2) Tiga fasilitas toilet di desa-desa lokal.
3) Jalan beton di tujuh desa sepanjang 1,4 kilometer.
4) Renovasi jembatan dan pembangunan dua jembatan baru untuk pejalan kaki.
5) Penerangan jalan di Batang Toru.
6) Pembangunan masjid dan renovasi empat masjid yang ada.
7) Melanjutkan pembangunan Masjid Agung “Al-Jihad”.
8) Renovasi lapangan sepak bola.
5. Pertanian.
6. Identitas Sosial dan Budaya.
Dukungan untuk meningkatkan budaya lokal termasuk :
1) Lokakarya publik untuk membahas buku yang ditulis oleh seorang pemimpin adat setempat, Sultan Tinggi Barani Perkasa Alam. Penulis ini adalah satu-satunya orang Tapanuli Selatan yang telah menulis buku untuk mendokumentasikan tradisi dan budaya lokal Batak. Penyandang 43 gelar tersebut adalah penulis yang produktif dalam bidang ini.
2) Tabligh Akbar untuk menandai awal bulan suci Ramadhan. Acara ini diselenggarakan bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia. Sekitar 3.000 orang menghadiri acara ini.
3) Pada bulan Ramadan diselenggarakan acara buka puasa bersama di masjid-masjid yang ada di 15 desa sekitar lokasi tambang yang dihadiri 600 peserta. Selain itu, diadakan juga acara buka puasa bersama anak yatim dan para lansia yang dihadiri 200 peserta. Perusahaan juga memberi sumbangan makanan untuk 404 anak yatim dan 1.197 warga setempat yang telah berumur lanjut.
4) Sumbangan dan sponsor untuk 63 aksi sosial termasuk perayaan keagamaan, hari besar nasional, peningkatan fasilitas umum, kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan olahraga, dan kegiatan pemuda.
PT. Agincourt Resources juga membangun hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam kegiatan perusahaan. Keterlibatan pemangku kepentingan adalah proses ketika sebuah perusahaan melibatkan para pemangku kepentingan melalui dialog untuk berbagi informasi, memahami kekhawatiran dan harapan pemangku kepentingan, menyelesaikan masalah, dan memaksimalkan peluang kerja sama. Melibatkan pemangku kepentingan secara efektif akan membantu memelihara izin sosial perusahaan untuk beroperasi.[footnoteRef:174] [174:  Hasil wawancara dengan Latif Supriadi, ST, Manajer Community Relations dan Community Development (Comrel & Comdev) PT. AR, pada tanggal 20 Februari 2017.] 

Pemangku kepentingan PT. Agincourt Resources adalah kelompok yang beragam dan memiliki pandangan, keyakinan, harapan, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Mereka adalah masyarakat lokal di sekitar Tambang Emas Martabe, instansi pemerintah, badan legislatif, politisi, organisasi non-pemerintah, pemasok, kontraktor, investor, akademisi, media, tokoh adat, tokoh agama, dan juga karyawan kami sendiri beserta keluarga mereka.
PT. Agincourt Resources mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan dengan teliti sejak dimulainya Proyek Martabe dengan pendekatan sebagaimana berikut :
1) Mengidentifikasi pemangku kepentingan kami dan memahami kebutuhan, kehawatiran, dan aspirasi mereka.
2) Aktif mengupayakan dialog dan membangun kepercayaan dengan semua pemangku kepentingan, termasuk kelompok-kelompok yang terpinggirkan seperti perempuan, lansia, dan pemuda.
3) Tepat waktu dalam memberi informasi yang akurat kepada para pemangku kepentingan kami tentang semua aspek operasi di Tambang Emas Martabe.
4) Menunjukkan kesabaran dalam berhubungan dengan orang lain dan menghormati keyakinan, nilai-nilai budaya, dan praktik budaya mereka.
5) Mendukung tenaga kerja lokal dan menerapkan proses yang adil dan transparan untuk perekrutan dan pengadaan.
6) Memfasilitasi pelaporan terbuka mengenai kekhawatiran dan keluhan sehubungan dengan kegiatan kami.
Tanggungjawab sosial perusahaan yang dilakukan PT. Agincourt Resources merupakan bentuk sumbangsih dari perusahaan yang diterapkan dalam berbagai program CSR. Maka, secara berkesinambungan dari tahun ke tahun perusahaan telah mengalokasikan dana untuk berbagai program sosial dalam berbagai program sosial dalam berbagai bidang, yakni meliputi bidang lingkungan hidup, bidang sosial, bidang pendidikan dan kemasyarakatan yang dalam hal ini diterapkan dalam berbagai pola.
Terdapat empat model atau pola tanggungjawab sosial perusahaan yang diterapkan di Indonesia, yaitu keterlibatan langsung melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, bermitra dengan pihak lain, dan mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Dalam menjalankan kegiatan CSE-nya PT. Agincourt Resources menggunakan dua pola. Dapat dilihat dari penjelasan sebagaimana diatas, pola yang diterapkan oleh PT. Agincourt Resources yakni dengan keterlibatan langsung dan bermitra dengan pihak lain.[footnoteRef:175] [175:  Hasil wawancara dengan Latif Supriadi, ST, Manajer Community Relations dan Community Development (Comrel & Comdev) PT. AR, pada tanggal 20 Februari 2017.] 

Keterlibatan secara langsung dalam pelaksanaan CSR-nya PT. Agincourt Resources dilakukan dengan cara langsung terjun langsung ke masyarakat disekitar pertambangan perusahaan. 
Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah jelaskan diatas terkait kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT. Agincourt Resources dalam upayanya melakukan pengembangan pada masyarakat di Kecamatan Batang Toru, yang mengarah pada pembangunan fisik dan nonfisik oleh perusahaan sesuai dengan yang diklasifikasikan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 1 menyebutkan bahwa “ Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha dibidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan”. Kemudian pada UU No. 25 tahun 2007 pasal 15 (b) manyatakan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial korporat.
Terkait masalah pembangunan fisik dan nonfisik seperti yang telah dikemukakan diatas perlu mendapat perhatian yang besar, sebab dengan adanya bantuan dana CSR dari perusahaan PT. Agincourt Resources yang telah menjalankan tanggungjawab sosialnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tidak hanya membawa sebuah penghargaan bagi perusahaan tersebut namun juga akan berpengaruh terhadap tingkat kemajuan dibidang sosial dan ekonomi desa dan masyarakat desa yang mendapat bantuan dana CSR dari perusahaan tersebut.

D. Strategi Ideal Pengentasan Kemiskinan Melalui Hukum Sebagai Sarana Pemberdayaan CSR
1. Hukum sebagai Sarana Pemberdayaan CSR sebagai Sarana Ideal dalam Pengentasan Kemiskinan
Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan arti keseimbangan antar aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (profit-people-planet), kini semakin banyak perusahaan yang memenuhi tanggungjawab sosialnya (CSR). Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan atau korporasi untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang terkait, utamanya masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan.
Program CSR dapat dilakukan melalui program-program pembangunan, khususnya program pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang semakin membuka peluang bagi Pemerintah untuk dapat menjalin kerjasama yang baik dengan perusahaan-perusahaan dalam hal melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan dana CSR sebagai alternatif biaya pembangunan Non-APBD.
Berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah, namun masalah kemiskinan masih belum nenunjukkan perbaikan dan solusi yang komprehensif. Sebagai upaya percapatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Dalam perpres tersebut, telah ditetapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dikonsolidasikan menjadi 3 kelompok program penanggulangan kemiskinan, kemudian di keluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Sebagai suatu langkah kinerja dari proses percepatan penanggulangan kemiskinan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berupaya mengembangkan paradigma dalam proses penanganan penanggulangan kemiskinan yang sifatnya sektoral, guna mengarah pada pola penanganan yang bersifat multisektoral. Proses koordinasi yang dibangun telah mampu mengelompokkan program-program penanggulangan kemiskinan tersebut berdasarkan segmentasi masyarakat miskin penerima program sebagai berikut.[footnoteRef:176] Pertama, Kelompok Program Penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. [176:  Muhaimin, Analisis Hukum Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Model Penyelesainnya, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1 Januari 2012, hlm. 20.] 

Kedua, Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Ketiga, Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.
Konsep di atas sejalan dengan konsep dan teori pemberdayaan, menurut Meriam Webster dalam Oxford English Dictionary kata “empower” mengandung dua pengertian, pengertian yang pertama adalah to give power or authority to, dan pengertian kedua berati to give abilty to or enable. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mengalihkan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. 
Kata pemberdayaan dalam Bahasa Inggris adalah empowerment, yang mengandung arti perbuatan atau aktifitas yang menjadikan sesuatu mampu untuk memiliki kekuatan atau daya, yaitu mengandung arti kekuatan, berdaya, tenaga. Di sinilah letak isi kandungan arti yang dimaksud adalah dari tidak berdaya atau kurang berdaya menjadi berdaya. Dalam bahasa Indonesia, kata empowerment atau to empower diterjemahkan sebagai pemberdayaan dan memberdayakan.
A.M.W. Pranarka dan Vidhyandika Moeljarto dalam tulisannya tentang Pemberdayaan (empowerment) mendiskripsikan beberapa pengertian pemberdayaan dengan mensetir beberapa pendapat sebagai berikut. Pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya. 
Robert Dahl, kekuatan menyangkut kemampuan pelaku untuk mempengaruhi pelaku kedua. Oleh karena itu pemberdayaan, “…would have be having or being given power to influence or control…”. Istilah pemberdayaan sering dipakai untuk menggambarkan keadaan seperti yang diinginkan individu. Dalam keadaan tersebut, masing-masing individu mempunyai pilihan dan kontrol di semua aspek kehidupan sehari-harinya seperti pekerjaan mereka, akses terhadap sumber daya, partisipasi dalam proses pembuatan keputusan sosial dan lain sebagainya.[footnoteRef:177] [177:  A.M.W. Pranarka dan Vidhyandika Moeljarto, Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi, CSIS, Jakarta, 1996, hlm. 61-63.] 

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan di atas, dapat disimpulan bahwa pemberdayaan (empowerment) adalah suatu upaya membuat sesuatu (subyek atau obyek) yang tidak berdaya menjadi berdaya dalam menghadapi atau melaksanakan sesuatu hal tertentu. Kata pemberdayaan (empowerment) adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Memberdayakan masyarakat berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.
Pemberdayaan hukum tidak dapat dilepaskan dari fungsi hukum sebagi instrumen untuk melakukan rekayasa sosial (social engineering). Ada dua fungsi utama yang dapat diperankan oleh hukum di dalam masyarakat. Pertama sebagai sarana kontrol sosial dan kedua sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial. Sebagai sarana kontrol sosial, hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap berada di dalam pola tingkah laku yang telah diterima oleh masyarakat.[footnoteRef:178] Di dalam perannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima dalam masyarakat atau hukum sebagai penjaga status quo, tetapi di luar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.[footnoteRef:179]  [178:  FX. Adji Samekto, Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Implikasi Kesadaran HAM, Kajian dalam Prespektif Global, Masalah-Masalah Hukum, Edisi IV/Januari- Maret 1999, hlm. 65.]  [179:  Ruhadi, dan Adam, Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Pendidikan Serambi, Maret 2008, Vol. 5 No. 2, hlm. 39.] 


Roscoe Pound menggunakan istilah “social engineering” dengan istilah rekayasa sosial. Seperti halnya semua jenis engineering, “social engineering” harus memperhatikan hambatan-hambatan yang mungkin ditumbuhkan oleh materi yang digarap, kesulitan untuk mengubah kebiasaan yang sudah berakar secara mendalam biasanya adalah disebabkan karena dana yang tersedia terbatas untuk membiayai sesuatu program yang terencana.
Dalam rangka program pengentasan kemiskinan, perusahaan diharapkan turut mengambil peran sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Hal ini karena dengan program CSR yang dimilikinya dapat dilakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berlekanjutan karena perusahaan memiliki sejumlah keunggulan seperti kompetensi, manajemen, teknologi, sumberdaya manusia dan finansial. Berdasarkan keunggulan atau kemampuan tersebut, maka program CSR yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu keterlibatan perusahaan mutlak diperlukan, karena kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya mempunyai misi dan fungsi strategis. Keberhasilan perusahaan dalam melaksanakan program CSR melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu berperan dalam pembangunan dan mampu menjawab tantangan dan permasalahan masyarakat sendiri termasuk masalah pengentasan kemiskinan.
Di Indonesia isu CSR terus bergulir seiring dengan munculnya berbagai tuntutan, tekanan, dan resistansi baik dari masyarakat lokal maupun LSM/NGO terhadap aktivitas dunia usaha. Akar dari tuntutan itu sendiri tidak terlepas dari :[footnoteRef:180] [180:  Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hlm. 123.] 

a. Dampak industrialisasi terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan;
b. Proses demokratisasi;
c. Perkembangan dunia informas dan Teknologi (IT);
d. Tantangan globalisasi dan tuntutan pasar bebas; dan
e. Budaya perusahaan (corporate culuture);
Menyikapi hal tersebut, pembuat undang-undang (legislatif dan eksekutif) mengakomodir tuntutan itu dengan mengambil sikap yang tidak populis di kalangan dunia usaha, yaitu dengan kebijakan menormakan CSR yang semula didasari atas etika bisnis yang sarat dengan nilai-nilai moral, dijadikan sebagai norma hukum yang dituangkan ke dalam produk peraturan perundang-undangan (UUPM dan UUPT).



Keharusan menerapkan CSR ini juga tidak terlepas dari pengaruh globalisasi, di mana terjadinya perubahan paradigma dalam berusaha, yaitu :
a. Kalau selama ini perusahaan hanya dipandang sebagai instrument ekonomi, namun sejalan dengan tuntutan global perusahaan harus dipandang sebagai institusi sosial.
b. Perusahaan tidak hanya mengakomodasi kepentingan stakeholders, tetapi juga kepentingan stakeholders.
Oleh karena itu, pengelolaan perusahaan tidak bisa hanya semata-mata mengedepankan keuntungan financial (single bottom line), tetapi juga mengedepankan aspek sosial dan lingkungan yang disebut 3BL.
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pertambangan, maka pemangku kepentingan harus memiliki strategi jangka pendek, menengah dan panjang dalam pengelolaan pertambangan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat setempat.
Hal-hal kritikal agar multiplier effect pertambangan dapat terjadi:[footnoteRef:181] [181:  Kajian Analisis Isu-Isu Sektor SDM, Pusat Data... Op.Cit., hlm. 84.] 

1. Penetapan arah kebijakan pembangunan wilayah pertambangan (5, 10, 15, 20 tahun ke depan).
2. Identifikasi dari Spending dan Income Cycle di wilayah pertambangan (kondisi saat ini dan yang diharapkan di masa depan).
3. Program peningkatan kapasitas masyarakat wilayah pertambangan didasarkan pada strategi jangka panjang.
4. Program pemerintah yang fokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di wilayah pertambangan.
Oleh karena itu, Industri pertambangan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang terdiri dari berbagai macam jenis dan skalanya. Dalam prakteknya banyak perusahaan kecil yang memiliki resiko kerusakan lingkungan yang tinggi dan praktek CSR yang buruk. Image buruk sektor pertambangan ini juga menimpa perusahaan tambang besar yang telah menerapkan good mining practice. Sebelum memetakan dampak CSR dan bagaimana CSR ke depan, kita harus memetakan dahulu industri pertambangan yang ada saat ini baik jenis dan skalanya.
Tujuan CSR idealnya adalah membangun infrastruktur, membentuk pola pikir masyarakat, pembentukan karakter, pemberdayaan SDM menuju masyarakat mandiri. Ironisnya banyak tambang yang tidak dapat melakukan hal ini yaitu perusahaan tambang kecil. Untuk itu dalam rangka mencapai tujuan ideal CSR maka nilai komplemen CSR harus dibedakan antara satu perusahaan dengan lainnya dengan melihat kondisi riil pertambangan yaitu jenis dan luasan perusahaan tambang, serta bagaimana bentuk komplemen CSR.


Terdapat dua hal yang dapat mendorong perusahaan menerapkan CSR, yaitu bersifat dari luar perusahaan (external drivers) dan dari dalam perusahaan (internal drivers). Termasuk kategori pendorong dari luar, misalnya adanya regulasi, hukum, dan diwajibkannya analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah memberlakukan audit Proper (Program penilaian peningkatan kinerja perusahaan). Pendorong dari dalam perusahaan terutama bersumber dari perilaku manajemen dan pemilik perusahaan (stakeholders), termasuk tingkat kepedulian/tanggungjawab perusahaan untuk membangun masyarakat sekitar (community development responsibility).
Ada empat manfaat yang diperoleh bagi perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra (image) yang positif dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap kapital (modal). Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (human resources) yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (critical decision making) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (risk management).[footnoteRef:182] [182:  Muhammad Arief Effendi, Implementasi GCG Melalui CSR, 7 Maret 2007, diakses dari muhariefeffendi.wordpress.com.] 


Dalam menangani isu-isu sosial, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu: Responsive CSR dan Strategic CSR. Agenda sosial perusahaan perlu melihat jauh melebihi harapan masyarakat, kepada peluang untuk memperoleh manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan. Bergeser dari sekadar mengurangi kerusakan menuju penemuan jalan untuk mendukung strategi perusahaan dengan meningkatkan kondisi sosial. Agenda sosial seperti ini harus responsif terhadap pemangku kepentingan.
Isu sosial yang mempengaruhi sebuah perusahaan terbagi dalam tiga kategori. Pertama, isu sosial generik, yakni isu sosial yang tidak dipengaruhi secara signifikan oleh operasi perusahaan dan tidak mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk berkompetisi dalam jangka panjang. Kedua, dampak sosial value chain, yakni isu sosial yang secara signifikan dipengaruhi oleh aktivitas normal perusahaan. Ketiga, dimensi sosial dari konteks kompetitif, yakni isu sosial di lingkungan eksternal perusahaan yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan berkompetisi perusahaan.
Setiap perusahaan perlu mengklasifikasikan isu sosial ke dalam tiga kategori tersebut untuk setiap unit bisnis dan lokasi utama, kemudian menyusunnya berdasarkan dampak potensial. Isu sosial yang sama bisa masuk dalam kategori yang berbeda, tergantung unit bisnis, industri, dan tempatnya.
Ketegangan yang sering terjadi antara sebuah perusahaan dan komunitas atau masyarakat di sekitar perusahaan berlokasi umumnya muncul lantaran terabaikannya komitmen dan pelaksanaan tanggungjawab sosial tersebut. Perubahan orientasi sosial politik di tanah air dapat memunculkan kembali apresiasi rakyat yang terbagi-bagi dalam wilayah administratif dalam upaya menciptakan kembali akses mereka terhadap sumber daya yang ada di wilayahnya.
Seringkali kepentingan perusahaan diseberangkan dengan kepentingan masyarakat. Sesungguhnya perusahaan dan masyarakat memiliki saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan antara perusahaan dan masyarakat berimplikasi bahwa baik keputusan bisnis dan kebijakan sosial harus mengikuti prinsip berbagi keuntungan, yaitu pilihan-pilihan harus menguntungkan kedua belah pihak.
Saling ketergantungan antara sebuah perusahaan dengan masyarakat memiliki dua bentuk. Pertama, inside-out linkages, bahwa perusahaan memiliki dampak terhadap masyarakat melalui operasi bisnisnya secara normal. Dalam hal ini perusahaan perlu memerhatikan dampak dari semua aktivitas produksinya, aktivitas pengembangan sumber daya manusia, pemasaran, penjualan, logistik, dan aktivitas lainnya.


Kedua, outside-in-linkages, di mana kondisi sosial eksternal juga memengaruhi perusahaan, menjadi lebih baik atau lebih buruk. Ini meliputi kuantitas dan kualitas input bisnis yang tersedia sumber daya manusia, infrastruktur transportasi; peraturan dan insentif yang mengatur kompetisi seperti kebijakan yang melindungi hak kekayaan intelektual, menjamin transparansi, mencegah korupsi, dan mendorong investasi; besar dan kompleksitas permintaan daerah setempat; ketersediaan industri pendukung di daerah setempat, seperti penyedia jasa dan produsen mesin.[footnoteRef:183] [183:  Achmad Daniri, (Ketua Mirror Committee on Social Responsibility Indonesia) dan Maria Dian Nurani (Anggota Mirror Committee on Social Responsibility Indonesia), Menuju Standarisasi CSR, Harian Bisnis Indonesia, 19 Juli 2007.] 

Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia, dan prinsip-prinsip ini sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Prinsip etika bisnis itu sendiri adalah :
1) Prinsip otonomi, adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
2) Prinsip kejujuran.
3) Prinsip keadilan.
4) Prinsip saling menguntungkan (mutual benefit principle).
5) Prinsip integritas moral; terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan/orang-orangnya maupun perusahaannya.
Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika ada masyarakat adat/masyarakat lokal, praktek CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut.
Agar efektif CSR memerlukan peran civil society yang aktif. Setidaknya terdapat tiga wilayah dimana masyarakat dapat menunjukkan perannya yaitu :
1. Kampanye melawan korporasi yang melakukan praktik bisnis yang tidak sejalan dengan prinsip CSR lewat berbagai aktivitas lobby dan advokasi.
2. Mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan kapasitas dan membangun institusi yang terkait dengan CSR.
3. Mengembangkan inisiatif multi stakeholder yang melibatkan berbagai elemen dari masyarakat, korporasi dan pemerintah untuk mempromosikan dan meningkatkan kualitas penerapan CSR.
Lewat ISO 26000 terlihat upaya untuk mengakomodir kepentingan semua stakeholder. Dalam hal ini, peran pemerintah menjadi penting. Pemerintah harus punya pemahaman menyeluruh soal CSR agar bisa melindungi kepentingan yang lebih luas, yaitu pembangunan nasional. Jangan lupa, dari kacamata kepentingan ekonomi pembangunan nasional, sektor bisnis atau perusahaan itu ada untuk pembangunan, bukan sebaliknya. Pemerintah perlu jelas bersikap dalam hal ini. Misalnya, di satu sisi, mendorong agar perusahaan-perusahaan yang sudah tercatat di bursa efek harus melaporkan pelaksanaan CSR kepada publik.
Cakupan dari ISO 26000 ini antara lain untuk membantu organisasi-organisasi menjalankan tanggungjawab sosialnya; memberikan “practical guidances” yang berhubungan dengan operasionalisasi tanggungjawab sosial; identifikasi dan pemilihan stakeholders; mempercepat laporan kredibilitas dan klaim mengenai tanggungjawab sosial; untuk menekankan kepada hasil performansi dan peningkatannya; untuk meningkatkan keyakinan dan kepuasan atas konsumen dan stakeholders lainnya; untuk menjadi konsisten dan tidak berkonflik dengan traktat internasional dan standarisasi ISO lainnya; tidak bermaksud mengurangi otoritas pemerintah dalam menjalankan tanggungjawab sosial oleh suatu organisasi; dan, mempromosikan terminologi umum dalam lingkupan tanggungjawab sosial dan semakin memperluas pengetahuan mengenai tanggungjawab sosial.[footnoteRef:184] [184:  Indonesia Business Links, Integrating CSR a Business Strategy: How to adopt CEO values into CSR Policies, Jakarta, 2 Mei 2007.] 



ISO 26000 sesuatu yang tidak bisa ditawar. Meskipun, dalam rilis yang diambil dari website resmi ISO, standarisasi mengenai Social Responsibility, memang dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak wajib, tetap saja ini akan menjadi trend yang akan naik daun di tahun 2009 dan harus dihadapi dengan sungguh-sungguh, jika ingin tetap eksis dalam dunia usaha di Indonesia. ISO 26000 ini bisa dijadikan sebagai rujukan atau pedoman dalam pembentukan pedoman prinsip pelaksanaan CSR di Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah harus bisa bernegosiasi di level internasional untuk membantu produk Indonesia bisa masuk ke pasar internasional secara fair. Misalnya lewat mekanisme WTO dapat dibarengi dengan upaya pemerintah memberikan bantuan/asistensi pada perusahaan yang belum/menjadi perusahaan publik agar penerapan CSR-nya juga diapresiasi melalui mekanisme selain ISO. Misalnya dengan  menciptakan/menerapkan standard nasional CSR yang lebih bottom up atau insentif tertentu yang bisa meyakinkan pasar internasional untuk menerima produk Indonesia.
Pelaksanaan CSR di Indonesia sangat tergantung pada pimpinan puncak korporasi. Artinya, kebijakan CSR tidak selalu dijamin selaras dengan visi dan misi korporasi. Jika pimpinan perusahaan memiliki kesadaran moral yang tinggi, besar kemungkinan korporasi tersebut menerapkan kebijakan CSR yang benar. Sebaliknya, jika orientasi pimpinannya hanya berkiblat pada kepentingan kepuasan pemegang saham (produktivitas tinggi, profit besar, nilai saham tinggi) serta pencapaian prestasi pribadi, boleh jadi kebijakan CSR hanya sekadar kosmetik.
Sifat CSR yang sukarela, absennya produk hukum yang menunjang dan lemahnya penegakan hukum telah menjadikan Indonesia sebagai negara ideal bagi korporasi yang memang memperlakukan CSR sebagai kosmetik. Yang penting, Laporan Sosial Tahunannya tampil mengkilap, lengkap dengan tampilan foto aktivitas sosial serta dana program pembangunan komunitas yang telah direalisasi. Sekali lagi untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan program CSR, diperlukannya komitmen yang kuat, partisipasi aktif, serta ketulusan dari semua pihak yang peduli terhadap program-program CSR. Program CSR menjadi begitu penting karena kewajiban manusia untuk bertanggungjawab atas keutuhan kondisi-kondisi kehidupan umat manusia di masa datang.
Sebagai acuan dalam menerapkan CSR dapat merujuk pada prinsip-prinsip dasar CSR sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang pakar CSR dari University of Bath Inggris yaitu Alyson Warhurst. Dimana pada tahun 1998 beliau menjelaskan bahwa ada enam belas prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan CSR yaitu :[footnoteRef:185] [185:  Wibisono, Membedah Konsep & Aplikasi CSR, Fascho Publishing, Gresik, 2007, hlm. 39.] 


a. Prioritas Perusahaan. Perusahaan harus menjadikan tanggungjawab sosial sebagai prioritas tertinggi dan penentu utama dalam pembangunan berkelanjutan. Sehingga perusahaan dapat membuat kebijakan, program, dan praktik dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dengan cara lebih bertanggungjawab secara sosial.
b. Manajemen Terpadu. Manajer sebagai pengendali dan pengambil keputusan harus mampu mengintegrasikan setiap kebijakan dan program dalam aktivitas bisnisnya, sebagai salah satu unsur dalam fungsi manajemen.
c. Proses Perbaikan. Setiap kebijakan, program, dan kinerja sosial harus dilakukan evaluasi secara berkesinambungan didasarkan atas temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara global.
d. Pendidikan Karyawan. Karyawan sebagai stakeholders primer harus ditingkatkan kemampuan dan keahliannya, oleh karena itu perusahaan harus memotivasi mereka melalui program pendidikan dan pelatihan.
e. Pengkajian. Perusahaan sebelum melakukan sekecil apapun suatu kegiatan harus terlebih dahulu melakukan kajian mengenai dampak sosialnya. Kegiatan ini tidak saja dilakukan pada saat memulai suatu kegiatan, tapi juga pada saat sebelum mengakhiri atau menutup suatu kegiatan.

f. Produk dan Jasa. Suatu perusahaan harus senantiasa berusaha mengembangkan suatu produk dan jasa yang tidak mempunyai dampak negatif secara sosial.
g. Informasi Publik. Memberikan informasi dan bila perlu mengadakan pendidikan terhadap konsumen, distributor, dan masyarakat umum tentang penggunaan, penyimpanan, dan pembuangan atas suatu produk barang dan/atau jasa.
h. Fasilitas dan Operasi. Mengembangkan, merancang, dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan dengan mempertimbangkan temuan yang berkaitan dengan dampak sosial dari suatu kegiatan perusahaan.
i. Penelitian. Melakukan dan/atau mendukung suatu riset atas dampak sosial dari penggunaan bahan baku, produk, proses, emisi, dan limbah yang dihasilkan sehubungan dengan kegiatan usaha. Penelitian itu sendiri dilakukan dalam upaya mengurangi dan/atau meniadakan dampak negatif kegiatan dimaksud.
j. Prinsip Pencegahan. Memodifikasi manufaktur, pemasaran dan/atau penggunaan atas produk barang atau jasa yang sejalan dengan hasil penelitian mutakhir. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.


k. Kontraktor dan Pemasok. Mendorong kontraktor dan pemasok untuk mengimplementasikan dari prinsip-prinsip tanggungjawab sosial perusahaan, baik yang telah maupun yang akan melakukannya. Bila perlu menjadikan tanggungjawab sosial sebagai bagian dari suatu persyaratan dalam kegiatan usahanya.
l. Siaga Menghadapi Darurat. Perusahaan harus menyusun dan merumuskan rencana dalam menghadapi keadaan darurat. Dan bila terjadi keadaan berbahaya perusahaan harus bekerja sama dengan layanan gawat darurat, instansi berwenang, dan komunitas lokal.
m. Transfer Best Practice. Berkontribusi pada pengembangan dan transfer bisnis praktis sepanjang bertanggungjawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik.
n. Memberikan Sumbangan. Sumbangan ini ditujukan untuk pengembangan usaha bersama, kebijakan publik, dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen serta lembaga pendidikan yang akan membantu meningkatkan kesadaran akan tanggungjawab sosial.
o. Keterbukaan (disclosure). Menumbuh kembangkan budaya keterbukaan dan dialogis dalam lingkungan perusahaan dan dengan unsur publik. Selain itu perusahaan harus mampu mengantisipasi dan memberikan respons terhadap risiko potensial yang mungkin muncul, dan dampak negatif dari operasi, produk, limbah, dan jasa.

p. Pencapaian dan Pelaporan. Melakukan evaluasi atas hasil kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria perusahaan dan ketentuan peraturan perundang undangan serta menyampaikan informasi tersebut kepada dewan direksi, pemegang saham, pekerja, dan publik.
Tanggungjawab sosial perusahaan sebagai salah satu bentuk tanggungjawab sosial yang diimplementasikan perusahaan dalam perspektif pemberdayaan didisain berlandaskan pada “the empowerment is road to participation”. Kebijakan ini merupakan suatu upaya pemberdayaan yang diharapkan mampu menumbuh dan meningkatkan tidak hanya partisipasi masyarakat tetapi lebih dari itu, menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi multi pihak. Proses-proses pemberdayaan dalam CSR ini menggunakan pola pola partisipasi terkini, bahwa tatakelola yang baik dalam program pembangunan menunjukkan pergeseran tipe partisipasi dari “community participation” bergeser ke stakeholders participation”.
Partisipasi masyarakat aktivitas CSR adalah suatu proses aktif dan inisiatif yang diambil oleh warga komunitas itu sendiri, dibimbing melalui cara mereka sendiri dengan menggunakan sarana dan proses (kelembagaan dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif.

Dengan demikian, proses pemberdayaan masyarakat dapat dimaknai sebagai usaha untuk pengembangan, kemandirian, keswadayaan dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan. Pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional dalam bidang politik, ekonomi dan lain-lain.[footnoteRef:186] [186:  Fredian Tonny Nasdian, Pengembangan Masyarakat, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 236.] 


2. Strategi Untuk Mengatasi Hambatan Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan CSR
Dalam mengimpelementasikan CSR, terdapat empat model atau pola tanggungjawab sosial perusahaan yang diterapkan di Indonesia, yaitu :[footnoteRef:187] [187:  Edi Suharto, Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.106.] 

a. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program tanggungjawab sosial secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara, serta melakukan evaluasi hasil kerja perusahaan.
b. Melalui yayasan atau masyarakat. Dalam organisasi masyarakat harus diadakan pelatihan-pelatihan untuk memaksimalkan hasilnya. 
c. Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan tanggungjawab sosial perusahaan melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya untuk mempublish binaan hasil karya masyarakat.
d. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat hibah pembangunan, misal : pengelohan tambang emas, mengevaluasi CSR.
Dari keempat model diatas, model yang banyak dijalankan selama tahun 2001 adalah model ketiga, yakni perusahaan bermitra dengan organisasi sosial atau  lembaga lain.






	Tahapan
	Charity
	Philantrophy
	Corporate Citizenship

	Motivasi
	Agama, tradisi, adat
	Norma, etika dan
hukum universal,
redistribusi
kekayaan
	Pencerahan diri dan
rekonsiliasi dengan
ketertiban sosial

	Misi 
	Mengatasi masalah
Sesaat
	Mencari dan
mengatasi akar
masalah
	Memberikan
kontribusi kepada
masyarakat

	Pengelolaan 
	Jangka pendek,
menyelesaikan
masalah sesaat
	Terencana,
terorganisir,
terprogram
	Terinternalisasi
dalam kebijakan
perusahaan

	Pengorganisasian
	Kepanitiaan
	Yayasan (dana
abdi), profesional
	Keterlibatan dalam
pendanaan

	Peenrimaan Manfaat
	Orang miskin
	Masyarakat luas
	Masyarakat luas dan perusahaan

	Kontribusi
	Hibah sosial
	Hibah pembangunan
	Hibah dan keterlibatan sosial

	Inspirasi
	Kewajiban
	Kepentingan bersama



Tabel 3.7 Model atau Pola Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Memahami begitu luasnya cakupan ruang lingkup CSR, masing-masing perusahaan mempunyai karakter dan kondisi yang berbeda-beda. Kondisi ini akan berdampak pada implementasi CSR yang berbeda pula. Namun secara komprehensif dapat dikelompokkan atas enam bidang, yaitu :[footnoteRef:188] [188:  Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility Dari Voluntary menjadi Mandatory, Cet Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 43.] 

a. Bidang Ekonomi. Dapat dirumuskan sebagai kewajiban untuk berperan serta dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, bukan hanya internal, akan tetapi juga eksternal.
b. Bidang Politik. Para manajer dan seluruh karyawan suatu organisasi adalah warga suatu masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana warga lainnya. Oleh karen itu mereka mempunyai kewajiban di bidang politik seperti turut menjaga stabilitas politik di masyarakat.
c. Bidang Sosial. Perusahaan mempunyai kewajiban di bidang sosial yang mencakup berbagai aspek, seperti tanggungjawab untuk turut serta memajukan kegiatan pendidikan pada semua jenjang.
d. Bidang Legal. Logika dan rasa tanggungjawab sebagai warga negara menyatakan bahwa ketaatan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesungguhnya bukan hanya merupakan salah satu tanggungjawab sosial seseorang tetapi merupakan keharusan mutlak. Dengan ketaatan itu tertib sosial dapat terpelihara dan keseimbangan antara hak dan kewajiban seseorang dapat diwujudkan.
e. Bidang Etika. Norma moral dan etika dianggap baik apabila diterima oleh masyarakat. Dan kondisi ini pun berlaku dalam dunia perusahaan, karena perusahaan merupakan anggota dari suatu komunitas yang dalam artifisial sama dengan manusia sendiri.
f. Diskresi (kebebasan mengambil keputusan). Berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen dalam penyelenggaraan kegiatan perusahaan, termasuk dalam pengambilan keputusan tentang kewajiban sosial yang akan ditunaikannya.
Menurut Wibisono, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika perusahaan akan melakukan program CSR, setidaknya terdapat empat tahap, diantaranya :[footnoteRef:189] [189:  Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers, Tata Kelola Ekonomi Indonesia dalam masyarakat Ekonomi ASEAN Dan Meningkatkan Martabat Bangsa Berbasis Sumber Daya Energi Dan Memperkokoh Sinergi Penelitian Antar Pemerintah, Industri & Perguruan Tinggi, LPPM UPNVY, Yogyakarta, 2016, hlm. 3.] 

1. Tahap perencanaan
Perencanaan terdapat tiga langkah utama, yaitu awareness building, CSR Assessment, dan CSR manual building. Awareness building merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya CSR dan komitmen manajemen. Upaya ini dapat dilakukan antara lain melalui seminar, lokakarya, diskusi kelompok, dan lain-lain.
CSR Assessment merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah- langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif.
Langkah selanjutnya adalah dengan membuat CSR manual. Hasil assessment merupakan dasar menyusun manual atau pedoman implementasi CSR. Upaya yang perlu dilakukan antara lain melalui benchmarking, menggali dari referensi atau menggunakan tenaga ahli.
Manual assessment merupakan inti dari perencanaan, karena menjadi panduan atau petunjuk pelaksanaan CSR bagi komponen perusahaan. Penyusunan manual CSR dibuat sebagai acuan, panduan dan pedoman dalam pengelolaan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh perusahaan. Pedoman ini diharapkan mampu memberikan kejelasan dan keseragaman pola pikir dan pola tindak seluruh elemen perusahaan guna tercapainya pelaksanaan program yang terpadu, efektif dan efesien.
2. Tahap Implementasi
Perencanaan sebaik apapun tidak akan berarti dan tidak akan berdampak apapun bila tidak diimplementasikan dengan baik, akibatnya tujuan program CSR secara keseluruhan tidak akan tercapai, dan masyarakat tidak akan merasakan manfaat yang optimal padahal anggaran yang telah dikucurkan tidak bisa dibilang kecil. Oleh karena itu perlu disusun strategi untuk menjalankan rencana yang telah dirancang.
Dalam memulai implementasi, pada dasarnya terdapat tiga aspek yang harus disiapkan, yaitu; siapa yang akan menjalankan, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana cara melakukan impelementasi beserta alat apa yang diperlukan. Dalam istilah manajemen populer, aspek tersebut diterjemahkan kedalam :


1) Pengorganisasi, atau sumber daya yang diperlukan.
2) Penyusunan (staffing) untuk menempatkan orang sesuai dengan jenis tugas atau pekerjaan yang harus dilakukannya.
3) Pengarahan (directing) yang terkait dengan bagaimana cara melakukan tindakan.
4) Pengawasan atau kontrol terhadap pelaksanaan.
5) Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana.
6) Penilaian (evaluating) untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan.
Tahap impelementasi ini terdiri dari tiga langkah utama, yaitu sosialisasi, pelaksanaan dan internalisasi. Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada komponen perusahaan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan CSR khususnya mengenai pedoman penerapan CSR. Agar efektif, upaya ini perlu dilakukan dengan suatu tim atau divisi khusus yang dibentuk untuk mengelola program CSR, langsung berada dibawah pengawasan salah satu direktur atau CEO. Tujuan utama sosialisasi adalah agar program CSR yang akan diimplementasikan mendapat dukungan penuh dari seluruh komponen perusahaan, sehingga dalam perjalanannya tidak ada kendala serius yang dapat dialami oleh unit penyelenggara.


Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada dasarnya harus sejalan dengan pedoman Corporate Social Responsibility yang ada, berdasarkan roadmap yang telah disusun, sedangkan internalisasi adalah tahap jangka panjang. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan tentang Corporate Social Responsibilitydi dalam seluruh aspek bisnis perusahaan, misalnya melalui sistem manajemen kinerja, prosedur pengadaan, proses produksi, pemasaran dan proses bisnis lainnya. Dengan upaya ini dapat dinyatakan bahwa penerapan CSR bukan sekedar kosmetik namun telah menjadi strategi perusahaan, bukan lagi sebagai upaya untuk compliance tetapi sudah beyond compliance.
3. Tahap Evaluasi
Setelah program diimplementasikan, langkah berikutnya adalah evaluasi program. Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauhmana efektifitas penerapan CSR. Terkadang ada kesan, evaluasi baru dilakukan jika ada program yang gagal sedangkan jika program tersebut berhasil, justru tidak dilakukan evaluasi. Padahal evaluasi harus tetap dilakukan, baik saat kegiatan tersebut berhasil atau gagal, bahkan kegagalan atau keberhasilan baru bisa diketahui setelah program tersebut dievaluasi.

Evaluasi Program Corporate Social Responsibility dan Community Development pada industri tambang dan migas, evaluasi program Corporate Social Responsibility (CSR) perlu diadakan setiap tahunnya bukan untuk tindakan mencari-cari kesalahan. Evaluasi dilakukan sebagai sarana untuk pengambilan keputusan. Misalnya keputusan untuk menghentikan, melanjutkan, memperbaiki atau mengembangkan aspek-aspek tertentu dari program yang telah diimplementasikan.
4. Pelaporan
Pelaporan dilakukan dalam rangka membangun sistem informasi baik untuk keperluan proses pengembalian keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Jadi selain berfungsi untuk keperluan shareholder juga untuk stakeholder yang memerlukan.
Ada 5 aspek yang dapat dimasukkan dalam CSR :[footnoteRef:190] [190:  Ibid., hlm. 85.] 

1. Legal compliance, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Welfare, kesejahteraan masyarakat sekitar tambang meningkat.
3. Corporate image, dapat menjadi daya jual perusahaan.
4. Relationship antara perusahaan dan masyarakat, saat ini banyak terjadi konflik perusahaan tambang dengan masyarakat (resistensi lokal).
5. Equity antara Welfare atau Well Being, profit harus dihasilkan dengan keseimbangan dengan pemerataan kesejahteraan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.
Harus ada integrasi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar tambang untuk menghindari adanya resistensi lokal dan pemerataan kesejahteraan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Maka itu perlu ada peraturan perundangan dan proporsi CSR yang jelas. Harus ada indeks CSR yang jelas dan disepakati bersama, seperti halnya indeks kemiskinan, indeks demokrasi, indeks equality, dll.
Pemerintah seharusnya menciptakan prakondisi yang memadai agar perusahaan dapat beroperasi dengan kepastian hukum yang tinggi. Dalam hal ini, berbagai regulasi yang ada tidak hanya berfungsi memberikan batasan kinerja minimal bagi perusahaan, tapi juga memberikan perlindungan penuh bagi mereka yang telah mencapainya. Di luar itu, pemerintah bisa pula membantu perusahaan yang sedang berupaya melampaui standar minimal dengan berbagai cara. Di antaranya dengan memberikan legitimasi, menjadi penghubung yang jujur dengan pemangku kepentingan lain, meningkatkan kepedulian pihak lain atas upaya yang sedang dijalankan perusahaan, serta mencurahkan sumber dayanya untuk bersama-sama mencapai tujuan keberlanjutan.
Mengingat CSR sulit terlihat dengan kasat mata, maka tidak mudah untuk melakukan pengukuran tingkat keberhasilan yang dicapai. Oleh karena itu diperlukan berbagai pendekatan untuk menjadikannya kuantitatif dengan menggunakan pendekatan Triple Bottom Line atau Sustainability Reporting. Dari sisi ekonomi, penggunaan sumber daya alam dapat dihitung dengan akuntansi sumber daya alam, sedangkan pengeluaran dan penghematan biaya lingkungan dapat dihitung dengan menggunakan akuntansi lingkungan.[footnoteRef:191] [191:  Makalah Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Proper Sebagai Instrumen Pengukuran Penerapan CSR Oleh Perusahaan, Jakarta,  23 Agustus 2006, hlm. 56.] 

CSR adalah konsep yang terus berkembang baik dari sudut pendekatan elemen maupun penerapannya. CSR sebenarnya merupakan proses interaksi sosial antara perusahaan dan masyarakatnya. Perusahaan melakukan CSR bisa karena tuntutan komunitas atau karena pertimbangannya sendiri. Bidangnya pun amat beragam ada pada kondisi yang berbeda-beda.
Proses regulasi yang menyangkut kewajiban CSR perlu memenuhi pembuatan peraturan yang terbuka dan akuntabel. Pertama, harus jelas apa yang diatur. Lalu, harus dipertimbangkan semua kenyataan di lapangan, termasuk orientasi dan kapasitas birokrasi dan aparat penegak hukum serta badan-badan yang melakukan penetapan dan penilaian standar. Yang juga harus diperhitungkan adalah kondisi politik, termasuk kepercayaan pada pemerintah dan perilaku para aktor politik dalam meletakkan masalah kesejahteraan umum. Ini artinya harus melalui dialog bersama para pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha, kelompok masyarakat yang akan terkena dampak, dan organisasi pelaksana.
Dengan diatur dalam suatu UU, CSR kini menjadi tanggungjawab legal dan bersifat wajib. Namun, dengan asumsi bahwa akhirnya kalangan bisnis bisa menyepakatinya makna sosial yang terkandung didalamnya, gagasan CSR mengalami distorsi serius. Pertama, sebagai sebuah tanggungjawab sosial, UU ini telah mengabaikan sejumlah prasyarat yang memungkinkan terwujudnya makna dasar CSR tersebut, yakni sebagai pilihan sadar, adanya kebebasan, dan kemauan bertindak. Mewajibkan CSR, apa pun alasannya, jelas memberangus sekaligus ruang-ruang pilihan yang ada, berikut kesempatan masyarakat mengukur derajat pemaknaannya dalam praktik.
Kedua, dengan kewajiban itu, konsekuensinya, CSR bermakna parsial sebatas upaya pencegahan dan penanggulangan dampak sosial dan lingkungan dari kehadiran sebuah perusahaan. Dengan demikian, bentuk program CSR hanya terkait langsung dengan core business perusahaan, sebatas jangkauan masyarakat sekitar. Padahal praktik yang berlangsung selama ini, ada atau tidaknya kegiatan terkait dampak sosial dan lingkungan, perusahaan melaksanakan program langsung, seperti lingkungan hidup dan tak langsung (bukan core business) seperti rumah sakit, sekolah, dan beasiswa. Kewajiban tadi berpotensi menghilangkan aneka program tak langsung tersebut.
Ketiga, tanggungjawab lingkungan sesungguhnya adalah tanggungjawab setiap subyek hukum, termasuk perusahaan. Jika terjadi kerusakan lingkungan akibat aktivitas usahanya, hal itu jelas masuk ke wilayah urusan hukum. Setiap dampak pencemaran dan kehancuran ekologis dikenakan tuntutan hukum, dan setiap perusahaan harus bertanggungjawab. Dengan menempatkan kewajiban proteksi dan rehabilitasi lingkungan dalam domain tanggungjawab sosial, hal ini cenderung mereduksi makna keselamatan lingkungan sebagai kewajiban legal menjadi sekadar pilihan tanggungjawab sosial. Atau bahkan lebih jauh lagi, justru bisa terjadi penggandaan tanggungjawab suatu perusahaan, yakni secara sosial (menurut UU PT) dan secara hukum (UU lingkungan hidup).
Keempat, dari sisi keterkaitan peran, kewajiban yang digariskan UU PT menempatkan perusahaan sebagai pelaku dan penangungjawab tunggal program CSR. Di sini masyarakat seakan menjadi obyek semata, sehingga hanya menyisakan budaya ketergantungan selepas program, sementara negara menjadi mandor pengawas yang siap memberikan sanksi atas pelanggaran yang terjadi.[footnoteRef:192] [192:  Robert Endi Jaweng, Kritik Pengaturan CSR dalam UUPT, Suara Pembaruan, 31 Juli 2007.] 

Tanggungjawab perusahaan yang tinggi sangat diperlukan karena dengan mewajibkan perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk usaha sosial kemasyarakatan diharapkan dapat ikut memberdayakan masyakarat secara sosial dan ekonomi. Namun pewajiban dalam suatu Undang-Undang dapat memunculkan multi tafsir yang menyebabkan tujuan menjadi tidak tercapai. Di antara permasalahan yang harus ditegaskan adalah perusahaan apa saja yang wajib melaksanakan tanggungjawab sosial, sanksi apa saja yang mungkin dapat dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut, sistem pelaporan dan standar kegiatan yang termasuk dalam kategori kegiatan tanggungjawab sosial.
Pewajiban tanggungjawab sosial dan lingkungan kepada perusahaan tidaklah tepat. Hal ini karena :
1) Pemerintah telah mengatur tentang LH, Perlindungan Konsumen, Hak Asasi Manusia, Perburuhan dan sebagainya pada masing-masing UU tersebut, tetapi bukan mengatur CSR pada UUPT.
2) Kegiatan CSR sangat beragam, bergantung pada interaksi 3 pilar (Dunia Usaha, Pemerintah dan Masyarakat), berkaitan dengan 7 masalah pokok, melebihi kewajiban dari peraturan perundang-undangan, dan bersifat sukarela didasarkan pada dorongan moral dan etika.
3) Kegiatan usaha pengelolaan sumber daya alam hampir mayoritas dilakukan oleh perusahaan bukan berbadan hukum Indonesia.
4) Pemerintah & masyarakat sebaiknya bermitra di dalam menangani masalah sosial, dengan memanfaatkan program CSR yang dilakukan oleh Dunia Usaha.
Persoalan berikutnya, seberapa jauh CSR berdampak positif bagi masyarakat, amat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga lain, terutama Pemerintah. Berbagai studi menunjukkan, keberhasilan program CSR selama ini justru terkait dengan sinergitas kerja sama perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Segitiga peran itu memungkinkan integrasi kepentingan atau program semua stakeholders pembangunan. Bahkan tidak jarang CSR menjadi semacam titik temu antara wilayah isu yang menjadi perhatian perusahaan, kepentingan riil masyarakat setempat, dan program pemda dalam kerangka pembangunan regional. Untuk Indonesia, pelaksanaan CSR membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial.
Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini. Di tengah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR. Pemerintah bisa menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus, dengan masukan pihak yang kompeten.
Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi satu pihak terhadap yang lain. Peran terakhir ini amat diperlukan, terutama di daerah.
Meskipun program CSR telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan kesadaran perusahaan yang semakin baik, namun dikarenakan tidak adanya standar baku dalam pelaksanaannya, telah mengakibatkan program CSR sangat variatif, berjangka pendek, dan cenderung mengikuti selera pemilik dana. Selain itu kebanyakan perusahaan di Indonesia menggunakan CSR hanya sebagai strategi untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat setempat agar bisnis dapat beroperasi di area tersebut. Perusahaan-perusahaan telah terjebak dalam situasi broken windows fallacy, yang tragisnya hal ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat lokal untuk menekan perusahaan. Akibatnya hubungan masyarakat lokal dengan perusahaan hanya bersifat hubungan transaksional finansial jangka pendek yang tidak berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyaraka.
Permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan tersebut mendorong munculnya kebutuhan untuk mengevalusi kinerja program pengentasan kemiskinan secara komperehensif. Meskipun sejatinya, evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan telah banyak dilakukan, namun studi-studi terdahulu umumnya dilakukan dengan perspektif jangka pendek, mendasarkan evaluasi pada kriteria tunggal, serta berfokus pada tipe program tertentu dari lembaga tunggal atau sekelompok program dalam satu wilayah tertentu. Artinya, penelitian-penelitian tersebut tidak dalam upaya memperbandingkan antarberbagai program atau antarlembaga sekaligus, akibatnya hasil penelitian cenderung eksklusif, sehingga sulit dipakai sebagai dasar untuk membangun sistem penanggulangan kemiskinan yang integratif.

Terhadap berbagai program pengentasan kemiskinan di Indonesia, minimal ada beberapa kesamaan kriteria yang dapat diperbandingkan, utamanya dari aspek input terkait dengan data, dana, dan kelengkapan program; aspek proses terkait dengan manajemen, waktu yang diperlukan untuk pengentasan kemiskinan, dan biaya pengelolaan; serta aspek output terkait dengan ketepatan sasaran, ketepatan waktu penyaluran dan kemudahan bagi penerima program. Dengan asumsi bahwa terdapat homogenitas yang cukup pada kategori-kategori tersebut, maka sangat memungkinkan untuk mengevaluasi dan memperbandingkan program-program pengentasan kemiskinan pemerintah dan CSR sekaligus. Dengan demikian akan diperoleh informasi yang cukup kuat sebagai dasar dalam membangun sistem pengentasan kemiskinan integratif yang sangat diperlukan dalam menghadapi kemiskinan yang mempunyai karakter multidimensi dan antargenerasi.
Sementara pada program CSR yang berada di antara skor good dan bad, lebih disebabkan terbatasnya kapasitas. Dalam berbagai aspek, program-program CSR relatif efektif namun mengingat keterbatasan kapasitas dalam personil dan orientasi program yang berfokus pada sekitar wilayah operasi perusahaan menjadikan program-program CSR cenderung eksklusif. Selain itu, regulasi yang relatif sering berubah sangat memengaruhi operasionalisasi program-program CSR yang pada gilirannya menentukan efektivitasnya.
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BAB IV
PENUTUP


A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian Bab III Tesis ini, maka dapat disimpulkan beberapa simpulan sebagai berikut :
1. Penerapan CSR perusahaan melibatkan masyarakat sekitar, baik sebagai subyek maupun objek program. Hal ini karena masyarakat adalah salah satu elemen penting dan sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan keberlanjutan perusahaan. Masyarakatlah yang paling merasakan dampak dari berbagai aktivitas produksi yang dilakukan dan dampak tersebut terjadi terutama dampak sosial, ekonomi, budaya dan juga lingkungan hidup. Dalam hal ini perusahaan dan atau pertambangan tidak dituntut untuk menggantikan posisi pemerintah yang harus melindungi warganya, namun dapat membantu dan berperan aktif demi keberlangsungan hidup warga masyarakat di sekitarnya. Hal tersebut perlu dilakukan guna mendongkrak pencitraan perusahaan agar perusahaan dan atau pertambangan dapat menciptakan brand-image yang baik, dan positif.
2. PT. Agincourt Resources dalam mengimplementasikan program Corporate Social Responsibility di Kecamatan Batang Toru menerapkan konsep melibatkan tanggungjawab kemitraan antara pemerintah, lembaga, sumberdaya komunitas, juga komunitas lokal (setempat). 
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Kemitraan tersebut merupakan tanggungjawab bersama secara sosial antara stakeholders dalam pengentasan kemiskinan. Program yang dijalankan oleh PT. Agincourt Resources diklasifikasikan ke dalam beberapa bidang, yakni : bidang kesehatan, bidang pendidikan dan pelatihan, bidang infrastruktur, bidang pengembangan usaha lokal, dan bidang hubungan masyarakat.
3. Dalam rangka program pengentasan kemiskinan, yang dilakukan yakni : Pertama, Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program tanggungjawab sosial secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara, serta melakukan evaluasi hasil kerja perusahaan. Kedua, Melalui yayasan atau masyarakat. Dalam organisasi masyarakat harus diadakan pelatihan-pelatihan untuk memaksimalkan hasilnya. Ketiga, Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan tanggungjawab sosial perusahaan melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya untuk mempublish binaan hasil karya masyarakat. Keempat, Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat hibah pembangunan, misal : pengelohan tambang emas, mengevaluasi CSR. 

B. Saran
Setelah dilakukan penelitian tentang Pengentasan Kemiskinan Melalui Hukum Sebagai Sarana Pemberdayaan CSR (Corporate Social Responsibility) Dalam Kegiatan Pertambangan Emas Di Tapanuli Selatan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :
1. Pemerintah dalam proses regulasi yang menyangkut kewajiban CSR diharapkan untuk melakukan dialog bersama para pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha, kelompok masyarakat yang akan terkena dampak, dan organisasi pelaksana sebelum menetapkan suatu peraturan terkait CSR agar peraturan yang bersangkutan dapat diimplimentasikan dengan optimal sesuai dengan kondisi yang terdapat dilapangan.
2. Diharapkan implementasi model program CSR PT. Agincourt Rersources dalam aspek pengelola lebih melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah, agar pengelolaan CSR tidak sebagian besar dilaksanakan oleh pihak perusahaan.






241

DAFTAR PUSTAKA


Buku
Abrar Saleng. Hukum Pertambangan. UII. Yogyakarta. 2004.

Arief Barda Nawawi. Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.

Asshidiqie Jimly dan Ali Safa’at. Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI. Jakarta. 2006.

Azheri Busyra. Corporate Social Responsibility Dari Voluntary menjadi Mandatory. Cet Kedua. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012.

 . Corporate Social Responsibility. PT. Raja Grafindo Persada. Depok. 2012.

Aziz Abdul. Etika Bisnis Perspektif Islam:Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha. Alfabeta. Bandung. 2013.

Badriadi Lili. dkk. Zakat dan Wirausaha. CV. Pustaka Amri. Jakarta. 2005. 

Basah Sjachran. Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara. Alumni. Bandung. 1992.

Cahyat A. Gonner. and M Haug. Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga : Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat. Indonesia. CIFOR Indonesia. Bogor. 2007.

Carrol Archie B. Bussiness and Society : Ethics and Stake Holders Management. College Publishing. Ohio South Western. 1996.

Danim Sudarwan. Menjadi Peneliti Kualitatif. Pustaka Setia. Bandung. 2002.

Debraj Ray. Development Economics. Princeton University Press. New Jersey. 1998.

Diana. Perencanaan Sosial Negara Berkembang. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 1997.

Firdaus Ismet dkk. Pengamalan Al-Quran tentang Pemberdayaan Dhuafa. Dakwah Press UIN Syarif Hidayatullah. Ciputat. 2008.

Friedman Lawrence W.. American Law: An invaluable guide to the many faces of the law. and how it affects our daily our daily lives. W.W. Norton & Company.

G.F.R Ellis.. The Dimension of Poverty. The Dryden Press. Chicago. 1984.

Ghozali Imam dan Anis Chariri. Teori Akuntansi. Badan Penerbit Undi. Semarang. 2007.

H Soemitro Ronny. Prespektif Sosial Dalam Pemahaman Massalah-Masalah Hukum. Agung Press. Semarang. 2009. 

  . Studi Hukum dan Kemiskinan. Tugu Muda. Semarang. 1989.

Hadi Nor. Corporate Social Responsibility. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2011.

Hamzah Andi. Penegakkan Hukum Lingkungan. Sinar Grafika. Jakarta. 2005.

Hardjasoemantri Koesnadi. Hukum Tata Lingkungan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2000.

Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Kencana. Jakarta. 2005.

Ife Jim dan Frank Tesoriero. Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. Community Development. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 

Jackie Ambadar. CSR dalam Praktek di Indonesia. PT Alex Media Komputindo. Jakarta. 2008.

Kelsen Hans. Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif. Penerbit Nusamedia. Bandung. 2007.

Kuncoro Mudrajad. Masalah, Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembangunan. Erlangga. Jakarta. 1997.

Kusumaatmadja Mochtar. Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional. Bina Cipta. Bandung. tanpa tahun.

 . Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional. Binacipta. Bandung. 1995.

 . Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis). Alumni. Bandung. 2002.

 . Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional. Binacipta. Bandung. 1986.
Mardikanto dan Soebiato. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung. 2012.

Marzuki. Metodologi Riset. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII). Yogyakarta. 2000.

Mertokusumo Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Liberty. Yogyakarta. 2005.

 . Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Ed. Kedua. Cet. Kelima. Liberty. Yogyakarta. 2007.

Nursahid Fajar. Tanggung Jawab Sosial Bumn : Analisis Terhadap Model Kedermawanan Sosial PT. Krakatau Steel. PT.Pertamina dan PT. Telekonumikasi Indonesia. Piramedia. Depok. 2006.

Papilaya. Akar Penyebab Kemiskinan Menurut Rumah tangga Miskin dan Strategi Penanggulangannya (Kasus di Kota Ambon. Provinsi Maluku). Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. 2006.

Philips Rhonda and Robert H Pitman. An Introduction to Community Development. Routladge Taylor and Francis Group. London and Newyork. 2009.

Pranarka A.M.W. dan Vidhyandika Moeljarto. Pemberdayaan. Konsep. Kebijakan dan Implementasi. CSIS. Jakarta. 1996.

Prasetyo Adit Agus. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan. UNDIPRESS. Semarang. 2010. hlm. 18.

Prijono Onny S. dan A.M.W Pranarka. Pemberdayaan : Konsep. Kebijakan dan Implementasi. Center for Strategic and International Studies. Jakarta. 1996.

Rahardjo Satjipto. Biarkan Hukum Mengalir. Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum. Kompas. Jakarta. 2007.

Rahardjo Satjipto. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000.

  . Ilmu Hukum. Citra Adtya Bakti. Bandung. 2005.

  . Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2012.

  .Memikirkan Hubungan Hukum dan Kemiskinan. Gema Keadilan. Nomor 1 Tahun Ke 15. 1991.

Rasjidi Lili dan Ida Bagus Wiyasa Putra. Hukum Sebagai Suatu Sistem. CV. Mandar Maju. Bandung. 2003.

Reksodipuro Mardjono. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Jakarta. 1997.

Rukminto Adi Isbandi. Pemberdayaan Pengembangkan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. Cet. Pertama. Fakultas Ekonomi UI. Jakarta. 2000.

 . Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. UI Press. Jakata. 2003.

S Ambar Teguh. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2004.

Saidi dan Abidin. Corporate Social Responsibility : Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia. ICSD. Jakarta. 2004.

Shant Dellyana. Konsep Penegakan Hukum. Liberty. Yogyakarta. 1988.

Shidarta. Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan. CV Utomo. Jakarta. 2006.

Soekanto Soerjono dan Mustafa Abdullah. Sosiologi Hukum Dalam Masayarakat. Rajawali. Jakarta. 1982.

Soekanto Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Yayasan Penerbit UI. Jakarta. 1997.

  . Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta. 2005.

  . Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta. 2007.

  . Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Rajawali. Jakarta. 1986.

  . Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial. Ghalia Indonesia. Surabaya. 1983.

Soemitro Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1990.

Solihin Ismail. Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability. Salemba Empat. Jakarta. 2008.

Suharto Edi. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung. 2008.

 . Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan. PT. Refika Aditama. Bandung. 2007.

Sukirno Sadono. dkk. Pengantar Bisnis. Prenada Media. Jakarta. 2004.

Sumaryadi I Nyoman. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Citra Utama. Jakarta. 2005.

Sumodingningrat. Pemberdayaan Sosial. Teruna Grafika. Jakarta. 2004.

 . Pengembangan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. Cet. Kedua. PT Bina Rena Pariwira. Jakarta. 2000.

Sunarno Siswanto. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sinar Grafika Offset. Jakarta. 2008.

Suparlan. Kebudayaan Kemiskinan dalam Kemiskinan di Perkotaan. Yayasan Obor Indonesia. Sinar Harapan. Jakarta. 1984.

Susanto A. B. A Strategic Management Approach CSR. The Jakarta Consulting Group. Jakarta. 2007. 

Suteki. Desain Hukum Di Ruang Sosial. Thafa Media. Yogyakarta. 2013.

Todaro Michael P & Stephen C. Smith. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Erlangga. Jakarta. 2006.

Tonny Nasdian Fredian. Pengembangan Masyarakat. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 2006.

Tunggal Amin Wijaya. Corporate Social Responsbility. Harvindo. Jakarta. 2008.

  . Corporate Social Responsibility (CSR) Konsep dan Kasus. Harvindo. Jakarta. 2007.

W Soelistijo Ukar. Pengembangan Sumber Daya Mineral dan Energi Sebagai Sarana Penggerak Mula Dalam Pengembangan Wilayah. Orasi Pengukuhan Ahli Peneliti Utama Bidang Ekonomi Mineral. Energi dan Pengembangan Wilayah. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. 2005.

Wibisono Yusuf. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR. Cet. Kedua. Fascho Publshing. Gresik. 2007.
 . Membedah Konsep & Aplikasi CSR. Fascho Publishing. Gresik. 2007.

Wignjosoebroto Soetandyo. Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. HuMa. Jakarta. 2012.

Jurnal
Hutabarat Anastasia Marisa R. Perlindungan Konsumen Terhadap Produksi Kosmetik Import Tanpa Izin Edar Dari Badan POM Ditinjuau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. Depok. 2011.

Pranoto Asa Ria, Dede yusuf. Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang di Desa Sarĳaya. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 18. Nomor 1. Juli 2014. hlm. 40

M. Deegan,  C. Rankin and Voght. P. Firms’ Disclosure Reactions to Social Incidents: Australian Evidence. Accounting Forum. Vol. 24. No. 1.

Elkington. Canibals with Forks. The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business. New Society Publisher. 2008.

Muhaimin. Analisis Hukum Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Model Penyelesainnya. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12 No. 1 Januari 2012.

Sambodo Priyo. Implementasi Dana Bantuan PT. Kideco Jaya Agung Dalam Pembangunan Di Desa Sempulang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. eJournal Ilmu Pemerintahan. Volume 2. Nomor 2 . 2014

Banakar Reza and Max Travers. “Law Sociology and Method”. in Social and Legal Studies. International Institute. 2003.

Ruhadi. dan Adam. Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Pendidikan Serambi. Maret 2008 Vol. 5 No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan

Keputusan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007. Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)

Kamus 
Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 1998.

Marbun SH. Kamus Manajemen. PT Pustaka Sinar Harapan. 2003.

Website
http://www.agincourtresources.com/id/lingkungan-hidup/ diakses pada tanggal 11 Oktober 2016

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/01/26/9113/pt-agincourt-resources-bantu-petani/#.WDRqseZ97IU diakses pada tanggal 10 Oktober 2016.

https://tapanuliselatankab.bps.go.id/backend/pdf_publikasi/Indikator-Kesejahteraan-Rakyat Kabupaten-Tapanuli-Selatan-2015.pdf. diakses pada tanggal 9 Oktober 2016.

http://www.kompasiana.com/donikatok/kemiskinan-dari-mana melihatnya_550b3f878133117913b1e518 diakses pada 24 Februari 2017.

http://mahasiswamahasiwa.blogspot.co.id/2015/02/jenis-jenis-kemiskinan-dan-penyebab.html diakses pada 17 Februari 2016.

http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-kemiskinan-jenis-faktor.html diakses pada 17 Februari 2017.

http://forumcsrkessos.or.id/2016/06/csr-dan-kepentingan-pemerintah-daerah/ diakses pada 18 Februari 2016

https://tirto.id/pelaksanaan-csr-bakal-diatur-dalam-perda-skC diakses pada 18 Februari 2016

http://www.malindocsr.org/en/research-publication/8-csr-dan-kepentingan-pemerintah-daerah diakses pada 18 Februari 2017

http://forumcsrkessos.or.id/2016/06/csr-dan-kepentingan-pemerintah-daerah/ diakses pada 18 Februari 2017

Muhammad Arief Effendi. Implementasi GCG Melalui CSR. 7 Maret 2007. diakses dari muhariefeffendi.wordpress.com


Lain-Lain
Daniri Achmad. (Ketua Mirror Committee on Social Responsibility Indonesia) dan Maria Dian Nurani (Anggota Mirror Committee on Social Responsibility Indonesia). Menuju Standarisasi CSR. Harian Bisnis Indonesia. 19 Juli 2007.

Arif. Perencanaan Tambang Total Sebagai Upaya Penyelesaian Persoalan Lingkungan Dunia Pertambangan Indonesia. Makalah Seminar Pertambangan. Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat. Universitas Sam Ratulangi. Manado. 2007. hlm. 5.

Warassih Esmi. Peranan Hukum dan Fungsi-Fungsinya. Masalah-Masalah Hukum. Nomor 5. 1991. hlm. 6.

Nasdian Fredian Tonny. Pengembangan Masyarakat. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. 2014.

Samekto FX. Adji. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Implikasi Kesadaran HAM, Kajian dalam Prespektif Global. Masalah-Masalah Hukum. Edisi IV/Januari- Maret 1999.

Handoyo Hestu Cipto. Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik. Universitas Atmajaya. Yogyakarta. 2008. hlm. 8.

Indonesia Business Links. Integrating CSR a Business Strategy: How to adopt CEO values into CSR Policies. Jakarta. 2 Mei 2007.

Kompasiana. 26 Juni 2015

Krisnamurthi. Penanggulangan dan Pengurangan Kemiskinan dalam 22 Tahun. Studi Pembangunan Pengurangan Kemiskinan Pembangunan Agribisnis dan Revitalisasi Pertanian. LPPM IPB. Bogor. 2010.

Prodjosoemanto. Dasar-dasar Pengelolaan Lingkungan. Makalah Teknik Reklamasi Pada Lahan Bekas Tambang PT. Bukit Asam. 2006.

Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers. Tata Kelola Ekonomi Indonesia dalam masyarakat Ekonomi ASEAN Dan Meningkatkan Martabat Bangsa Berbasis Sumber Daya Energi Dan Memperkokoh Sinergi Penelitian Antar Pemerintah. Industri & Perguruan Tinggi. LPPM UPNVY. Yogyakarta. 2016.
		



Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers. Tata Kelola Ekonomi Indonesia dalam masyarakat Ekonomi ASEAN Dan Meningkatkan Martabat Bangsa Berbasis Sumber Daya Energi Dan Memperkokoh Sinergi Penelitian Antar Pemerintah. Industri & Perguruan Tinggi. LPPM UPNVY. Yogyakarta. 2016.

Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kajian Analisis Isu-Isu Sektor SDM. Jakarta. 2012.

Jaweng Robert Endi. Kritik Pengaturan CSR dalam UUPT. Suara Pembaruan. 31 Juli 2007.

Sukada.Sony dkk. CSR for Better Life Indonesian Content. Membumikan Bisnis Berkelanjutan : Memahami Konsep dan Praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Indonesia Bussines Link. Jakarta. 2007.

Sunaryo Sri Subekti. Konsep dan Strategi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Takaful Indonesia. Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Asuransi Syariah UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2009.

Suara Merdeka. 20 Juni 1991.

Sumbangan Pemikiran BWI pada Penyusunan Peraturan Pemerintah Perihal Tanggungjawab Sosial Korporasi. The Business Watch Indonesia. Desember 2007.

Yudhistira. Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Daerah Kawasan Gunung Merapi. Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan. Universitas Diponegoro. Semarang.






Philantropic 
Responsibility 
(Be a Good Citizen)


Ethical Responsibility 
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Legal Responsibility 
(Obey The Law)


Economic Responsibility 
(Be Profitable)
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